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BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang :

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 75 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, perlu diatur Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kota Langsa;

_ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-
2027. '

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang .....



Menetapkan :

10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara ' Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

‘Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

12.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

13.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan

Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujﬁan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
Dan‘
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

QANUN KOTA LANGSA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG (RPJP) KOTA LANGSA TAHUN 2007-2027.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksu{i dengan :

1.
o

W

\O

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kota adalah Kota Langsa.
Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang

terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.

. Walikota adalah Walikota Langsa.
.Dewan ‘Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK

adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya
dipilih melalui Pemilihan Umum.

.Rencana Pembangunan. Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025

yang selanjutnya disingkat sebagai RPJP Nasional adalah dokumen
perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025 yang

selanjutnya disingkat RPJP Aceh adalah dokumen perencanaan
pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. '

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tahun 2007-2027 yang

selanjutnya disingkat sebagai RPJP Kota adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2027.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya

disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan
Nasional untuk periode S (lima) tahunan.

.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, yang selanjutnya

disingkat RPJM Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan
Aceh untuk periode S (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program kepala Pemerintahan Aceh dengan berpedoman
pada RPJP Aceh serta memperhatikan RPJM Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota, yang selanjutnya
disingkat RPJM Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota
untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi,
misi, dan program Walikota Langsa dengan berpedoman pada RPJM
Nasional serta RPJM Aceh.

Rencana Kerja Pemerintah Kota, yang selanjutnya disebut RKPK yang
berisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota untuk periode 1
(satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Kota untuk mencapai tujuan.
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(2)
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(1)

BAB 11
PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA

Pasal 2

Program Pembangunan Kota Periode 2007 — 2027 dilaksanakan sesuai

dengan RPJP Kota. ‘
Rincian Program Pembangunan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 3

RPJP Kota Tahun 2007-2027 disusun dengan sistematika sebagai
berikut :

BAB1 : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
BAB III : VISI, MISI DAN - ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : PENUTUP |

Perincian sistematika RPJP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari ganun ini.

Pasal 4

Dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan kota dan untuk
menghindarkan kekosongan rencana tahunan pembangunan Kkota,
Walikota yang sedang memerintah pada tahun  terakhir
pemerintahannya, diwajibkan menyusun RKPK untuk tahun pertama
periode pemerintahan Walikota berikutnya.

RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pedoman untuk menyusun APBK tahun pertama periode pemerintahan
Walikota berikutnya.

BAB III |
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pemerintah Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJP Kota.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dokumen perencanaan pembangunan Kota yang telah disusun dan
ditetapkan sebelum qanun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Qanun ini.
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! Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pbd{g tanggal diundangkan.

Agar setiap orang meﬁge’iah
Qanun ini dengan penempatannya

I

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 28 Januari 2013 H
Rabiul Awal 1434 M

SEKRETARIg ERAH KOTA LANGSA,

MUHAMMAD SYAHRIL

uinya, memerintahkan pengundangan .
dalam Lembaran Kota Langsa.

| Ditetapkan di Langsa '
' padatanggal 28 Januari 2013 M
| 16 Rabiul Awal 1434 H

WALIKOTA LANGSA,

A .
Tl

| USMAN ABDULLAH

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 20 13 N(;i)'MOR 2
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

(1)Kota Langsa merupakan salah satu daerah otonom baru dalam

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalarn (NAD) yang disahkan dengan
Undang-undang Nornor 3 tahun 2001. Sebelumnya wilayah Kota
Langsa termasuk dalam Kabupaten Aceh Timur, dan juga
merupakan pusat pemerintahan atau ibukota Kabupaten Aceh
Timur. Perkembangan Kota Langsa yang sangat pesat menjadi
landasan kuat untuk dimekarkan sebagai daerah otonom. Sebagai
daerah otonom, pemerintah kota ini berwenang untuk mengatur
urusan rumah tangga sendiri dengan tujuan meningkatkan

pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

(2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Langsa Tahun

2007-2027 ini merupakan dokumen perencanaan makro dan
berjangka waktu dua puluh tahunan. Dokumen ini memuat visi, misi,
dan arah kebijakan pembangunan kota dalam jangka panjang. RPJP
Kota Langsa digunakan sebagai landasan dan acuan dalam
penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPIM) Pemerintah Kota Langsa untuk setiap jangka waktu lima
tahunan. Penyusunan RPJP Kota Langsa ini juga mengacu kepada
RPJP Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJP Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2007-2027.

(3) Penyusunan RPJP Kota Langsa ini dilakukan secara partisipatif

dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah
ini. Prosesnya bermula dari penyiapan rancangan naskah akademik
oleh Bappeda Kota Langsa dengan bantuan para tenaga ahli yang

berkompetensi. Selanjutnya, rancangan tersebut dibahas dalam

PEMERINTAH KOTA LANGSA I-1
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
o KOTA LANGSA TAHUN 2007-2027

forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrengbang)
jangka panjang Kota Langsa, dengan maksud untuk mendapat
masukan dan koreksi serta komitmen politik dari stakeholders. Hasil
akhir dari pembahasan rancangan naskah dimaksud yang telah
disepakati di dalam Musrengbang kemudian disampaikan kepada
DPRD untuk ditetapkan menjadi Qanun tentang RPJP Kota Langsa
Tahun 2007-2027.

(4) RPJP Kota Langsa Tahun 2007-2027 ini merupakan peletakan dasar-
dasar pembangunan dan juga lanjutan dari upaya pembaharuan
untuk mewujudkan visi pembangunan daerah di dalam jangka
panjang, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman di dalam
penyusunan dokumen-dokumen perencanaan daerah lainnya, baik

yang berjangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

1.2. Maksud dan Tujuan

RPJP Kota Langsa Tahun 2007-2027 ini disusun dengan maksud
dan tujuan sebagai berikut :

1). Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPIJM) Kota Langsa dan dokumen-dokumen
perencanaan daerah lainnya, sebagai bagian dari sistem
perencanaan pembangunan daerah dan nasional;

2). Menjadi pedoman berwawasan jangka panjang bagi seluruh jajaran
Pemerintah Kota, DPRD, dan masyarakat dalam menentukan arah
pembangunan kota sesuai dengan potensi dan kondisi nyata serta

proyeksinya pada masa mendatang.

PEMERINTAH KOTA LANGSA I-2



L 4
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1.3.

1.4.

Landasan Penyusunan
Penyusunan RPJP Kota Langsa Tahun 2007-2027 ini didasarkan

pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1). Undang-Undang Nomor 3 tahun 2001 tentang Pernbentukan Kota
Langsa;

2). Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

3). Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4). Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6). Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

7). Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Peraturan
Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Hubungan RPJP dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1). Dokumen RPJP Kota Langsa Tahun 2007-2027 disusun sesuai
dengan arah pembangunan yang ingin dituju, khususnya dikaitkan
dengan kondisi, potensi, dan pelmasalahan yang kini dihadapi serta
prediksi kondisi masa yang akan datang. Selain itu, substansi RPJP
Kota Langsa ini juga mengacu kepada RPJP Nasional Tahun 2005-
2025 dan RPJP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007-
2027, sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional dan daerah;

2). Sebagai bagian dari suatu sistem perencanaan yang memiliki
hirarkhi, penyusunan RPJP Kota Langsa Tahun 2007-2027 ini tetap

memerhatikan rencana tata ruang provinsi dan wilayah, di samping

PEMERINTAH KOTA LANGSA I-3
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memerhatikan tujuan pembentukan Kota Langsa itu sendiri sebagai
daerah otonom. Oleh karena itu, RPJP Kota Langsa Tahun 2007-
2027 ini juga disusun dengan memerhatikan konsep pembangunan

wilayah yang terpadu dan serasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJP ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Landasan Hukum
1.4. Hubungan RPJP Kota Langsa dengan Dokumen

Perencanaan Lainnva

1.5. SistematikaPenulisan

BAB II  KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
2.1. Kondisi dan Analisis
2.1.1. Geografis
2.1.2. Demografis
2.1.3. Produk Dornestik Regional Bruto
2.1.4. Ekonomi dan Sumber Daya Alam
2.1.5. Sosial Budaya
2.1.6. Prasarana dan Sarana
2.1.7. Agama
2.1.8. Politik, Hukum, dan Keamanan

2.1.9. Pemerintahan

PEMERINTAH KOTA LANGSA I-4
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2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah
2.2.1. Demografis
2.2.2. Perekonomian Daerah
2.2.3. Pendapatan Regional Per Kapita
2.2.4. Sosial Budaya
2.2.5. Prasarana dan Sarana
2.2.6. Agama
2.2.7. Politik, Hukum, dan Keamanan

2.2.8. Pemerintahan

BAB III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
3.1. Visi
3.2. Misi

3.3. Arah Pembangunan Daerah

BAB IV PENUTUP

PEMERINTAH KOTA LANGSA I-5
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BAB II

KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI

KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Kondisi dan Analisis

2.1.1. Geografis

(1) Kota Langsa merupakan salah satu daerah yang terletak di

sebelah Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kota ini
terletak pada posisi sebelah Utara Pulau Sumatera, yaitu
pada 04924'35,68" - 04933'47,03" Lintang Utara dan
97053'14,59" - 98°04'42,16" Bujur Timur. Kota Langsa
memiliki luas wilayah 262,41 Km?, dengan batas
administrasi sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Timur
dan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh
Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Barat dengan
Kabupaten Aceh Timur, dan Sebelah Timur dengan
Kabupaten Aceh Tamiang. Secara administratif, Kota Langsa
terbagi atas 3 wilayah Kecamatan, 6 kelurahan, dan 45

desa.

(2) Kota Langsa dibentuk dengan Undang-undang No. 3 Tahun

2001 tanggal 21 Juni dan peresmiannya dilaksanakan di
Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam
Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Wilayah
Kota Langsa terbagi ke dalam 3 kecamatan, yaitu Langsa
Timur, Langsa Barat, dan Langsa Kota. Kecamatan yang
paling luas wilayahnya adalah Langsa Timur, yaitu seluas
121,24 Km?, diikuti Kecamatan Langsa Barat dengan luas
89,31 Km?, dan Langsa Kota dengan luas wilayahnya yang

terkecil, yaitu hanya 51,86 km?.

PEMERINTAH KOTA LANGSA II- 1
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(3) Secara topografi Kota Langsa terletak pada dataran aluviasi
pantai dengan elevasi berkisar sekitar 8 meter dari
permukaan laut. Di bagian Barat Daya dan Selatan dibatasi
oleh pegunungan lipatan bergelombang sedang, dengan
elevasi berkisar sekitar 75 meter, sedangkan di bagian
Timur merupakan endapan rawa-rawa dengan penyebaran
cukup luas. Kota Langsa juga mempunyai dataran rendah
dan bergelombang, sungai-sungai dengan iklim basah.
Curah hujan rata-rata tiap tahunnya berkisar 1.850-
4.013 mm, serta tingkat suhu udara antara 28°C-30°C.
Wilayah Kota Langsa berada pada ketinggian antara 0
meter dpl (di bawah permukaan laut) sampai dengan 25
meter dpl.

(4) Penggunaan lahan di Kota Langsa terdiri dari
pemukiman/bangunan, persawahan, perikanan darat,
perkebunan besar, perkebunan rakyat, hutan lebat, hutan
lindung, hutan produksi, padang alang, dan penggunaan
lainnya. Sebaran lahan untuk pemukiman/bangunan seluas
23%, persawahan seluas 7,34% perikanan darat seluas
5,08%, perkebunan besar seluas 39,87%, perkebunan
rakyat seluas 4,75%, hutan lebat seluas 1,35%, hutan
lindung seluas 9,78%, hutan produksi seluas 4,6%, padang
alang seluas 0,13%, dan penggunaan lahan untuk lain-lain
seluas 4,10% (tahun 2005).
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2.1.2. Demografis
(1) Jumlah penduduk Kota Langsa pada tahun 2005 mencapai

133.600 jiwa, sementara pada tahun 2001 masih berjumlah
127.261 jiwa. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk
rata-rata per tahun selama 2001-2005 adalah 0,98 persen,
atau lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam yang hanya sebesar 0,47
persen (selama tahun 2000-2005). Relatif tingginya laju
pertumbuhan penduduk kota ini di samping karena
tingginya tingkat keiahiran, juga disebabkan oleh rnigrasi
dari daerah hinterland. Dengan pertumbuhan penduduk
sekitar 0,98 persen per tahun, maka jumlah penduduk pada
tahun 2027 diperkirakan akan mencapai 165.461 jiwa.
Tantangan pembangunan kependudukan ke depan adalah
bagaimana mengupayakan peningkatan kualitas dan
penyebaran penduduk, serta penyediaan sarana dan
prasarana kota/publik yang dapat diakses dengan baik oleh

setiap penduduk kota ini.

2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto

(1) Dilihat dari sumbangan sektoralnya, struktur perekonomian

Kota Langsa lebih bertumpu pada sektor tersier, disusul
sektor sekunder dan primer. Kontribusi sektor tersier
(dengan andalan lapangan usaha perdagangan hotel
restoran dan jasa-jasa) mengalami kenaikan yang sangat
signifikan selama 2001-2005. Pada tahun 2004, sektor
tersier menyumbang 55,56 persen, naik dibanding tahun
2001 yang masih (52,43 persen), sedangkan pada tahun

2005 sumbangannya 55,81 persen. Sektor sekunder dengan
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andalan lapangan usaha industri pengolahan juga dominan
kontribusinya dalam struktur ekonomi daerah ini. Kontribusi
sektor sekunder pada tahun 2001 mencapai 31,84 persen.
Namun, pada tahun 2004 kontribusinya menurun menjadi
29,09 persen, kemudian turun lagi pada tahun 2005
menjadi 29,09 persen. Penurunan ini disebabkan oleh
berkurangnya aktivitas ekonomi pada lapangan usaha
industri pengolahan selama tahun 2001-2005. Peran sektor
primer (dengan andalannya pertanian) terlihat juga kian
menurun. Kontribusi sektor primer pada tahun 2001 masih
sebesar 15,75 persen, lalu pada tahun 2004 menurun
menjadi 15,12 persen. Sementara pada tahun 2005,

kontribusinya meningkat sedikit menjadi 15,13 persen.

(2)Selama kurun waktu tahun 2001-2005, pertumbuhan

ekonomi riil (atas dasar harga konstan 2000) Kota Langsa
terus meningkat. Seluruh lapangan usaha mengalami
pertumbuhan yang positif dan bervariasi, kecuali industri
pengolahan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2001.
Pertumbuhan ekonomi kota ini pada tahun 2001 hanya
1,65%, dan tahun berikutnya tumbuh lebih tinggi dari
sebelumnya (sebesar 2,85%). Pada tahun 2003
perekonomian tumbuh menjadi 9,69% dan mencapai 4,29%
pada tahun 2004. Namun, pada tahun 2005 pertumbuhan

ekonomi kemudian mengalami penurunan menjadi 3,52%.

(3) Kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 sampai dengan
2005 mengalami pergesaran. Tahun 2001 lapangan usaha
pertanian memberikan  kontribusi sebesar 1,20%,

pertambangan dan penggalian sebesar 3,46%, industri
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pengolahan -2,39%, listrik dan air minum sebesar 4,36%,
bangunan 2,85%, perdagangan dan hotel serta restoran
sebesar 4,08%, pengangkutan dan komunikasi sebesar
3,61%, keuangan persewaan dan perusahaan sebesar
6,47%, dan jasa-jasa sebesar 1,59%. Selama lima tahun
terakhir lapangan usaha yang memberikan kontribusi
terbesar adalah pengangkutan dan komunikasi, yaitu
sebesar 8,52%, diikuti industri pengolahan sebesar 4,49%,
dan listrik dan air bersih sebesar 2,13%. Sedangkan
lapangan usaha lainnya mengalami penurunan, seperti
sektor pertanian sebesar 0,82%, pertambangan dan
penggalian sebesar 3,33%, bangunan dan komunikasi
1,31%, perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 4,31%,
dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

sebesar 1,12%.

(4) Perkembangan pendapatan per kapita dari tahun 2001

sampai dengan 2005 menunjukkan pertumbuhan yang
relatif sama. Pada tahun 2001 pendapatan per kapita
masyarakat sebesar Rp. 4.645.349,- atau mengalami
pertumbuhan 1,37% dari tahun sebeiumnya. Pada tahun
2002 sebesar Rp. 4.715.675,- atau mengalami pertumbuhan
1,51%, dan tahun 2003 sebesar Rp. 4.829.967,- atau
meningkat sebesar 2,42%, serta tahun 2004 sebesar
Rp. 4.846.832,- atau 0,34%. Pada tahun 2005 pendapatan
per kapita bertambah menjadi Rp. 4.847.667,80,- atau

meningkat sebesar 0,50% dari tahun sebelumnya.

(5) Pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi berkorelasi dengan

penerimaan daerah. Pada tahun 2004, jumlah penerimaan
daerah Kota Langsa mencapai Rp. 182.168.835.385,77,-.
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Penerimaan daerah meningkat rata-rata sebesar 3,93% per
tahun. Tantangan dalam penerimaan daerah ke depan
adalah bagaimana mewujudkan kemandirian keuangan
daerah, di samping mengendalikan agar pengeluaran
daerah dalam bentuk anggaran biaya aparatur lebih kecil

dari biaya publik (biaya pembangunan).

(6) Tantangan yang dihadapi dalam bidang ekonomi adalah

bagaimana meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi
daerah agar mengoptimalkan perolehan nilai tambah dari
seluruh lapangan usaha ekonomi dan menggeser struktur
ekonomi dengan memperkuat sektor sekunder (industri
pengolahan). Selain itu, bagaimana mengantisipasi
persaingan usaha yang makin ketat, mempermudah akses
permodalan bagi pelaku usaha ekonomi, membuka
kesempatan berusaha, mengatasi ketimpangan pendapatan,
dan mengembangkan ekonomi kerakyatan, di samping
meningkatkan investasi, serta menyediakan infrastruktur

ekonomi dan perdagangan yang memadai dan kompetitif.

2.1.4. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

(1) Tanaman Pangan dan Holtikultura

a) Pengembangan sektor perlanian terutama perikanan,
perkebunan, tanaman bahan makanan, dan peternakan,
merupakan salah satu prioritas dalam upaya pemulihan
ekonomi daerah Kota Langsa. Kebijakan ini sangat
dimungkinkan mengingat peran sektor pertanian
terhadap struktur perekonomian daerah ini relatif
berarti. Sekitar 53,2% dari penduduk kota ini bermata

pencaharian di sektor ini. Orientasi pengembangan
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sektor pertanian secara bertahap juga diarahkan untuk
menopang sektor industri, perdagangan, dan lainnya
melalui peningkatan intensifikasi dan produktivitas serta
mutu, di samping memperkuat jalinan kemitraan pelaku
usaha tani dengan pemilik modal, khususnya untuk
mengatasi kelemahan dalam manajemen usaha,
permodalan, dan pemasaran.

Kegiatan-kegiatan pertanian tanaman pangan,
perkebunan, peternakan, dan perikanan sesuai dengan
tata ruang wilayah, lebih diarahkan pengembangannya
ke kawasan-kawasan transisi dan pinggiran (umumnya
berada di Langsa Timur). Kawasan transisi merupakan
kawasan atau daerah yang terletak di luar kawasan
pusat kota, namun masih dipengaruhi oleh aktivitas-
aktivitas yang berkembang di pusat kota. Sementara
kawasan pinggiran adalah kawasan yang jauh dari pusat
kota serta tidak dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas yang
terjadi di pusat kota. Wilayah pengembangan pertanian
di Kota Langsa lebih dikonsentrasikan di wilayah
Kecamatan Langsa Timur, di samping sebagian kecilnya
di wilayah Langsa Barat.

Selain untuk keperluan bangunan/pekarangan seluas
6.037 ha atau 23,00% dari keseluruhan lahan yang ada,
peruntukkan lahan bagi perkebunan besar dan sawah
cukup dominan, yaitu masing-masing seluas 10.46 ha
(39,88%) dan 1.925 ha (7,34%). Selain itu,
pemanfaatan lahan bagi usaha-usaha ladang/huma,
kolam/tambak, tegalan/kebun, dan perkebunan rakyat,

juga relatif menonjol, yaitu masing-masing 1.864 ha
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d)

a)

(7,10%), 1.334 ha (5,08%), 1.264 ha (4.83%), dan
1.244 ha (4,75%). Kecuali itu, masih ada juga lahan
yang tidak produktif atau tidak diusahakan, yaitu seluas
645 ha atau 2,46%.

Keseluruhan sawah untuk usaha tanaman pangan
sebagian besarnya (1.192 ha) masih di-airi secara teknis,
terutama sawah-sawah yang ada di Kecamatan Langsa
Timur, sedangkan selebihnya masih merupakan sawah
tadah hujan dan diairi dengan sistem pompanisasi.
Produksi tanaman pangan yang menonjol antara lain
padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jaiar.
Kemampuan ketahanan pangan masih relatif terbatas,
karena luas arealnya yang kurang memadai, di samping
juga tingkat produktivitas rata-ratanya yang relatif
rendah. Sebagai gambaran, produksi padi sebesar
10.167 ton dengan produktivitas 4,16 ton/ha, jagung
3,60 ton/ha, kacang tanah 1,33 ton/ha, ubi kayu 11,81
ton/ha, dan ubi jalar 9 ton/ha (keadaan tahun 2004).
Untuk palawija/sayur-sayuran seperti kacang panjang,
cabe, tomat, timun, kangkung, bayam, bawang merah,

dan sawi, produksinya juga relatif terbatas.

(2) Perikanan dan Kelautan

Kedudukan Kota Langsa yang strategis berada di
sepanjang pantai perairan Selat Malaka menjadikan
daerah ini memiliki potensi besar di subsektor perikanan,
baik laut maupun darat. Untuk hasil perikanan laut,
berbagai jenis ikan, kepiting, udang, dan cumi-cumi ada

yang telah diekspor. Untuk perikanan darat terdapat
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b)

d)

lahan tambak produktif yang luas. Pada tahun 2005,
terdapat tambak seluas 2.203 ha, disamping yang tidak
produktif seluas 979 ha, dengan udang sebagai hasil
utamanya. Selain itu, terdapat 2,7 ha kolam, dan 1,2 ha
lahan keramba/jaring apung, serta 8,7 ha lahan perairan
umum.

Usaha tambak oleh masyarakat sebagiannya digunakan
pola intensif dan semi intensif, di samping pola
tradisional-Arah dan pola pengusahaan tambak ke depan
diharapkan lebih intensif, sehingga dapat memberikan
penerimaan yang lebih besar baik bagi petani maupun
daerah.

Secara umum, produksi perikanan di daerah ini belum
optimal, terutama karena keterbatasan sarana dan
prasarana yang tersedia. Oleh karena itu, pembangunan
dan operasionalisasi TPI (Tempat Pelelangan Ikan)
seperti di Teupin Bugeng dan Seuriget perlu dilanjutkan,
diikuti dengan pengembangan desa-desa pantai yang
banyak didiami para nelayan melalui penyediaan
prasarana perhubungan dan sarana ekonomi lainnya,
terutama di Alue Beutawe, Sungai Pauh, Pusong, Kuala
Langsa dan TPI Teupin Bugeng tetap diarahkan sebagai
tempat pelelangan ikan vyang produktif dengan
memperbaiki sarana dan prasarana yang ada secara
bertahap, termasuk di TPI Seuriget.

Produksi perikanan dari kegiatan budidaya antara lain
413,4 ton (dari tambak), dan 31,1 ton dari kolam (tahun
2004). Pada tahun 2004, aktivitas dari usaha

keramba/jaring apung juga menghasilkan 15,3 ton ikan
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air tawar. Sedangkan pada tahun 2005, produksi tambak
turun menjadi 124,1 ton, dan produksi dari perairan
umum sebesar 2,5 ton (sama dengan tahun 2004).
Sementara itu, produksi dari usaha perikanan laut
mencapai 3.404,2 ton pada tahun 2005, atau meningkat
hampir 57,0 persen dari tahun 2004 (produksinya hanya
2.172,9 ton).

(3) Perkebunan

a) Areal perkebunan yang tersedia di Kota Langsa cukup

luas, baik yang diusahakan oleh perkebunan besar
maupun perkebunan rakyat. Lahan yang dikelola oleh
perkebunan besar yang diperuntukkan bagi tanaman
kelapa sawit, seluas 10.761,36 ha, yang tersebar di
Langsa Timur 9.553 ha (diusahakan oleh PTP Nusantara
I), dan di Langsa Barat seluas 1.208,36 ha (diusahakan
oleh PT. Timbang Langsa). Sedangkan perkebunan
rakyat yang luasnya 2.594,2 ha ditanami berbagai jenis
tanaman, seperti kelapa sawit, karet, coklat, kelapa,

pala, kemiri, pinang, kapok randu, dan lainnya.

b) Kelapa sawit meningkat produksinya menjadi 1.665 ton

pada tahun 2005 dari areal tanam seluas 349,5 ha, atau
lebih tinggi dari tahun 2004 lalu (arealnya 141 ha dan
produksi 1.019 ton). Karet perkebunan rallyat
produksinya masih 521 ton dengan luas areal tanam
sedikit 864 ha (tahun 2005). Coklat perkebunan rakyat
ditanam pada areal seluas 225 ha dengan produksi 150
ton pada tahun 2005, atau sama dengan kondisi tahun

2004 lalu. Kelapa hasil perkebunan rakyat juga tidak
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bertambah pada tahun 2005, dimana produksinya masih
506 ton dari 954 ha luas tanamnya. Selanjutnya,
produksi pala masih tetap 2 ton dengan luas tanamnya
18 ha. Sementara kemiri produksinya 12 ton dari luas
areal tanam 30 ha, serta pinang produksinya 80 ton
(luas tanamnya 88 ha) dan kapok randu hanya sebanyak
13 ton produksinya dari luas areal tanamnya 31 ha pada
tahun 2005.

Pasca dicapainya kesepakatan damai melalui MoU
Helsinki antara Pemerintah Ri dan GAM pada tanggal 15
Agustus 2005 lalu diharapkan membuka peluang bagi
para pelaku usaha tani untuk mengolah kembali lahan
perkebunan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan. Sejak
terjadinya krisis ekonomi dan memburuknya kondisi
keamanan di daerah ini dan Provinsi NAD pada
umumnya, banyak pelaku usahatani yang tidak lagi
mengusahakan lahan-lahan kebun mereka
(ditelantarkan).

(4) Peternakan

a) Kota Langsa memiliki populasi ternak besar dan kecil

yang teiah diusahakan sejak lama oleh masyarakat
seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras,
ayam ras, dan itik. Untuk ternak besar yang paling
menonjol populasinya adalah sapi, yaitu mencapai
10.638 ekor, selain kambing 6.716 ekor, dan kerbau
1.016 ekor. Popuiasi umumnya ternak tersebar hampir
merata di Langsa Timur dan Langsa Barat. Untuk ternak

kecil yang paling banyak diusahakan masyarakat adalah
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b)

a)

ayam buras, yakni 761.688 ekor, di samping ayam ras
pedaging sebanyak 72.781 ekor, dan itik 18.757 ekor.

Usaha peternakan yang ada selama ini masih
dikembangkan secara tradisional, belum intensif dan
komersial. Karenanya, produksi peternakan daerah ini
belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan
konsumsi daging masyarakat. Selama ini pasokan daging
masih didatangkan dari luar daerah (Medan). Oleh
karena itu, pengembangan pangan hewani ini sama
halnya dengan pangan beras dan non beras, masih

harus ditingkatkan pada masa yang akan datang.

(5) Kehutanan

Luas areal hutan yang tersedia di Kota Langsa
relatifterbatas, vyaitu hutan lindung seluas 897 ha
(Kemuning dan PB. Seuleumak) dan hutan manggrove
(hutan bakau) yang luasnya mencapai 9.550 ha. Selain
itu, terdapat juga seluas 600 ha yang merupakan hutan

rakyat.

b) Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah banyaknya

aksi penjarahan dan perambahan hutan oieh
masyarakat. Perambahan hutan bakau, misalnya,
dilakukan untuk mendapatkan bahan baku untuk usaha
arang kayu. Sementara di hutan lindung, perambahan
dimaksudkan untuk mendapatkan hasil-hasil hutan
berupa kayu, dan lainnya. Masalah lain yang juga sangat
diprihatinkan adalah tidak jelasnya batas-batas kawasan
hutan yang ada selama ini, sehingga menyebabkan

leluasanya aksi perambahan hutan. Aksi perambahan
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hutan yang terus berlanjut dikhawatirkan akan
menimbulkan ancaman banijir, terutama akibat rusaknya
DAS (daerah aliran sungai) dan ekosistem hutan yang

ada di daerah ini.

(6) Perindustrian dan Perdagangan

a)

b)

Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan 1997,
ditambah dengan kondisi konflik di daerah ternyata
sangat berpengaruh terhadap sektor industri dan
perdagangan di Kota Langsa. Aktivitas produksi
perusahaan-perusahaan industri di daerah ini mengalami
kendala. Beberapa di antaranya bahkan telah berhenti
operasi. Di sisi lain, kegiatan perdagangan besar dan
eceran pada masa iklim usaha yang tidak kondusif
tersebut tidak dapat berlangsung dengan baik. Kecuali
itu, para pelaku usaha (pedagang) mengalami kesulitan
modal usaha. Padahal, industri dan perdagangan
merupakan sektor yang memberikan kontribusi cukup
besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini.
Potensi industri di Kota Langsa sebenarnya cukup
menjanjikan, terutama industri menengah dan industri
kecil (formal dan informal). Saat ini terdapat 8 unit
industri menengah yang menyerap 2009 orang tenaga
kerja. Selain itu, terdapat sekitar 166 unit industri kecil
dan 614 unit industri rumah tangga.

Usaha industri menengah umumnya ditemui di Langsa
Kota (7 unit), dan 1 unit di Langsa Timur. Sementara itu,
usaha industri kecil dan wusaha kerajinan sangat

menonjol ditemui di Kecamatan Langsa Timur dan
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d)

f)

Langsa Kota, sedangkan di Langsa Barat jumlahnya
masih terbatas.

Masalah yang dihadapi dalam pengembangan industri
selama ini adalah terbatasnya kemampuan modal para
pelaku usaha industri, rendahnya kualitas produk, serta
terbatasnya rantai pemasaran produk industri.

Sesuai dengan tata ruang wilayah dan
mempertimbangkan kondisi daerah pasca MoU Helsinki,
pengembangan industri akan diarahkan di sepanjang
jalan Negara Medan-Banda Aceh, tepatnya di Desa Alue
Dua, dengan luas areal tidak kurang dari 14 ha,
terutama untuk industri pengolahan kayu dan kimia
dasar. Sedangkan di kawasan sepanjang jalan Prof.
Madjid Ibrahim, industri yang dikembangkan adalah
aneka industri pengolahan, bengkel, dan jasa lainnya.
Dalam hal perdagangan, teriihat bahwa aktivitas ekspor
dan impor dengan memanfaatkan keberadaan
pelabuhan Kuala Langsa telah berlangsung di daerah ini.
Nilai ekspor daerah ini pada tahun 2005 sekitar US $
361.068, atau lebih rendah dari tahun 2004 yang bernilai
US $ 1.194.146 (turun 69,76 persen). Penurunan nilai
ekspor ini adalah sejalan dengan berkurangnya volume
ekspor, vyaitu dari 2.552.859 kg pada tahun 2004
menjadi tinggal hanya 1.440.000 kg pada tahun 2005.
Jumlah pedagang menurut Kklasifikasi usaha terlihat
mengalami kenaikan yang sangat berarti. klasifikasi
usaha untuk pedagang besar bertambah drastis menjadi
672 orang tahun 2005 dari hanya 181 orang pada tahun
2003. Pedagang kecil bertambah menjadi 173 orang
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h)

(tahun 2005), dari sebelumnya hanya 79 orang (tahun
2003). Peningkatan juga terlihat untuk pedagang
eceran, yaitu menjadi 2.010 orang pada tahun 2005,
sedangkan sebelumnya (tahun 2003) masih 1.907
orang. Pedagang keliling bertambah menjadi 1.011
orang pada tahun 2005 dari 901 orang pada tahun 2003.
Selain itu, jumiah pedagang asongan meningkat menjadi
2007 orang pada tahun 2005 dari sebelumnya (tahun
2003) yang berjumlah 189 orang.

Pasar yang ada yang disediakan oleh pemerintah daerah
hanya 3 unit dengan kondisinya yang masih sederhana.
Di samping itu terdapat juga 1 unit swalayan dan 23
lokasi tempat pertokoan.

Kegiatan usaha perdagangan khususnya grosir dan
eceran arah pengembangannya lebih dipusatkan di
kawasan pusat kota seperti di sepanjang jalan Teuku
Umar, Kompleks Pasar (terminal) Jalan Iskandar Muda,
dan di tanah miiik PJKA (bekas rel kereta api).

Masalah yang masih ditemui di dalam pembangunan
sektor perdagangan di daerah ini adalah terbatasnya
aktivitas perdagangan yang memanfaatkan pelabuhan
Kuala Langsa, khususnya untuk kegiatan ekspor. Selain
ini para pelaku usaha masih cenderung memanfaatkan
pelabuhan Belawan (Sumatera Utara) untuk mengekspor
barang-barang yang diperdagangkan. Sementara itu,
prasarana dan sarana yang tersedia di pelabuhan Kuala
Langsa dinilai masih terbatas dan belum menarik para
pelaku usaha di daerah ini untuk memanfaatkannya.

Masalah lain yang juga masih ditemui adalah
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L 4

terbatasnya kapasitas pelaku usaha (pedagang),
terutama dari segi modal, manajemen, informasi pasar
jaringan usaha, dan lain-lain. Sarana pasar yang ada
juga belum representatif, tidak teratur, dengan

penempatan para pedagang yang belum tertata baik.

(7) Koperasi dan UKM

a).

b).

Secara umum koperasi di Kota Langsa belum
menunjukkan kemajuan yang berarti. Peran koperasi
sebagai wadah utama kehidupan ekonomi bagi
masyarakat belum memberikan kontribusi yang nyata,
terutama dalam meningkatkan kesejahteraan
anggotanya. Koperasi yang telah ada di daerah ini terdiri
atas KUD (Koperasi Unit Desa) dan koperasi non KUD,
yang keseluruhannya tersebar di semua kecamatan.
Yang paling dominan adalah koperasi non KUD, vyaitu
mencapai 165 unit, sementara KUD hanya 2 unit (kondisi
tahun 2005).

Permasalahan yang dihadapi koperasi di daerah ini
selama ini masih berkisar pada hal-hal antara lain: (a)
terbatasnya modal usaha koperasi sehingga sulit untuk
berkembang, sementara prakarsa selain dari pemerintah
(swasta) belum terlihat nyata; (b) pengetahuan dan
keterampilan para pengelola koperasi masih terbatas,
termasuk jiwa enttepreneurship (kewirausahaan); (c)
rendahnya kesadaran anggota masyarakat berkoperasi;

dan (d) terbatasnya skala usaha koperasi.
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(8) Perhubungan dan Komunikasi

a)

b)

Kelancaran aksesibilitas dan mobilitas orang atau barang
sangat  ditentukan  oleh ketersediaan  sarana
perhubungan darat, laut, dan yang lainnya. Adanya
sarana perhubungan yang memadai semakin menunjang
pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga tahun 2005,
jumlah armada angkutan perkotaan di daerah ini
tercatat 293 unit, lebih banyak dibanding tahun 2002
yang berjumlah 285. Untuk jenis kendaraan taksi/sedan
dan sejenisnya berjumlah 34 unit pada tahun 2005.
Sedangkan untuk jenis pick up, truck, dan sejenisnya
berkurang dan tinggal zr8 unit pada tahun 2005 atau
jauh lebih sedikit dibanding jumlah yang ada pada tahun
2002 lalu (mencapai 2.015 unit). Bahkan, untuk jenis
bus, mikro bus, dan sejenisnya tidak tercatat lagi pada
tahun 2005. Berkurangnya jumlah sarana angkutan di
daerah ini erat kaitannya dengan situasi keamanan yang
penuh konflik, terutama saat sebelum dicapainya MoU
Helsinki.

Beberapa permasaiahan yang masih ditemui di dalam
pembangunan sektor perhubungan darat antara lain :
(@) belum tersedianya terminal angkutan yang
permanen, termasuk terminal bongkar muat barang; (b)
rnasih adanya jalur trayek yang belum terlayani akibat
minimnya sarana angkutan yang tersedia, termasuk
belum adanya angkutan bus sekolah; (c) belum adanya
warning light di perbatasan kota; (d) terbatasnya alat
operasional pengujian kendaraan; (e) belum adanya

kendaraan khusus PATWAL; dan (f) semrawutnya lalu
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d)

lintas kendaraan di beberapa tempat (Jalan A. Yani,
antara Simpang Tugu Lantas hingga Simpang Empat
Sungai Pauh).

Dalam  hal  pembangunan  perhubungan laut,
keterbatasan armada angkutan yang tersedia juga
masalah yang serius. Saat ini hanya tersedia 150 unit
kapal motor nelayan > 7 GT dan 3 unit kapal motor
angkutan penumpang > GT, sehingga dinilai masih
kurang memadai. Di samping itu, masih terbatasnya
daya dukung operasional, terutama personil,
sarana/peralatan, dan biaya operasional. Untuk ke
depan, sektor perhubungan laut ini harus dikembangkan
secara intensif khususnya ketersediaan pos pengawasan,
dermaga pelabuhan rakyat, kapal operasional (kerja),
baju pelampung, teropong, dan lainlainnya.

Keberadaan sarana komunikasi (pos dan telekomunikasi)
sangat berperan di dalam memperlancar arus informasi
dan interaksi masyarakat. Hingga akhir tahun 2005,
tercatat telah tersedia 1 unit Kantor Pos dan Giro, 1 unit
pos Keliling Kota, 2 unit Pos Keliling Desa, 4 unit Rumah
pos, dan 7 unit Bis Surat Pembantu. Kondisi demikian,
jumlah pengiriman surat tercatat untuk tujuan domestik
(dalam negeri) berkurang dari 5.250 (tahun 2004)
menjadi tinggal hanya 213 buah surat (tahun 2005).
Demikian juga surat yang dikirim dengan tujuan luar
negeri berkurang menjadi hanya ada 89 buah pada
tahun 2005, dari sebanyak 688 buah sebelumnya (tahun
2004). Penerimaan surat tercatat untuk domestik hanya
804 buah (tahun 2005) dari 1.033 buah sebelumnya
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(tahun 2004), sementara untuk luar negeri hanya tinggal
218 buah (tahun 2005) dari sebelumnya 488 buah
(tahun 2004). Transaksi wesel pos juga mengalami
penurunan pada tahun 2005, baik dari sisi frekuensi
maupun besaran nilai uangnya. Pada tahun 2005,
pengiriman wesel sebanyak 7.778 buah dengan nilai
uangnya Rp. 3,88 milyar (tahun 2004 wesel 8.241 buah
dengan nilai uang Rp. 5,06 milyar). Sementara itu,
penerimaan wesel juga telah berkurang pada tahun
2005, yaitu hanya 4.863 buah dengan nilai uang
Rp. 2,69 milyar. Pada tahun 2004, frekuensi penerimaan
wesel sebanyak 5.337 buah dengan nilai uang Rp. 2,83
milyar. Sarana komunikasi yang tersedia adalah telepon
dengan sambungan 6.393 yang seluruhnya telah
otomat, dengan pelanggan sebanyak 6.027 pelanggan,
di samping telepon umum (4 unit), wartel (74 unit),
warung Internet, dan kios pon.

Berkurangnya jumlah pengiriman/penerimaan surat
tercatat dalam setahun terakhir ini disebabkan anggota
masyarakat pengguna jasa sarana komunikasi lebih
memilih menggunakan telepon seluler (handphone)
untuk berkomunikasi dengan pertimbangan lebih cepat
dan efisien. Sementara itu, penerimaan frekuensi wesel
pos (pengiriman/penerimaan) juga dipengaruhi oleh kian
berkembangnya ATM (anjungan tunai mandiri) dengan
jasa transfer yang dapat diakses dengan mudah oleh

setiap orang, tanpa hambatan waktu dan tempat.
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(9) Pariwisata

a)

b)

Pembangunan sektor pariwisata merupakan upaya untuk
memanfaatkan dan mengembangkan potensi dan daya
tarik wisata, baik berupa kekayaan alam, keragarnan
flora dan fauna, maupun ragam peninggalan sejarah dan
sebagainya. Pengembangan sektor ini diharapkan
berpengaruh ganda terhadap sektor-sektor terkait
lainnya, khususnya perdagangan, perhotelan,
pengangkutan, dan kegiatan informal lainnya. Selain itu,
dapat mendorong berkembangnya nilai-nilai budaya dan
pelestarian lingkungan hidup, serta memperluas
kesempatan kerja. Objek pariwisata yang ada di daerah
ini antara lain Pantai Telaga Tujuh, Pantai Aramiah dan
Sumber Air Panas.

Dari sudut fasilitas dan daya dukung yang dimiliki daerah
sebenarnya telah relatif memadai, seperti tersedianya
Hotel Bintang Satu (1 buah), wisma/villa (2 buah),
losmen (11 buah), dan restoran/rumah makan (19
buah), dengan total tempat tidur tidak kurang dari 400
buah. Sarana penginapan ini tersebar umumnya di
Langsa Kota dan Langsa Barat.

Kendati demikian, objek-objek wisata yang ada selama
ini belum tertata dan terawat dengan baik sehingga
belum memberikan kontribusi yang optimal bagi
ekonomi daerah, termasuk bagi penciptaan lapangan
kerja. Permasalahan lain adalah belum banyaknya
kunjungan wisatawan ke daerah ini, khususnya

wisatawan mancanegara. Hal ini sangat terasa, terutama
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semasa kondisi keamanan daerah tidak kondusif atau

sebelum dicapainya kesepakatan damai (MoU) Helsinki.

2.1.5. Sosial Budaya
(1) Pendidikan

a)

b)

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting
dalam proses penyediaan sumber daya manusia (SDM)
yang berkualitas (cerdas, terampil, dan bermoral). Data
tahun 2005 menggambarkan bahwa fasilitas pendidikan
yang tersedia di Kota Langsa sebagai berikut : TK
sebanyak 21 unit, SD 67 unit, SLTP 22 unit, SMA 22 unit,
Perguruan Tinggi 6 unit.

Dilihat dari tingkat partisipasi sekolah pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah diketahui bahwa belum
semua anak usia sekolah di daerah ini telah atau masih
bersekolah. Sebagian dari anak usia sekolah ada yang
tidak iagi bersekoiah atau mengalami putus sekolah. Dari
total anak usia sekoiah sebanyak 35.875 jiwa untuk
semua jenjang pendidikan (dasar dan menengah) hanya
31.295 jiwa yang masih bersekolah. Dengan demikian,
terdapat tidak kurang dari 4.640 jiwa anak usia sekolah
yang tidak bersekolah. Jumlah terbanyak anak usia
sekoiah yang tidak lagi bersekolah adalah pada usia 16-
18 tahun (jenjang pendidikan menengah atas), yaitu
sebanyak 3.067 jiwa, atau 66,10 persen dari
keseluruhan yang ada. Pada usia sekolah 13-15 tahun
(jenjang pendidikan menengah pertama), terdapat 893
jiwa anak yang tidak bersekolah. Sedangkan pada usia

2-12 tahun (usia sekolah dasar) ditemui sebanyak 680
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d)

jiwa anak yang tidak bersekolah. Jumlah anak usia
sekolah yang tidak lagi bersekolah pada jenjang
pendidikan yang lebih tinggi terlihat semakin banyak,
dan paling banyak ditemui di Kecamatan Langsa Kota,
disusul Langsa Timur, dan Langsa Barat. Banyaknya
anak usia sekolah yang tidak bersekoiah atau tidak
melanjutkan pendidikannya disebabkan banyak faktor,
antaranya faktor ekonomi (mereka telah turut
membantu orang tua mencari nafkah/penghasilan
sehingga tidak lagi bersekolah) adalah yang paling
dominan, di samping faktor lingkungan dan lainnya.
Kualitas sumberdaya manusia dapat dicerminkan dari
tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Sebanyak
27.695 jiwa atau 23,13 persen penduduk berusia 5
tahun ke atas di Kota Langsa saat ini adalah mereka
yang belum/tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD.
Selain itu, 28.660 jiwa atau 23,94 persen tamat SD,
22.327 jiwa atau 18,65 persen tamat SLTP, 33.609 jiwa
atau 28,07 persen tamat SLTA, dan 7.445 jiwa atau 6,22
persen merupakan tamatan universitas/perguruan tinggi
(publikasi SPAN, 2005).

Dari sisi tenaga pengajar masih diperlukan peningkatan
kualifikasi keiimuan (kualitas). Pada tahun 2005, di
tingkat TK terdapat sebanyak 180 orang tenaga
pengajar dengan jumlah murid 2.113 orang. Di tingkat
SD sebanyak 889 orang tenaga pengajar dengan jumlah
siswa 19.627 orang. Untuk SLTP, jumlah tenaga
pengajar 733 orang dengan jumlah siswa 10.315 orang.

Di tingkat SLTA sebanyak 728 orang tenaga pengajar
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dengan jumlah siswa 9.796 orang. Hal ini menuniukkan
bahwa jumlah tenaga pengajar masih sebanding dengan
jumlah murid/siswa yang diajari. Pada tingkat TK, rasio
tenaga pengajar (guru) dengan murid adalah 1 : 12
orang, tingkat SD rasionya 1 : 22 orang, pada SLTP
1 : 14 orang, dan tingkat SLTA 1 : 13 orang. Tantangan
ke depan adalah bagaimana menyediakan prasarana
pendidikan yang lengkap dan memadai, di samping
meningkatkan proporsi sebaran fasilitas pendidikan
selaras dengan persebaran penduduk, meningkatkan
APK-APM (mulai SD, SLTP, hingga SLTA), meningkatkan
kualifikasi mutu tenaga pendidik, dan bagaimana
meningkatkan kualitas lulusan pendidikan yang relevan
dengan kebutuhan sebagai kota perdagangan, industri,
dan jasa. Tantangan lain yang tidak kalah pentingnya
adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru
dan tenaga penunjang pendidikan lainnya, termasuk

penjaga sekolah.

(2) Kesehatan

a) Pembangunan sektor kesehatan telah menunjukkan

perkembangan yang lebih baik. Angka harapan hidup
masyarakat di daerah ini rata-rata telah mencapai 66
tahun, berada di atas angka harapan hidup Nasional
yang sebesar 65 tahun. Cakupan pelayanan kesehatan
telah menjangkau seluruh wilayah kecamatan. Hingga
tahun 2005, di daerah ini telah tersedia 3 unit Rumah
Sakit (pemerintah dan swasta), 4 unit Puskesmas, 7 unit

Puskesmas Pembantu, dan 4 unit mobil Puskesmas
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b)

Keliling, di samping 51 buah posyandu, dan 35 buah
Polindes. Prasarana kesehatan vyang tersedia ini
didukung oleh tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter
umum 17 orang, dokter spesialis 18 orang, dokter gigi 4
orang, perawat 154 orang, dan bidan 79 orang. Selain
itu, terdapat 10 orang tenaga kesehatan, 17 orang
tenaga kesehatan masyarakat, 3 orang tenaga
kesehatan gizi, 12 orang tenaga analis kesehatan, 6
orang tenaga teknis medis, 47 orang bidan desa, dan 3
orang pekarya.

Rasio tenaga kesehatan yang ada untuk per 100.000
penduduk Kota Langsa terlihat lebih baik dibanding rasio
rata-rata Provinsi NAD, khususnya untuk dokter umum,
dokter spesialis, dokter gigi, dan bidan. Rasio dokter
umum per 100.000 penduduk Langsa telah mencapai
12,7. Ini berarti 1 orang dokter umum di daerah ini
melayani 7.874 orang (tahun 2005). Sedangkan rasio
yang sama untuk Provinsi NAD hanya 9,47, atau 1
dokter umum melayani sebanyak 10.560 orang (kondisi
tahun 2004). Untuk dokter spesialis, rasionya 13,47,
yang berarti 1 orang dokter spesialis melayani 7.424
orang, sedangkan untuk Provinsi NAD 1 orang dokter
spesialis harus melayani 35.088 orang penduduk. Rasio
dokter gigi per 100.000 penduduk Langsa juga lebih
baik, di mana 1 orang dokter gigi melayani 33.445
orang, sementara untuk Provinsi NAD 1 dokter gigi
melayani 34.445 orang. Jumlah bidan per 100.000
penduduk juga lebih baik dibanding rata-rata Provinsi

NAD. Hingga tahun 2005, 1 orang bidan telah melayani
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1.691 orang, sedangkan untuk rata-rata Provinsi NAD 1
orang bidan melayani 1.702 orang. Namun demikian,
untuk bidan desa rasionya masih rendah, di mana 1
orang bidan desa melayani 2.843 orang, sementara
untuk Provinsi NAD 1 orang bidanh hanya melayani
1.226 orang. Secara persentase, ketersediaan tenaga
kesehatan masih belum mencukupi, mengingat masih
rata-rata di barryah 5 persen dari jumlah tenaga
kesehatan secara keseluruhan, khususnya dokter umum,
dokter spesialis, dan dokter gigi. Masih terbatasnya
tenaga kesehatan disertai beium memadainya sarana
dan prasarana kesehatan yang tersedia, di sarnping
masih terbatasnya profesionalisme aparatur kesehatan
yang terlibat di dalam manajemen akan peiayanan
kesehatan merupakan rangkaian masalah di dalam
pembangunan kesehatan ke depan. Tantangan
pembangunan kesehatan ke depan adalah bagaimana
menyediakan tenaga kesehatan (medis dan non medis)
yang berkualitas secara merata, di samping juga
membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana
kesehatan yang mampu melayani dengan baik setiap
kebutuhan masyarakat akan jasa kesehatan.

Derajat kesehatan masyarakat akan semakin membaik
jika kondisi lingkungan dan pola hidup masyarakat
semakin memenuhi persyaratan kesehatan. Sumber air
minum merupakan salah satu penentu capaian derajat
kesehatan masyarakat. Data yang ada menunjukkan
bahwa 75,03 persen atau 21.074 rumah tangga yang

ada di daerah ini masih memanfaatkan pompa/sumur
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d)

sebagai sumber utama air minum mereka. Yang
menggunakan sumber leding (PDAM) hanya 18,37
persen atau 5.159 rumah tangga. Masih terdapat juga
1,57 persen (440 rumah tangga), dan 1,94 persen (544
RT) yang menggunakan air kemasan, serta 3,10 persen
(870 RT) memanfaatkan sumber air minum lainnya. Hal
yang menggembirakan dalam hal derajat kesehatan ini
adalah sebagian besar, atau 66,43 persen dari RT yang
ada (18.657 RT) telah menggunakan kakus tangki
septik, dan 14,86 persen (4.174 RT) menggunakan
kakus tanpa tangki septik. Kecuali itu, masih terdapat
2.810 RT (10,0 persen) yang menggunakan cubluk dan
1.232 RT (4,39 persen), di samping yang 1,08 persen
(303 RT) masih memanfaatkan halaman/semak/belukar
sebagai tempat untuk membuat hajat.

Tantangan ke depan dalam hal ini adalah bagaimana
menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat agar
mau membiasakan hidup dalam lingkungan yang sehat
dan bersih, di samping berupaya menyediakan pelbagai
prasarana yang memudahkan masyarakat berperilaku
dengan memelihara derajat kesehatan yang baik.
Menumbuhkan semangat berswadaya di dalam
masyarakat merupakan tantangan lain yang harus
digalang agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada
prakarsa pemerintah.

Berbagai penyakit yang ditemui di dalam masyarakat
masih berkisar pada penyakit menular, seperti
tuberkulosis, demam biasa, muntaber, dan penyakit-

penyakit yang berasal dari virus/kuman. Ada juga
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beberapa penyakit yang diakibatkan oleh perubahan
pola hidup atau pola makan dan perubahan iingkungan.
Kasus balita gizi truruk diperkirakan masih ditemui,
kendatipun tidak ada data yang konkret. Keadaan yang
sama juga ditemui dalam hal angka kematian bayi dan
angka kematian ibu  melahirkan.  Tantangan
pembangunan dalam aspek ini adalah bagaimana
mencegah merebaknya peibagai jenis penyakit menular
sehingga dapat mencegah penurunan derajat kesehatan
masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu
(miskin). Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana
menurunkan angka kematian bayi dengan memenuhi
kebutuhan gizi yang cukup bagi janin dan ibu hamil, di
samping juga bagaimana menyediakan jasa pelayanan
medis yang cepat tanggap terhadap setiap persalinan

guna memperkecil risiko kematian ibu melahirkan.

(3) Ketenagakerjaan

a) Jumlah angkatan kerja di Kota Langsa pada tahun 2004

masih sebanyak 82.902 orang dan tahun 2005
meningkat menjadi 90.514 orang, atau tumbuh sebesar
9,18 persen. Dengan pertumbuhan diperkirakan rata-
rata 9% per tahun, maka jumlah angkatan kerja pada
tahun 2027 diproyeksikan mencapai 146.111 orang atau
sekitar 65% dari jumlah penduduk. Dengan demikian,
angka beban tanggungan tiap tahun sebesar 1:1/2 yarrg
berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif
menanggung sekitar 50 orang penduduk usia tidak
produktif.
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b) Tantangan pembangunan ketenagakerjaan ke depan

adalah sebagaimana meningkatkan kualifikasi
keahlian/keterampilan para tenaga kerja lokal yang
benar-benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar
tenaga  kerja. Selain  itu, bagaimana pula
mengembangkan produktivitas tenaga kerja dari sisi
struktural sehingga menjadi tenaga kerja yang beretos

kerja tinggi, produktif, dan disiplin.

(4) Kesejahteraan Sosial

a)

b)

Hingga akhir tahun 2005, penduduk miskin di Kota
Langsa telah berjumlah 56.351 jiwa, atau sebanyak
14.839 rumah tangga (RT). Pada tahun 2004, penduduk
miskin di daerah ini masih sekitar 20.443 jiwa, atau tidak
kurang dari 5.111 RT. Dengan demikian, terjadi
kenaikan jumlah penduduk miskin yang sangat signifikan
dalam tempo setahun. Secara persentase, penduduk
miskin telah mencapai 40,96 persen dari jumlah
penduduk di daerah ini.

Untuk ke depan, diperlukan penanganan yang sungguh-
sungguh dari pemerintah daerah agar jumlah penduduk
miskin dapat dikurangi melalui program pengentasan
kemiskinan yang efektif di dalam mencapai sasaran.
Upaya ini harus dilakukan secara simultan dengan
penanganan yang serius dan berlanjut bagi para
penyandang masalah sosial dengan melibatkan semua
pihak, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga
masyarakat (swasta) yang mempunyai kemampuan

ekonomi lebih baik.
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(5) Pernberdayaan Masyarakat

a)

b)

Pemberdayaan masyarakat masih dihadapkan pada
beberapa masalah mendasar. Kapasitas kelembagaan
masyarakat seperti LKMD, LMD, KUD, dan lainnya belum
terwujud seperti yang diharapkan. Akibatnya, peran dan
fungsi lembaga-lembaga tersebut dalam proses
pemberdayaan ekonomi masyarakat belum efektif.
Selain itu, partisipasi dan kerjasama antar anggota
belum terjalin dengan baik, sehingga memperlemah
kinerja lembaga-lembaga tersebut. Akses lembaga-
lembaga ekonomi seperti KUD, kelompok tani, kelompok
nelayan, dan sejenisnya, untuk mendapatkan berbagai
fasilitas dan kemudahan, juga masih terbatas.

Kondisi lingkungan yang menunjang upaya
pemberdayaan masyarakat belum tercipta dengan baik.
Etos kerja dan produktivitas sebagian anggota
masyarakat dalam berusaha belum optimal. Kecuaii itu,
kemauan anggota masyarakat yang menjadi sasaran
pemberdayaan selama ini pun masih belum tumbuh
sesuai harapan. Masih terbatasnya akses dalam
memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan informasi,
serta kurangnya peran kelembagaan sebagai sarana
interaksi sosial, turut mempersulit perbagai upaya
pemberdayaan ini. Peran lembaga-lembaga di dalam
membantu warga vyang terkena musibah dan
pengawasan  sosial terhadap  berbagai tindak
penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat belum

terwujud secara ideal. Keterlibatan masyarakat dalam
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pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut
kehidupan masyarakat pun belum maksimal.

c) Tantangan vyang dihadapi dalam pemberdayaan
masyarakat pada masa depan adalah bagaimana
meningkatkan kapasitas kelembagaan sosial ekonomi
masyarakat, sehingga melalui wadah itu masyarakat
dapat berperan lebih optimal. Tantangan lainnya adaiah
bagaimana meningkatkan kepedulian masyarakat itu
sendiri di dalam proses pemberdayaan mereka,
termasuk  meningkatkan harkat dan  martabat,
kebebasan berpendapat, berkumpul danberorganisasi.
Selain itu, bagaimana melibatkan mereka Ilebih
partisipatif dalam proses pengambilan keputusan yang
menyangkut dengan kepentingan bersama

(masyarakat).

(6) Kebudayaan danAdat Istiadat Kota Langsa memiliki ragam

jenis budaya lokal yang dipengaruhi oleh latar belakang
historis. Sebagai kota yang terletak di sebagian pesisir dan
menjadi salah satu pusat perdagangan yang relatif tua (dulu
termasuk dalam wiiayah Aceh Timur), budaya daerahnya
rentan dengan akulturasi, khususnya karena kedekatannya
dengan daerah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu,
perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi,
terutama yang dibawa melalui media informasi yang ada
seperti TV, internet, dan lainnya turut memberi pengaruh
terhadap ketahanan budaya daerah. Oleh karena itu,
tantangan budaya ke depan adalah bagaimana

mengantisipasi dan mengendalikan pengaruh globalisasi
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yang dapat berdampak pada perubahan nilai-nilai budaya

lokal dan adat istiadat.

2.1.6. Prasarana dan Sarana

a)

b)

Hingga tahun 2005, panjang jalan kota/kabupaten di daerah
ini mencapai 253,15 km, atau bertambah 4,0 km dibanding
tahun sebelumnya (tahun 2004). Dilihat dari jenis
permukaannya, sepanjang 53,37% sudah diaspal,
sepanjang 37,11% (93,94 km) berpermukaan kerikil, dan
9,52%" (54,11 km) masih berpermukaan tanah. Dilihat dari
kondisinya, hanya 29,97 km atau sekitar 11,84% daiam
keadaan baik, sebesar 140,0 km atau sekitar 55,51% dalam
keadaan sedang, dan sisanya dalam keadaan rusak (82,66
km atau sebesar 32,61%). Sedangkan untuk jalan
nasional/negara yang ada di daerah ini seluruhnya (29,97
km) merupakan arteri. Pergerakan penumpang dilayani oleh
angkutan umum, yaitu bus, minibus, taxi (sedan dan
sejenisnya) yang berjumlah 34 unit, dan angkutan kota
(labi-labi) sebanyak 293 unit (tahun 2005). Selain itu,
terdapat 318 wunit becak untuk melayani kebutuhan
transportasi dalam kota dan lingkungan. Namun demikian,
keberadaan Terminal Terpadu masih belum berfungsi
optimal, di samping belum adanya terminal angkutan
barang.

Transportasi laut didukung oleh keberadaan pelabuhan
Kuala Langsa sebagai pelabuhan Nasional dan juga
berperan sebagai tempat aiih muat barang. Pembangunan
prasarana perhubungan laut diarahkan untuk berfungsinya

kembali pelabuhan Kuala Langsa sebagai pelabuhan impor-
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ekspor. Dengan berfungsinya pelabuhan ini akan
berdampak positif bagi perekonomian daerah, terutama
meningkatnya kesempatan kerja dan iapangan usaha
masyarakat. Bagi daerah sendiri, adanya pelabuhan ini akan
mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, dan
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), di samping
jrrga dapat memperkuat penetrasi pasar global bagi
komoditi-komoditi unggulan daerah dari sektor perkebunan,
perikanan, industri pengolahan non migas, dan lainnya
dengan memanfaatkan kerjasama perdagangan IMT-GT,
AFTA dan WTO.

Pada tahun 2005, jumlah rumah di Kota Langsa 28.087 unit
yang terdiri dari 4.110 rumah permanen, 22.378 unit semi
permanen, dan 1.599 unit non permanen. Jumlah rumah
yang ada tersebut baru 98,60% dari kebutuhan yang
sebenarnya. Di sebagian wilayah pantai, ionjakan
pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan munculnya
kawasan-kawasan permukiman kumuh yang dinilai belum
memenuhi persyaratan kesehatan, yang juga berimbas pada
terjadinya degradasi lingkungan di kawasan sekitar
permukiman. Kendati demikian, kondisi yang demikian ini
tidak dapat dihindari mengingat masih adanya sebagian
anggota masyarakat yang berpenghasilan sangat terbatas
(golongan ekonomi lemah). Tantangan ke depan adalah
bagaimana meningkatkan ketersediaan rumah yang
terjangkau bagi kalangan masyarakat kurang mampu yang
ditunjang oleh sarana dan prasarana lingkungan yang

memadai dan memenuhi persyaratan kesehatan.
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d) Cakupan pelayanan sampah masih belum memadai.

f)

Fasilitas sarana dan prasarana tempat pembuangan akhir
(TPA), tempat pembuangan sementara (TPS), serta sarana
operasional lapangan, masih sangat terbatas. Hal tersebut
menjadi tantangan ke depan seiring dengan semakin
meningkatnya volume kubik produksi sampah dan tuntutan
kapasitas  pelayanan.  Terbatasnya lahan  tempat
pembuangan akhir dan ketiadaan teknologi pengolahan
sampah, juga tantangan lain yang harus dihadapi.

Kondisi lingkungan Kota Langsa saat ini juga terus
mengalami penurunan kualitas. Sebagian wilayah pantai
mengalami abrasi, sedimentasi, akresi, instruksi air, dan
rob. Tantangan ke depan dalam penanganan masalah
lingkungan adalah bagaimana memperkuat daya dukung
lingkungan dan komitmen daiam penanganan lingkungan, di
samping bagaimana pula meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk melestarikan lingkungan yang ada di
sekitarnya.

Kemungkinan untuk mengantisipasi bencana, termasuk
potensi terjadinya kebakaran harus selalu diupayakan.
Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan jumlah
penduduk dan penambahan berbagai sarana di kawasan
perkotaan dan permukiman penduduk dalam tahun-tahun
ini. Jumlah armada pemadam kebakaran yang tersedia di
daerah ini masih terbatas, yaitu 2 unit kendaraan hydran,
dengan jumlah personil 7 arang. Tantangan ke depan
adalah bagaimana meningkatkan kapasitas penanganan
kebakaran, baik penyediaan sarana dan prasarana

penunjang operasional maupun jumlah personil, sebagai
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9)

nmjud antisipatif terhadap kerawanan kebakaran yang
timbul akibat pertambahan jumlah penduduk dan
permukiman/pertokoan baru di daerah ini. Menumbuhkan
kesadaran dan kehati-hatian dari anggota masyarakat untuk
selalu mewaspadai dan menggalang kerjasama di dalam
menangani setiap bencana (kebakaran) juga tantangan lain
yang harus dihadapi.

Kebutuhan air minum untuk rumah tangga di Kota Langsa
sebagian besar telah terpenuhi dengan sistem jaringan pipa
yang dikelola oleh PDAM/BPAM. Kondisi jaringan air minum
secara umum masih berada dalam keadaan buruk hingga
sedang. Sistem instalasi yang digunakan berupa Treatment
Plant pompanisasi dan gravitasi, dengan sumber air baku
berasal dari sungai Alur Gampu dan debit airnya sekitar 160
liter/detik. Jumlah penduduk yang dapat dilayani baru
30.280 pelanggan atau 22,99 % dari jumlah penduduk Kota
Langsa. Cakupan jumlah desa yang terlayani belum
seluruhnya. Dari 33 desa sasaran hanya 20 desa (61%)
yang terlayani, sedangkan sisanya masih dalam rencana
pelayanan. Dilihat dari jumlah sambungan rumah tangga,
yang terpasang telah mencapai 6.056 unit (yang aktif hanya
5.577 unit). Pemenuhan kebutuhan air bersih di luar PDAM
dicukupi melalui pembuatan sumur dangkal maupun sumur
dalam serta dari air permukaan (sungai).

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah : (1)
terjadinya pendangkalan sumber air, terutama saat musim
kemarau; (2) adanya timbunan lumpur pada sumber air

sehingga air menjadi kotor; dan (3) banyaknya jaringan
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pipa baik pipa transmisi, distribusi, maupun tersier yang
telah rusak/tidak layak.

Tantangan utama lie depan yang dihadapi dalam
pemenuhan kebutuhan air bersih adalah bagaimana
mengatasi keterbatasan sumber-sumber air baku (raw
water). Tantangan lainnya adalah bagaimana
mengantisipasi bertambahnya pembangunan sumur dangkal
dan sumur dalam agar tidak menyebabkan terjadinya
penurunan tanah (land subsidence) serta intrusi air laut/asin

sebagai akibat keterbatasan kemampuan pasokan air.

2.1.7. Agama

a) Diberlakukannya syariat Islam sesuai Peraturan Daerah

(Perda) Nomor 5 Tahun 2000, sebagai jabaran dari Undang-
undang (UU) Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh, menjadi dasar legalitas formal bagi masyarakat di
Provinsi NAD termasuk di Kota Langsa, untuk membangun
bidang agama secara spesifik dan berbeda dengan daerah-
daerah lain di Tanah Air. Sebagai wilayah pertama
masuknya agama Islam di Asia Tenggara, menjadi nilai
penting yang mendukung penempatan bidang agama pada
kedudukan yang utama dalam pembangunan daerah ini.
Oleh karena itu, sosialisasi dan implementasi syariat yang
benar, di samping menggiatkan aktivitas-aktivitas pengajian
dan pendalaman agama, dengan melibatkan tokoh-tokoh
agama dan para kader muda Islam terus ditingkatkan guna
memantapkan keimanan dan ketagwaan masyarakat

kepada sang Khalig. Sementara kehidupan dan kerukunan
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b)

hidup warga miskin dengan non-Islam terus dijalin agar
hubungan dan interaksi berlangsung harmonis. Sikap-sikap
untuk selalu saling menghormati dan bertoleransi satu sama
lain tetap dipelihara. Dari sebanyak 137.586 jiwa penduduk
Kota Langsa, 11.477 jiwa atau 99,67 persen beragama
Islam. Selebihnya, yaitu 0,33 persen merupakan penganut
Budha (153 jiwa), Protestan (245 jiwa), Katholik (4 jiwa),
dan Hindu (16 jiwa).

Selama ini pembangunan agama telah menunjukkan hasil
yang relatif baik. Sebagai gambaran, sampai tahun 2005
telah tersedia 56 buah masjid dan 69 mushalla. Rasio
masjid per 10.000 penduduk cukup mengembirakan. Setiap
10.000 penduduk telah tersedia rata-rata 4,1 unit masjid,
dan setiap 10.000 penduduk tersedia 5 buah mushalla.
Namun demikian, kondisi sarana peribadatan masih perlu
ditingkatkan kualitasnya sehingga masyarakat dapat
melaksanakan ibadah dengan baik dan nyaman. Demikian
juga kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian,
majelis taklim, dialog antar kader muda Islam,
memakmurkan tempat-tempat ibadah, dan bentuk kegiatan
lainnya, harus ditingkatkan intensitasnya guna mendukung
pelaksanaan syariat Islarn secara kaffah di daerah ini.
Kualitas pendidikan agama, khususnya pada jenjang
lanjutan, termasuk pesantren masih perlu ditingkatkan.
Selain kualitas fisik bangunan seperti ruang belajar,
perpustakaan, dan tempat tinggal santri, juga materi-materi
yang diajarkan pada jenjang pendidikan agama ini perlu
ditingkatkan agar dapat merespon dinamika masyarakat dan

perkembangan pengetahuan umum. Dalam kehidupan
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d)

sehari-hari, gejala penurunan akhlak dan melemahnya jiwa-
jiwa moralitas agama, harus diantisipasi agar perilaku
asusila, pelanggaran etika, dan sopan santun dapat
diperkecil dan bila mungkin dihilangkan. Hal ini penting agar
ke depan para generasi muda Islam tidak terjebak ke dalam
perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama pada
zaman global yang tanpa batas ini.

Kemajemukan sosial yang ada di daerah ini seharusnya
menjadi pendorong yang dapat dijadikan elemen perekat
yang memperkuat kesatuan sosial. Kemajemukan ini harus
dikelola secara baik dan adil agar tidak berkembang menjadi
potensi yang dapat menyulut konflik sosial yang dapat
mengganggu  proses pembangunan daerah. Oleh
karenanya, sikap-sikap provokasi, propaganda, dan pelbagai
upaya mengadu domba antarwarga (sesama ummat dan
antar ummat) harus dapat dideteksi dan diantisipasi secara
dini agar tidak merusak kerukunan hidup sesama dan
antarummat beragama.

Ibadah haji sebagai salah satu bagian terpenting dalam
proses penyempurnaan rukun Islam bagi seorang muslim
juga harus didukung dengan manajemen pengelolaan yang
baik, terutama di daerah asal calon jama'ah. Dengan upaya
ini diharapkan segala permasalahan yang masih dihadapi di
dalam proses penyelenggaraannya dapat diminimalkan.
Dan, dengan demikian, niat para calon jama'ah untuk
menunaikan ibadah ke Tanah Suci dapat diwrrjudkan secara

sempurna dan lancar.
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2.1.8. Politik, Hukum, dan Keamanan

a)

b)

Munculnya pemerintahan Orde Reformasi dan Orde
berikutnya telah berimplikasi luas dalam aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara. Kehidupan poiitik berkembang
sangat dinamis. Jumlah partai politik bertambah dari hanya
tiga selama Orde Baru (PPP, GOLKAR, PDI) menjadi
puluhan partai. Kebebasan mengemukakan pendapat dan
menyalurkan aspirasi menjadi terbuka luas bagi seluruh
lapisan masyarakat. Implikasi lain yang patut dicermati
adalah munculnya keragaman pendapat dan aspirasi yang
cenderung berpengaruh pada upaya pemantapan sistem
politik. Secara tidak langsung, hal ini juga berimbas pada
kestabilan politik. Upaya-upaya yang harus dilakukan di
dalam memantapkan sistem politik menjadi semakin
kompleks. Era keterbukaan juga melahirkan tuntutan yang
beragam, seperti tuntutan tentang hak dan keadilan,
pemberdayaan sosial dan ekonomi, HAM, kesetaraan
gender, dan sebagainya. Kondisi ini sedikit banyak
berpengaruh pada kestabilan politik di daerah-daerah. Oleh
karena itu, memantapkan sistem politik yang ada sekarang
ini disertai dengan mewujudkan keamanan dan ketertiban di
daerah merupakan prasyarat utama bagi menunjang
keberhasilan capaian sasaran pembangunan sesuai dengan
yang diharapkan.

Kesiapan aparat (sipil dan aparat hukum) serta masyarakat
secara keseluruhan sangat diperlukan dalam pembangunan
politik ke depan. Kepekaan penyelenggara pemerintahan
daerah (eksekutif dan legislatif) dalam mengakomodasi

semua aspirasi yang berkembang dalam masyarakat juga
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tidak dapat dikesampingkan. Ketidaksamaan hedudukan
dan peran antara lembaga{embaga politik merupakan
masalah yang dominan selama tiga dasawarsa
pemerintahan Orde Baru. Kemampuan lembaga-lembaga
pemerintahan daerah dalam pengelolaan pembangunan
masih sangat terbatas, termasuk dalam mengantisipasi
kebebasan dan iklim dernokratisasi yang berkembang. Di
pihak lain, budaya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)
dalam penyeienggaraan fungsi dan tugas pada setiap
jenjang pemerintahan belum mampu dihilangkan secara
tuntas.

Tantangan utama yang mengemuka saat ini dan masa
mendatang adalah bagaimana membina sistem politik yang
ada sehingga Dberimplikasi positif terhadap proses
pembangunan daerah. Tuntutan-tuntutan tentang keadilan,
pemberdayaan ekonomi dan sosial, HAM, dan kesetaraan
gender sebagai refleksi ketidakpuasan masyarakat daerah
terhadap ketidakadilan kebijakan dan perlakuan pemerintah
harus disikapi secara wajar dan merupakan tantangan yang
harus disikapi dengan arif dan tepat. Konflik politik yang
pernah terjadi dan berbagai pelanggaran hukum dan HAM
sebagai ikutannya sedikit banyak mempengaruhi situasi
keamanan dan ketertiban di daerah ini. Di pihak lain,
ketidakpastian hukum turut memperburuk situasi tersebut.
Impiikasi  lanjutannya adalah terganggunya proses
pembangunan daerah, dan sulitnya menampung tuntutan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang.
Tantangannya adalah bagaimana menciptakan kamtibmas

yang mampu menjamin jalannya proses pembangunan
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d)

daerah dengan rnembudayakan penanganan segala bentuk
pelanggaran hukum dan pengganggu stabilitas melalui
penerapan sanksi hukum yang adil dan tanpa diskriminasi.
Pembangunan bidang hukum dalam beberapa tahun
terakhir telah berkembang begitu pesat. Dahuly,
pembangunan hukum diarahkan untuk alat kepentingan
politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini,
peranan hukum semakin besar dalam mengatur kehidupan
bernegara dan bermasyarakat sejalan dengan
berkembangnya dinamika penyelenggaraan tata
kepemerintahan yang baik. Berbagai permasalahan yang
ditemukan selama ini terkait dengan aspek hukum adalah
masih lemahnya kinerja penegakan hukum daerah terhadap
berbagai pelanggaran yang terjadi. Selain itu, kualitas dan
kuantitas produk hukum daerah, dan kesadaran hukum
anggota masyarakat masih harus ditingkatkan. Tantangan
pembangunan hukum pada masa yang akan datang adalah
bagaimana menciptakan jaminan kepastian, rasa keadilan,
dan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan semakin
besarnya tuntutan untuk peningkatan kinerja lembaga dan
aparatur hukum serta kesadaran hukum masyarakat.
Sebagai implikasi dari kesalahan dalam praktek
penyelenggaraan pemerintahan selama ini, baik di daerah
maupun nasional, telah menyebabkan penegakan supremasi
hukum yang bersendikan nilai-nilai keadilan dan kebenaran,
serta penghormatan hak azasi manusia (HAM) secara
universal mengalami kemerosotan. Hal ini tercermin dari :
(1) adanya gejala surutnya kepercayaan kepada

pemerintah, yang berakibat timbulnya berbagai masalah
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f)

sosial dan konflik; (2) lemahnya koordinasi antarlembaga
hukum dalam perancangan Qanun (peraturan daerah),
sehingga produk-produk hukum daerah kurang akomodatif
dan kurang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan
tuntutan reformasi; (3) aparatur hukum belum disiapkan
secara optimal untuk menghadapi tantangan era globalisasi;
(4) nilai-nilai kesadaran dan kepatuhan hukum masih
kurang membudaya dalam kehidupan masyarakat sehingga
tendensi  terjadinya  pelanggaran hukum  sangat
dimungkinkan; dan (5) berbagai masalah seperti
ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial belum diatur
dengan Qanun yang jelas, termasuk aturan-aturan yang
menjamin tidak adanya pelaku diskriminatif terhadap kaum
perempuan, dan lain-lain.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah
satu prasyarat utama yang menjamin keberhasilan
pelalsanaan pembangunan daerah. Pengalaman
menunjukkan  bahwa instabilitas keamanan yang
berlangsung dalam kurun waktu hampir 30 tahun sangat
mempersulit jalannya proses pembangunan. Pelbagai
program pembangunan yang diimplementasikan tidak
menghasilkan capaian sasaran sesuai harapan. Pada era
reformasi, khususnya selama era konflik bersenjata terdapat
kecenderungan peningkatan gangguan kriminalitas seperti
perampokan, pembunuhan, penculikan, pemerasan,
pemerkosaan, dan lainnya. Selain itu, terjadinya krisis
ekonomi pada medio tahun 1997 telah menjadi awal dari
tumbuhnya pelbagai hal yang memicu ragam penyakit sosial

ekonomi terutama pengangguran dan kemiskinan. Kesemua
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ini berimplikasi negatif terhadap ketahanan keamanan dan
ketertiban di daerah. Tantangan utama yang dihadapi ke
depan adalah bagaimana mewujudkan keamanan dan
ketertiban yang abadi dalam masyarakat, sehingga dapat
menjamin keberlangsungan proses pembangunan daerah
dan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

2.1.9. Pernerintahan

a)

b)

Hingga tahun 2006, Pemerintah Kota Langsa telah memiliki
3 unit kantor pemerintah tingkat kecamatan, 35 unit kantor
pemerintah desa yang tersebar di tiga kecamatan, yakni 13
kantor di Kecamatan Kota Langsa, 7 kantor di Langsa Barat,
dan 15 kantor di Langsa Timur. Kualitas dan tanggung
jawab segenap aparatur untuk memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat terus ditingkatkan sesuai dengan
tuntutan masyarakat. Hal ini wajar mengingat setiap
aparatur pemerintah berkewajiban melaksanakan tugas
sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya untuk
meiayani kepentingan masyarakat (publik).

Jumlah aparatur dengan jajaran Pemerintah Kota Langsa
adalah 2.115 orang, yang ditempatkan di sekretariat daerah
(dinas/badan/kantor). Selain itu, terdapat pula aparatur
pemerintah desa yang terdiri atas 200 orang parnong desa
dan 217 orang kepala dusun. Di samping telah dicapai
beberapa kemajuan dalam hal pelal"anan publik, namun
pelayanan yang dinikmati oleh masyarakat dinilai masih

belum optimal.
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2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah

2.2.1. Demografis

a)

b)

Jumlah penduduk Kota Langsa pada tahun 2000 masih
123.980 jiwa dan tahun 2005 meningkat menjadi 137.586
jiwa (SPAN, 2005). Dengan demikian, terdapat tambahan
penduduk sebanyak 13.606 jiwa dalam lima tahun terakhir
ini. Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk selama
periode 2000-2005 sebesar 1,75 persen per tahun, maka
tahun 2010 jumlah penduduk Kota Langsa diproyeksi
bertambah menjadi 150.058 jiwa. Untuk tahun 2015
diproyeksikan menjadi 163.661 jiwa, dan tahun 2020
sebesar 178.497 jiwa, serta menjadi 201.554 jiwa pada
akhir masa RPJP (tahun 2027). Dengan demikian, terjadi
penambahan jumlah penduduk selama periode 2007-2027
rata-rata sebanyak 2.815 jiwa setiap tahunnya. Adanya
pertambahan penduduk setiap tahun ini berarti
menambah kebutuhan penduduk seperti perumahan,
layanan pendidikan dan kesehatan, lapangan pekerjaan,
sarana komunikasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, ke
depan perlu diatur keseimbangan penduduk dengan daya
dukung dan daya tampung lingkungan dengan penekanan
pada keseimbangan antara kelahiran (fertility), kematian
(mortalitd, dan perpindah an (mo bility).

Kepadatan penduduk Kota Langsa diprediksikan
bertambah padat bila diasurnsikan tidak terjadi perluasan
wilayah (tetap seluas 262,41 km,). Pada tahun 2000,
tingkat kepadatan penduduk masih sebesar 472 jiwa per
km?, lalu bertambah menjadi 524 jiwa per km? tahun
2005. Diprediksikan pada tahun 2010 kepadatan
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penduduk akan bertambah menjadi 572 jiwa per km?,
tahun 2015 menj adi 624 jiwa per km?, serta tahun 2025
menjadi 742 jiwa per km, dan pada 2027 bertambah
menjadi 768 jiwa per km?2. Penduduk yang semakin
bertambah padat dalam radius satu kilometer persegi ini
akan menyebabkan keterbatasan ruang gerak yang
mempengaruhi keleluasaan dan keindahan wilayah bila
tidak ditata dengan baik. Hal lain yang berpotensi timbul
adalah kemungkinan tumbuhnya daerah kumuh (slump
area) di tengah-tengah perkotaan. Oleh karena itu, ke
depan perlu dipikirkan tentang perluasan wilayah dan
penerapan tata ruang yang baik, terutama keseimbangan
antara pertambahan penduduk dalam radius satu
kilometer dengan daya dukung dan daya tampung wilayah
itu sendiri.

Rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk di Kota Langsa,
memperlihatkan bahwa tahun 2000 bernilai 99,29 dan
tahun 2005 bernilai 99,20. Ini artinya ada sebanyak 9.920
laki-laki berbanding dengan 10.000 perempuan. Dengan
kata lain, terdapat sebanyak 80 perempuan yang tidak
mendapatkan pasangan hidupnya untuk setiap 10.000
penduduk (bila diasumsikan seorang laki-laki berpasangan
dengan seorang perempuan). Diprediksikan angka sex
ratio Kota Langsa ini pada tahun 2010 menjadi 99,02,
tahun 2015 bernilai 98,84, tahun 2020 meniadi 98,65, dan
tahun 2025 bernilai 98,47. Selama RPJP 2007-2027 angka
sex ratio kota ini berubah tajam dari 99,13 pada tahun
2007 menjadi 98,39 pada tahun 2027. Artinya, selama

periode tersebut terdapat jumlah penduduk perempuan
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d)

yang lebih banyak dibanding laki-laki. Diprediksikan pada
tahun 2007 kaum perempuan lebih banyak 627 orang
dibanding laki-laki, lalu menjadi 1.760 orang pada tahun
2027. Hal ini kemungkinan salah satunya dipengaruhi oleh
angka harapan hidup perempuan yang lebih tinggi
dibanding laki-laki. Oleh karena itu, kebijakan untuk
menyeimbangkan angka sex ratio atau tidak membiarkan
berlanjutnya perbedaan yang cukup tajam ini, perlu
dijadikan fokus perhatian pada masa mendatang

Rasio beban tanggungan (dependencg ratio), yaitu beban
yang ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun)
terhadap penduduk yang belum produktif (di bawah 15
tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (65 tahun ke
atas) di Kota Langsa mengalami penurunan sepanjang
tahun. Angka dependency ratio pada tahun 2005 adalah
52,20. Artinya setiap 100 orang produktif menanggung
sekitar 52 orang penduduk tidak produktif. Diprediksikan
angka dependency ratio ini menurun pada tahun 2010
menjadi 36,46, dan seterusnya menurun lagi pada tahun
2015 menjadi sebesar 25,47, tahun 2020 sebesar 17,79,
dan tahun 2025 sebesar 12,42. Selama RPJIP 2007-2027,
angka dependency raho menurun dari 45,22 (tahun 2007)
menjadi 10,76 (tahun 2027). Ini menandakan bahn'a
beban tanggungan penduduk produktif diperkirakan
semakin berkurang pada masa mendatang sejalan dengan
berkurangnya jumlah penduduk yang belum produktif
bersamaan dengan berjalannya program keluarga
berencana) dan semakin besarnya pertambahan penduduk

yang produktif (yang bekerja).
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2.2.2. Perekonomian Daerah

a)

b)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
konstan (ADHK) Kota Langsa yang juga mencerminkan
pertumbuhan ekonomi riil daerah ini diperkirakan
meningkat setiap tahunnya hingga akhir tahun 2027. Hal
ini tercermin dari PDRB ADHK periode 2000-2005 yang
niiai tambahnya meningkat setiap tahunnya dengan laju
pertumbuhan rata-rata 3,25 persen. lJika tahun 2001
pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK) hanya 1,65 persen,
maka pada tahun 2005 meningkat menjadi 3,52 persen.
Diperkirakan, nilai nominal PDRB ADHK pada tahun 2010
akan meningkat menjadi 851,6 milyar rupiah, lalu tahun
2015 bertambah menjadi 1,03 trilyun rupiah, serta tahun
2020 diprediksikan menjadi 1,27 trilyun rupiah, dan tahun
2025 menjadi 1,63 trilyun rupiah.

Selama periode RPJP 2007-2027 PDRB ADHK Kota Langsa
diprediksikan tumbuh rata-rata sebesar 4,36 persen setiap
tahunnya. Angka ini merupakan hasil prediksi yang tidak
dipengaruhi oleh inflasi (kenaikan harga-harga secara
umum). Dengan kata lain, produktivitas sektoral atau
masyarakat tumbuh rata-rata 4,36 persen setiap tahunnya
selama kurun waktu 21 tahun ke depan. Secara nominal,
nilai tambah PDRB ADHK kota ini pada tahun 2007
diprediksi senilai 766,5 milyar rupiah. Pada akhir RPJP
(tahun 2027) nilai tambahnya diprediksi bertambah
menjadi 1,81 trilyun rupiah. Peningkatan lebih dari dua
kali lipat dan dapat 3 kali lipat atau lebih selama kurun
waktu 20 tahun ke depan sangat dimungkinkan,

tergantung dari produktivitas daerah. Produktivitas daerah
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itu sendiri sangat berkait erat dengan produktivitas tenaga
kerja, keunggulan kompetitif sektor, bauran industri
(industrial linkages), dan pengaruh pertumbuhan ekonomi
nasional atau regional. Diperkirakan angka pertumbuhan
ekonomi daerah ini dapat lebih tinggi (di atas 4,3 persen)
dikarenakan semakin kondusifnya situasi daerah sejalan
dengan terciptanya perdamaian di bumi Serambi Makkah
ini pasca MoU Helsinki. Letak strategis daerah ini yang
berdekatan dengan Provinsi Sumatera Utara juga
merupakan nilai lebih yang dapat memacu laju
pertumbuhan ekonominya. Selain itu, percepatan
pembangunan di daerah ini lebih tercipta didukung oleh
dari adanya arus masuk dan keluar barang/jasa dan orang
dengan lancar dari daerah asal ke daerah tujuan atau
sebaliknya (core-pheripheri).

Struktur ekonomi Kota Langsa diperkirakan bergeser dari
sektor primer (pertanian dan penggalian/penggaraman)
dan sektor sekunder (industri pengolahan, listrik dan air
minum, bangunan/konstruksi) ke sektor tersier jasa-jasa).
Hal ini dapat dilihat dari adanya penurunan kontribusi
sektor primer dan sekunder, sementara sektor tersier
mengalami kenaikan sepanjang tahun hingga akhir masa
RPJP (tahun 2027). Hasil proyeksi memperlihatkan bahwa
pada tahun 2005 kontribusi sektor primer terhadap PDRB
ADHK masih sebesar 14,48 persen. Namun, pada tahun
2010 kontribusinya menurun menjadi L336 persen,
seterusnya pada tahun 2015 menjadi 12,16 persen, tahun
2020 menjadi 10,82 persen, dan menurun lagi menjadi
9,34 persen pada tahun 2025, Selama periode RPJP 2007-
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d)

2027, penurunan kontribusi sektor primer rata-rata
sebesar 5,33 persen per tahunnya. Demikian pula sektor
sekunder, mengalami penurunan kontribusinya menjadi
sebesar 31,14 persen pada tahun 2005, kemudian turun
lagi menjadi 29,64 persen pada tahun 2010, menjadi
27,82 persen pada tahun 2015, sebesar 25,58 persen
pada tahun 2020, dan menurun lagi menjadi 22,85 persen
pada tahun 2025. Selama periode RPIP 2007-2027
penurunan kontribusi seltor sekunder rata-rata sebesar
8,96 persen per tahunnya.

Untuk masing-masing sektor ekonomi (lapangan usaha),
kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Langsa
tahun 2000 sebesar 15,13 persen dan mengalami
penurunan pada tahun 2005 menjadi 14,07 persen.
Diprediksikan, kontribusi seltor ini terus menurun pada
tahun 2010 menjadi 12,96 persen, tahun 2015 menjadi
11,76 persen, tahun 2020 menjadi 10,45 persen, dan 9,0
persen pada tahun 2025. Selama periode RPJIP 2007-2027,
kontribusi sektor pertanian menurun dari 13,63 persen
pada tahun 2007, menjadi 8,38 persen pada tahun 2027.
Penurunan kontribusi sektor pertanian ini mencerminkan
adanya pergeseran kontribusi ke sektor lainnya (biasanya
semakin maju suatu daerah, kontribusi sektor pertanian
semakin menurun sebaliknya kontribusi sektor sekunder
dan tersier semakin bertambah).

Untuk nilai tambah sektor pertanian, perikanan adalah
yang tertinggi kontribusinya, dimana pada tahun 2007
diperkirakan sebesar 4,91 persen. Disusul perkebunan

sebesar 3,55 persen, peternakan sebesar 2,59 persen,
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tanaman bahan makanan sebesar 2,53 persen, dan
teralihir kehutanan hanya 0,05 persen. Kontribusi kelima
subsektor ini diperkirakan mengalami penurunan pada
tahun 2027. Perikanan turun menjadi 2,56 persen,
perkebunan menjadi 2,31 persen, peternakan menjadi
1,65 persen, tanaman bahan makanan menjadi 1,86
persen, terakhir kehutanan masih di bawah 1,0 persen.
Dengan demikian, selama kurun waktu 20 tahun ke
depan, kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan
sebesar 5,25 persen. Walaupun secara persentase
kontribusi sektor pertanian menurun sepanjang tahun,
namun secara nominal nilai produksi sektor ini mengalami
kenaikan. Hanya saja, laju kenaikan nilai tambah produksi
pertanian lebih lambat dibanding sektor-sektor ekonomi
lainnya. Hal ini diperkirakan sebagai implikasi dari semakin
terbatasnya lahan pertanian yang tersedia di daerah ini
akibat peralihan fungsi iahan dari pertanian untuk non
pertanian seperti perumahan, pertokoan, perkantoran,
dan sebagainya. Di samping itu, juga dipengaruhi oleh
fokus perolehan nilai tambah ke depan yang lebih
diarahl<an pada aktivitas-aktivitas di sektor sekunder
(industri pengolahan) dan sektor tersier. Kontribusi sektor
penggalian dan penggaraman sangat kecil dalam
pembentukan PDRB Kota Langsa, yaitu rata-rata sekitar
0,40 persen per tairunnya. Pada tahun 2000, kontribusi
sektor ini 0,40 persen, dan bertambah 0,01 persen pada
tahun 2005 menjadi 0,41 persen. Diprediksikan pada
tahun 2010 kontribusi sektor ini hanya sebesar 0,40

persen, tahun 2015 sebesar 0,39 persen, tahun 2020

PEMERINTAH KOTA LANGSA II-49



L 4

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
o KOTA LANGSA TAHUN 2007-2027

sebesar 0,38 persen, dan tahun 2025 diperkirakan turun
menjadi 0,35 persen. Selama masa RPJP 2007- 2027,
kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB daerah
ini juga tidak terlalu signifikan. Jika pada tahun 2007
sebesar 0,41 persen, maka pada tahun 2027 menurun
menjadi 0,33. Ini berarti bahwa peranan sektor
penggalian dan penggaraman relatif kurang dapat
diharapkan dalam lapangan perekonomian daerah ini.
Sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan
kontribusinya sepanjang tahun, jika tidak ada kebijakan
pembangunan ekonomi yang khusus untuk
mengembangkan sektor ini. Pada tahun 2000
kontribusinya mencapai sebesar 23,04 persen, lalu
menurun menjadi 21,44 persen pada tahun 2005.
Diprediksikan kontribusi sektor ini terus menurun pada
tahun 2010 menjadi 19,70 persen, tahun 2015 menjadi
17,80 persen, tahun 2020 menjadi 15,72 persen, dan
tahun 2025 menurun lagi menjadi 13,44 persen. Selama
RPJP 2007-2027, kontribusi sektor ini turun dari 20,76
persen pada tahun 2007 menjadi 12,48 persen pada tahun
2027. Walaupun kontribusi sektor ini menurun sepanjang
tahun, namun nilai absolutnya tetap meningkat dari 159
milyar rupiah lebih pada tahun 2007 menjadi 226 milyar
rupiah lebih pada tahun 2027. Kecuali itu, kontribusi
sektor industri pengolahan ini sepanjang tahun masih
lebih besar di dalam pembentukan PDRB, dibanding sektor
pertanian. Oleh karena itu, sektor ini patut diberikan

perhatian oleh pemerintah daerah pada masa mendatang,
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dengan lebih berorientasi kepada mutu pengolahannya
dengan tetap menjaga keserasian lingkungan.

Kontribusi sektor listrik dan air minum sepanjang tahun
selama periode 2000-2027 tidak mengalami lonjakan yang
berarti, bahkan cenderung menurun. Pada tahun 2000
kontribusinya sebesar 0,45 persen, dan tahun 2005
sebesar 0,46 persen. Berdasarkan angka-angka periode
sebelumnya, diprediksikan pada tahun 2010 kontribusi
sektor ini masih tetap sebesar 0,46 persen, tahun 2015
menjadi 0,45 persen, tahun 2020 menjadi 0,43 persen,
dan tahun 2025 turun lagi menjadi 0,43 persen. Selama
periode RPJIP (2007-2027), terjadi penurunan kontribusi
sektor ini dari 0,46 persen pada tahun 2007 menjadi 0,39
persen pada tahun 2027. Hal ini menandakan bahwa
sektor listrik dan air minum selama ini masih kurang
berperan dalam pembentukan PDRB Kota Langsa. Kendati
demikian, sektor ini ke depan diharapkan kian tumbuh dan
berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi
daerah, khususnya bertambahnya aktivitas-aktivitas
industri dan perumahan yang memerlukan tambahan
kebutuhan listrik dan air minum.

Sektor bangunan/konstruksi kontribusinya di dalam PDRB
rata-rata 9 persen sepanjang tahun. Pada tahun 2000
kontribusinya sebesar 8,89 persen, dan tahun 2005
bertambah menjadi 9,24 persen. Diprediksikan pada tahun
2010 kontribusi sektor ini bertambah menjadi 9,48 persen,
dan tahun 2015 naik lagi menjadi 9,57 persen. Namun,
pada tahun 2020 kontribusinya turun lagi menjadi 9,43

persen dan tahun 2025 menjadi 9,01 persen. Selama
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periode RPJP  2007-2027, kontribusi  sektor ini
diprediksikan menurun dari 9,35 persen pada tahun 2007
menjadi 8,74 persen pada tahun 2027. Walaupun
kontribusi sektor ini menurun selama periode tersebut,
namun secara absolut nilai produksinya meningkat cukup
signifikan, yakni dari 71 milyar lebih (tahun 2007) menjadi
158 milyar lebih (tahun 2027). Oleh karena itu,
diperkirakan sektor bangunan/konstruksi akan tumbuh
dan berkembang sejalan dengan berkembangnya
pembangunan dan penataan  perkotaan, serta
permukimannya ke depan. Kontribusi sektor perdagangan,
hotel, dan restoran mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun. Pada tahun 2000 kontribusi sektor ini sebesar
24,97 persen, lalu meningkat menjadi 26,72 persen pada
tahun 2005. Diperkirakan pada tahun 2010 kontribusi
sektor ini bertambah menjadi 29,24 persen, tahun 2015
menjadi 29,55 persen, tahun 2020 bertambah lagi menjadi
29,81 persen, sementara pada tahun 2025 turun menjadi
29,92 persen. Selama periode 2007-2027, terjadi
peningkatan kontribusi sektor ini dari 27,36 persen pada
tahun 2007 menjadi 28,80 persen pada tahun 2027. Ini
berarti bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran
tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertambahan
peran jasa lainnya dalam pembentukan nilai PDRB daerah
ini, khususnya subsektor perdagangan. Oleh karena itu, ke
depan diperlukan kebijakan khusus yang mampu
meningkatkan peran sektor perdagangan ini pada tahun-

tahun mendatang.
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k) Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami kenaikan

kontribusi yang cukup signifikan selama periode 2007-
2027, yakni dari 8,21 persen pada tahun 2007 menjadi
14,34 persen pada tahun 2027. Demikian pula dilihat
untuk periode lima tahunan. Tahun 2000 kontribusi sektor
ini hanya 7,27 persen, dan tahun 2005 meningkat menjadi
7,88 persen. Diperkirakan pada tahun 2010 kontribusinya
meningkat menjadi 8,79 persen, tahun 2015 naik menjadi
10,05 persen, tahun 2020 menjadi 11,66 persen, dan
tahun 2025 meningkat lagi menjadi 13,55 persen.
Peningkatan kontribusi sektor ini secara signifikan
dipengaruhi oleh arus keluar masuk angkutan karena Kota
Langsa merupakan persinggahan atau persimpangan jalur
lintas provinsi, yakni dari Medan (Sumatera Utara) dan
Banda Aceh, atau sebaliknya. Ke depan diperkirakan
sektor angkutan dan komunikasi akan tumbuh dan
berkembang di kota ini sejalan dengan ramainya arus lalu
lintas antarkabupaten maupun antarprovinsi.

Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
mengalami kenaikan kontribusi yang cukup signifikan
selama periode RPJP. Pada tahun 2000, kontribusi sektor
ini hanya 2,77 persen, dan tahun 2005 meningkat menjadi
3,27 persen. Diprediksikan, pada tahun 2010
kontribusinya bertambah menjadi 4,18 persen, tahun 2015
naik lagi menjadi 5,80 persen, dan tahun 2020 dan 2025
masing-masing bertambah menjadi sebesar 8,51 persen
dan 12,83 persen. Dengan demikian, terjadi peningkatan
sumbangan sektor ini yang signifikan dalam pembentukan
PDRB selama periode 2007-2027. Pada tahun 2007
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diperkirakan kontribusi sektor ini masih hanya sebesar
3,57 persen saja, namun pada akhir periode RPIP
kontribusi sektor ini melonjak mencapai 15,12 persen.
Sumbangan terbesar dari sektor ini berasal dari sub sektor
perbankan yang menyumbang 13,89 persen pada akhir
periode RPJP. Oleh karena itu, peranan perbankan ke
depan semakin dominan dibanding lembaga keuangan
bukan bank sejalan dengan majunya sistem keuangan

dalam perekonomian di daerah ini.

m) Kontribusi sektor jasa menurun setiap tahunnya selama

periode 2000-2027. Pada tahun 2000, kontribusi sektor ini
masih tinggi, yakni mencapai 17,07 persen, lalu menurun
pada tahun 2005 menjadi 16,52 persen. Berdasarkan itu,
diperkirakan tahun 2010 kontribusi sektor ini terus
menurun menjadi 15,78 persen, tahun 2015 menjadi
14,83 persen, tahun 2020 menjadi 13,61 persen, dan
tahun 2025 turun lagi menjadi 12,10 persen. Secara
spesifik, selama masa RPJP, terjadi penurunan kontribusi
sektor jasa yang cukup signifikan, yaitu dari 16,25 persen
pada tahun 2007 menjadi 11,42 persen pada tahun 2027.
Kontribusi terbesar dari sektor jasa ini dihasilkan dari
pemerintahan umum, yakni mencapai 14,86 persen pada
tahun 2007. Kemudian jasa perorangan dan rumah tangga
sebesar 0,71 persen, dan jasa sosial kemasyarakatan
sebesar 0,61 persen. Kontribusi terkecil berasal dari jasa
hiburan, rekreasi, dan kebudayaan. Namun demikian,
diperkirakan kontribusi seluruh subsektor jasa ini akan
menurun pada tahun 2027. Jasa pemerintah umum

menurun  menjadi 10,44 persen, jasa  sosial
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kemasyarakatan menurun menjadi 0,47 persen, jasa
perorangan dan rumah tangga menurun menjadi 0,46
persen, dan jasa hiburan, rekreasi, kebudayaan turun
menjadi hanya 0,04 persen. Oleh karena itu, ke depan
diharapkan kontribusi sektor ini terus menguat sejalan
dengan peran sebuah kota yang lebih kental adalah sektor
jasanya, khususnya sumbangan dari jasa-jasa di luar
pemerintahan umum, seperti jasa perorangan, jasa

hiburan/rekreasi/kebudayaan, dan jasa lainnya.

2.2.3. Pendapatan Regional Per Kapita

a)

b)

Pendapatan regional per kapita Kota Langsa ADHK (atas
dasar harga konstan) tahun 2000 berjumlah
Rp. 4.710.021,74 dan meningkat menjadi
Rp. 4.881.651,59 pada tahun 2005. Berdasarkan hasil
proyeksi, diperkirakan pendapatan regional per kapita kota
ini akan meningkat menjadi Rp. 5.059.535,50 pada tahun
2010, dan Rp. 5.243.901,38 pada tahun 2015.
Selanjutnya, meningkat lagi menjadi Rp. 5.434.985,42
pada tahun 2020 dan menjadi Rp. 5.633.032,43 pada
tahun 2025.

Selama periode RPJP 2007-2027, diprediksikan akan
terjadi peningkatan pendapatan  regional  dari
Rp. 4.952.042,08 pada tahun 2007, atau Rp. 412.670,17
per bulan, menjadi sebesar Rp. 5.714.257,39. pada tahun
2027, atau Rp. 476.188,11 per bulannya. Pendapatan per
kapita sebesar ini diperkirakan masih akan lebih tinggi

pada masa mendatang bila laju pertumbuhan penduduk
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semakin menurun di satu sisi, dan laju pertumbuhan PDRB

meningkat di sisi lainnya.

2.2.4. Sosial Budaya
1) Pendidikan
a) Jumlah murid sekolah dasar di Kota Langsa berjumlah
16.174 orang sedangkan jumlah gurunya sebanyak
771 orang (kondisi tahun 2002). Dengan demikian,
rasio murid terhadap guru adalah 21. Artinya, setiap
seorang guru mengajarkan 21 orang murid. Pada
tahun 2005, jumlah murid bertambah menjadi 16.802
orang, sedangkan jumlah guru turun menjadi 682
orang. Dengan demikian, rasio murid terhadap guru
meningkat menjadi 25. Penurunan jumlah guru ini
disebabkan oleh keadaan daerah yang kurang
kondusif, terutama pada tahun 2002, dimana jumlah
guru 771 orang, lalu menurun menjadi 626 pada tahun
2003. Namun, pada tahun 2004 sejalan dengan
penambahan jumlah tenaga guru dan adanya langkah-
langkah untuk menuju proses damai di Aceh, guru
kembali bertambah jumlahnya menjadi 678 orang.
Pasca perdamaian Helsinki (tahun 2005), jumlah guru
bertambah lagi menjadi 682 orang. Penambahan guru
ini terjadi juga karena adanya rekruitmen guru baru
maupun migrasi masuk yang sebelumnya keluar
karena alasan keamanan (migran  kembali).
Diprediksikan pada tahun 2010 jumlah murid SD
bertambah menjadi 17.454 orang sejalan dengan

adanya penambahan jumlah penduduk usia balita, dan
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b)

tahun 2015 bertambah lagi menjadi 18.132 orang.
Pada tahun 2020 jumlah murid akan meningkat lagi
menjadi 18.836 orang, dan tahun 2025 murid SD
diprediksikan telah berjumlah 19.567 orang di Kota
Langsa. Di sisi lain, bila rasio murid dan guru
diasumsikan ideal pada angka 20, maka jumlah guru
SD pada tahun 2010 harus ditambah menjadi 873
orang, tahun 2015 menjadi 907 orang, tahun 2020
menjadi 942 orang, dan tahun 2025 ditambah lagi
menjadi 978 orang. Oleh karena itu, penambahan guru
ke depan harus diupayakan dengan memperhatikan
perbandingan rasio guru dan murid yang ideal. Hal ini
sangat penting agar proses belajar-mengajar di daerah
ini dapat berlangsung efektif dan mencapai sasaran
yang diharapkan. Selama periode RPJP Langsa 2007-
2027, diperkirakan jumlah murid SD bertambah dari
17.060 orang (tahun 2007) menjadi 19.868 orang
(tahun 2027). Atas dasar pencermatan ini, maka harus
ada penambahan guru dari 847 orang pada tahun
2007 menjadi 993 orang pada tahun 2027 agar rasio
ideal guru dengan murid dapat dicapai.

Pada tahun 2002, jumlah murid Sekolah Madrasah
Ibtidaiyah sekitar 2.524 dengan guru sebanyak 81
orang. Dengan demikian, rasio murid dan guru adalah
31. Pada tahun 2005 jumlah murid bertambah menjadi
2.918 orang dan guru bertambah menjadi 98 orang.
Dengan demikian, rasio murid dan guru berkurang
menjadi 30. Diprediksikan pada tahun 2010 jumlah
murid bertambah menjadi 3.716 orang, tahun 2015
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menjadi 4.509 orang, tahun 2020 menjadi 6.026
orang, dan tahun 2025 bertambah menjadi 7.675
orang. Bila rasio murid dan guru dipertahankan ideal
sepanjang tahun, maka diprediksikan pada tahun 2010
jumlah guru harus ditambah menjadi 186 orang. Pada
tahun 2015, guru ditambah lagi menjadi 237 orang,
tahun 2020 menjadi 301 orang, dan tahun 2027
menjadi 349 orang. Selama periode RPJP 2007-2027,
terjadi penambahan murid MI dari 3.214 orang pada
tahun 2007 dan menjadi 8.454 orang pada tahun
2027. Oleh karena itu, jumlah guru harus bertambah
dari 161 orang pada tahun 2007 menjadi 396 orang
pada tahun 2027. Sejalan dengan pelaksanaan syariat
Islam di daerah ini, maka diperkirakan jumlah murid
MI yang masuk akan bertambah pada masa
mendatang. Oleh karena itu, penambahan gedung
baru perlu diupayakan agar sesuai dengan
pertambahan jumlah murid baru. Pada tahun 2005,
jumlah gedung sekolah MI hanya 8 wunit atau
bertambah 1 unit dibanding tahun 2002 lalu. Di
samping itu, diperlukan penambahan guru agar ideal
dengan jumlah murid, yaitu seorang guru mengajar 20
orang murid.

Kondisi tahun 2002 menunjukkan bahwa murid
Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 6.833
orang dengan guru sebanyak 266 orang. Berarti rasio
guru dan murid 1 : 26. Jumlah sekolah adalah
sebanyak 11 unit. Pada tahun 2005 terjadi tambahan

murid SMP menjadi 7.552 orang, sedangkan guru
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bertambah menjadi 442 orang. Dengan demikian, rasio
guru dan murid turun menjadi 1 : 17. Rasio ini sangat
ideal karena berada di bawah batas normal 20. Bila
diasumsikan angka rasio guru murid ini konstan
sepanjang tahun, maka perlu penambahan guru pada
tahun 2010 agar menjadi 525 orang, lalu tahun 2015
menjadi 620 orang, tahun 2020 menjadi 753 orang,
dan tahun 2025 menjadi 866 orang. Sedangkan jumlah
murid SMP pada tahun 2010 diperkirakan berjumlah
8.922 orang, lalu meningkat menjadi 10.541 orang
pada tahun 2015, dan menjadi 12.454 orang pada
tahun 2020. Diperkirakan jumlah murid SMP pada
tahun 2025 sebanyak 14.714 orang. Selama masa
RPIP 2007-2027 jumlah murid SMP diperkirakan
bertambah dari 8.073 orang pada tahun 2007 menjadi
15.729 orang pada tahun 2027. Sedangkan jumlah
guru dengan mempertahankan rasio ideal, yaitu 1:17
harus bertambah dari 475 orang pada tahun 2007
menjadi 925 orang pada tahun 2027.

d) Jumlah murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) berkurang

dari 2.704 orang pada tahun 2002 menjadi 2.605
orang pada tahun 2005. Penurunan jumlah murid MTs
di Kota Langsa ini sangat disayangkan mengingat
daerah Aceh sangat menggiatkan syariat Islam,
sebaliknya jumlah peminat sekolah Islam justru
menurun pada kasus ini. Berdasarkan fakta ini, ke
depan diprediksikan jumlah siswa MTs pada tahun
2010 turun menjadi 2.448 orang, tahun 2015 menjadi
2.300 orang, tahun 2020 menjadi 2.162 orang, dan
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pada tahun 2025 diperkirakan hanya tinggal 2.031
orang. Demikian pula jumlah guru menurun akibat
berkurangnya jumlah siswa. Atas dasar ini, maka
jumlah guru pada tahun 2010 berkurang menjadi 188
orang, tahun 2015 menjadi 166 orang, tahun 2020
menjadi 166 orang, dan tahun 2025 hanya tinggal 156
orang. Selama periode RPJP 2007-2027, jumlah murid
MTs mengalami penurunan dari 2.541 orang (tahun
2007) menjadi 1.982 orang (tahun 2027), sedangkan
jumlah guru juga berkurang dari 195 orang (tahun
2007) menjadi 152 orang (tahun 2027). Keadaan ini
tidak berlaku bila ke depan terjadi perubahan yang
sangat signifikan, dalam artian minat siswa SD/MI
untuk melanjutkan ke MTs meningkat kembali. Oleh
karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat
memotivasi anak usia sekolah untuk bersekolah pada
jenjang pendidikan ini, termasuk peningkatan
prasarana dan sarana pendidikannya yang lebih
memadai dengan kurikulum yang adaptif dengan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika upaya
ini berhasil, maka pengurangan guru tidak perlu
diiakukan dan bahkan diperlukan penambahan guru
dan gedung MTs yang baru. Sebagai gambaran, pada
tahun 2005 jumlah gudang MTs hanya 7 unit.

Pada tahun 2002, Jumlah murid Sekolah Menengah
Atas (SMA) di Kota Langsa adalah 2.777 orang, dan
meningkat secara signifikan menjadi 4.686 orang pada
tahun 2003. Pada tahun 2004 jumlahnya menurun
sedikit menjadi 4.246 orang, namun tahun 2005
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bertambah lagi menjadi 4.577 orang sejalan dengan
kondusifnya kondisi keamanan daerah. Selain itu,
jumlah guru bertambah dari 118 orang (tahun 2002)
menjadi 291 orang (tahun 2005). Sedangkan rasio
guru dan murid pada tahun 2002 adalah 1 : 24, tetapi
pada tahun 2005 menurun menjadi 1 : 16. Oleh karena
jumlah murid SMA ini berfluktuasi, maka prediksi
didasarkan pada data tahun 2004 dan 2005 karena
selama periode ini dinilai relatif lebih stabil. Dengan
demikian, jumlah mulid SMA pada tahun 2010
diperkirakan bertambah menjadi 6.662 orang, tahun
2015 menjadi 9.696 orang, tahun 2020 menjadi 14.112
orang, dan tahun 2025 bertarnbah menjadi 20.540
orang. Sedangkan jumlah guru yang dibutuhkan
diprediksikan juga bertambah (sesuai dengan rasio
ideal 1 : 17). Pada tahun 2010 jumlah guru harus ada
392 orang, tahun 2015 sebanyak 570 orang, tahun
2020 sebanyak 830 orang, dan tahun 2025 sebanyak
1.208 orang. Selama masa RPJP 2007-2027,
diperkirakan jumlah murid SMA bertambah dari 5.318
orang pada tahun 2007 menjadi 23.867 siswa pada
tahun 2027. Jumlah guru juga diperkirakan bertambah
dari 313 orang (tahun 2007) menjadi 1.404 orang
(tahun 2027). Peningkatan jumlah murid SMA yang
cukup signifikan selama 20 tahun ke depan ini sangat
dipengaruhi oleh membaiknya keadaan perekonomian
masyarakat, di samping juga kondusifnya kondisi

keamanan.
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f)

g)

Siswa Madrasah Aliyah (MA) pada tahun 2002
berjumlah 1.220 orang, lalu meningkat menjadi 1.931
orang pada tahun 2005. Sementara jumlah guru MA
pada tahun 2002 sebanyak 110 orang, dan bertambah
menjadi 134 orang pada tahun 2005. Berarti, rasio
guru dan murid pada tahun 2002 adalah 1 : 11,
kemudian menjadi 1 : 14 pada tahun 2005.
Berdasarkan angka tersebut, maka pada tahun 2010
diperkirakan jumlah murid MA bertambah menjadi
3.187 orang, tahun 2015 menjadi 5.260 orang, tahun
2020 menjadi 8.681 orang, dan tahun 2025
diperkirakan sebanyak 14.327 orang. Sementara
jumlah guru (bila diasumsikan rasio guru dan
berbanding 1 : 17 dan dianggap konstan) harus
ditambah menjadi 187 orang pada tahun 2010, 309
orang tahun 2015, 511 orang pada tahun 2020, dan
menjadi 843 orang pada tahun 2025. Selama periode
RPIP 2007-2027, jumlah murid MA diperkirakan
bertambah secara signifikan dari 2.359 orang (tahun
2007) menjadi 17.506 orang (tahun 2027).
Penambahan ini didasari pada banyaknya peminat
siswa SMP/MTs yang memasuki jenjang pendidikan MA
ini sebagai implikasi dari penerapan Syariat Islam di
daerah Aceh, termasuk di Kota Langsa.

Pada tahun 2002, Jumlah mahasiswa di Kota Langsa
sebanyak 4.883 orang, terdiri dari 2001. orang
mahasiswa Universitas Samudera (Unsam), B14 orang
mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM),

dan 2.068 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Agama
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Islam (STIA). Sementara dosen pada tahun yang sama
berjumlah 362 orang, terdiri dari 216 orang dosen
Unsam, 35 orang dosen STIM, dan 111 orang dosen
STIA. Pada tahun 2005 terjadi penambahan jumlah
mahasiswa menjadi 5.811 orang, terutama pada
Unsam dan STIA. Sebaliknya, jumlah mahasiswa STIM
berkurang pada tahun 2005 menjadi hanya 556 orang.
Jumlah dosen pada tahun 2005 juga bertambah
menjadi 406 orang yang juga didominasi
penambahannya pada Unsam dan STIA. Selain itu,
rasio dosen dan mahasiswa bertambah dari 1 : 13
(tahun 2002), menjadi 1 : 14 (tahun 2005). Rasio ini
masih di bawah rasio ideal yakni 1 : 20, Dengan kata
lain, terdapat kelebihan dosen (tenaga pengajar) di
universitas/perguruan tinggi di daerah ini. Berdasarkan
data tersebut, diprediksikan pada tahun 2010 terjadi
penambahan jumlah mahasiswa menjadi 7.766 orang,
tahun 2015 menjadi 10.378 orang, tahun 2020
menjadi 13.870 orang, dan tahun 2025 diperkirakan
mencapai 18.536 orang. Penambahan yang cukup
signifikan pada tahun 2020 dan 2025 ini diperkirakan
karena adanya beberapa perguruan tinggi swasta yang
meningkat statusnya menjadi univesitas negeri, di
samping adanya perbaikan pendapatan masyarakat
yang mendorong jumlah lulusan SMA/MA untuk
melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan
tinggi. Sementara jumlah dosen diprediksikan tetap
tidak bertambah secara kuantitas, kecuali peningkatan

dari sisi kualitasnya, mengingat telah terjadi kelebihan
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tenaga pengajar. Namun, mulai tahun 2011 jumlah
dosen diperkirakan bertambah menjadi 411 orang
dengan rasio dosen terhadap mahasiswa adalah 1 : 20.
Diprediksikan pula pada tahun 2015 jumlah dosen
menjadi 519 orang, tahun 2020 menjadi 693 orang,
dan tahun 2025 menjadi 927 orang, dengan
berpedoman pada rasio dosen dan mahasiswa
dipertahankan stabil pada angka 1 : 20. Selama masa
RPJP 2007-2027, diperkirakan terjadi penambahan
jumlah mahasiswa dari 6.526 orang pada tahun 2007
menjadi 20.816 orang pada tahun 2227. Sebaliknya,
jumlah dosen bertambah menjadi 1.041 orang pada
tahun 2027.

2) Kesehatan

a) Pada tahun 2005, di Kota Langsa terdapat tempat

pelayanan kesehatan berupa rumah sakit umum
sebanyak 1 unit, rumah sakit swasta sebanyak 2 unit,
puskesmas sebanyak 100 unit, puskesmas pembantu
(pustu) sebanyak 7 unit, puskesmas keliling sebanyak
7 unit, pos persalinan desa (polindes) sebanyak 29
unit, posyandu sebanyak 100 unit, apotek sebanyak 14
unit, balai pengobatan sebanyak 4 unit, toko obat
berizin sebanyak 8 unit, dan tempat praktek dokter
sebanyak 7 wunit. Diperkirakan pada tahun-tahun
mendatang tempat peiayanan kesehatan ini akan
bertambah kualitasnya sejalan dengan bertambahnya
tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin

berkualitas dari penduduk di daerah ini.
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b) Jumlah tenaga kesehatan di Kota Langsa telah

bertambah selama periode 2001-2004. Jumlah dokter
umum bertambah dari 10 orang menjadi 34 orang,
jumlah dokter spesialis bertambah dari 13 orang
menjadi 15 orang, sedangkan jumlah dokter gigi tetap
10 orang. Selain itu, jumlah perawat bertambah dari
108 orang menjadi 185 orang, dan jumlah bidan
bertambah dari 83 orang menjadi 121 orang. Jumlah
seluruh dokter (umum + spesialis + gigi) bertambah
dari 33 orang pada tahun 2001 menjadi 60 orang pada
tahun 2007. Jumlah seluruh tenaga pelayanan
kesehatan (medis + non medis) bertambah dari 311
orang pada tahun 2001 menjadi 440 orang pada tahun
2004. Sementara jumlah pasien rawat inap pada tahun
2001 berjumlah 1.072 orang dan bertambah menjadi
1.606 orang pada tahun 2004. Di samping itu, pasien
rawat jalan pada tahun 2001 berjumlah 1.409 orang
dan berkurang menjadi 1.261 orang pada tahun 2004.
Dengan demikian, total pasien di Kota Langsa
bertambah dari 2.481 orang pada tahun 2001 menjadi
2.867 orang pada tahun 2004.

Rasio dokter terhadap jumlah pasien adalah 75 kondisi
tahun 2001). Artinya setiap seorang dokter melayani
75 pasien. Angka ini menurun pada tahun 2004
menjadi 48. Angka ini pun masih tergoiong tinggi bila
dibanding dengan rasio ideal, yakni 10-15 pasien.
Bahkan, bila dilihat rasio dokter terhadap jumlah
penduduk, maka seorang dokter melayani 9.856 orang

(tahun 2001), dan menurun menjadr 2.273 orang
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(tahun 2004). Angka vyang ideal adalah 1.200
penduduk. Diprediksikan, sejalan dengan
bertambahnya lulusan dari kedokteran Unsyiah dan
tempat lainnya, maka jumlah dokter akan terus
bertambah di Kota Langsa. Namun, bila dilihat rasio
ideal antara pasien dan dokter yakni 1 : 10, maka
jumlah dokter pada tahun 2010 diprediksikan harus
berjumlah 383 orang untuk menangani pasien
sebanyak 3.829 orang, tahun 2015 jumlah dokter
harus bertambah menjadi 487 orang dengan jumlah
pasien yang ditangani 4.872 orang. Selanjutnya, pada
tahun 2020 jumlah dokter harus bertambah menjadi
620 orang sedangkan jumlah pasien sebanyak 6.200
orang. Pada tahun 2025 jumlah dokter diperkirakan
harus tersedia sebanyak 789 orang untuk menangani
pasien sebanyak 7.889 orang. Selama periode RPJP
2007-2027, jumlah dokter diperkirakan bertambah dari
108 orang (2007) menjadi 869 orang pada tahun 2027.
Sedangkan jumlah pasien bertambah dari 3.313 orang
(tahun 2007) menjadi 8.688 orang (tahun 2027).
Dengan rasio dokter dengan pasien yang ideal
tersebut, maka mulai tahun 2010 diperkirakan

pelayanan medis akan menjadi lebih baik.

3) Kesejahteraan Sosial

a) Pada tahun 2002, jumlah penduduli rniskin di Kota

Langsa 2002 adalah sebanyak 44.102 orang, atau
34,27 persen dari total penduduk. Pada tahun 2005
penduduk miskin bertambah menjadi 56.315 orang
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b)

atau 40,93 persen dari total penduduk Langsa.
Diperkirakan ke depan, jumlah penduduk miskin di
daerah ini akan semakin berkurang sejalan dengan
membaiknya perekonomian daerah dan nasional
secara makro. Harapan ini akan dapat diwujudkan jika
ada upaya penanggulangan kemiskinan oleh
pemerintah daerah sebagai respon atas kenaikan
jumlah penduduk miskin ini, di samping juga adanya
keinginan  dari  individu-individu  miskin  untuk
melepaskan dirinya dari lilitan kemiskinan (unsur
mikro).

Berdasarkan itu, diprediksikan tahun 2010 penduduk
miskin berkurang menjadi 45.805 orang atau 30
persen dari total penduduk. Selanjutnya tahun 2015
menurun lagi menjadi 32.193 orang atau 19 persen
dari total penduduk. Dan, tahun 2020 diperkirakan
turun lagi menjadi 26.324 jiwa atau 14 persen, serta
tahun 2025 menjadi 18.779 orang atau 9 persen dari
total penduduk. Selama periode RPIP 2007-2027
diperkirakan jumlah penduduk miskin di Kota Langsa
menurun dari 54.506 orang pada tahun 2007 (38
persen dari total penduduk) menjadi 15.227 orang (7
persen dari total penduduk) pada tahun 2027. Dengan
demikian, diperkirakan untuk periode 20 tahun masa
RPJP, penduduk miskin di daerah ini akan turun secara
signifikan jika kebijakan mikro dan makro dari
pemerintah daerah dan pusat berjalan dan terealisasi

dengan baik.
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2.2.5. Prasarana dan Sarana

Kebutuhan akan ketersediaan prasarana dan sarana
yang semakin berkualitas diprediksikan kian meningkat
sejalan dengan meningkatnya aspirasi dan tuntutan
masyarakat. Oleh karenanya, upaya untuk memprioritaskan
penanganan pembangunan bidang prasarana dan sarana ke
depan harus diacu oleh semua pihak. Jalan-jalan yang di Kota
Langsa, terutama jalan kota yang masih berupa kerikil
(sepanjang 21,04 km), jalan tanah (5,48 km), dan lainnya
harus ditingkatkan menjadi lebih baik. Sebagian besar jalan-
jalan kota yang masih rusak (termasuk rusak berat) harus
diberikan perhatian agar kondisinya menjadi baik. Demikian

juga keias jalannya, harus ditingkatkan menjadi lebih tinggi.

Keberadaan jalan-jalan yang ada selama ini
diupayakan menjadi penghubung yang dapat memperlancar
aksesibilitas dan mobilitas orang-orang dan barang-
barang/jasa-jasa, terutama ke dan dari daerah-daerah
perdesaan. Tuntutan untuk ini diprediksikan semakin
meningkat ke depan, apalagi dengan semakin bertambahnya

jumlah penduduk di daerah ini.

Ketersediaan prasarana dau sarana pelabuhan laut
Kuala Langsa pada tahun-tahun mendatang juga dinilai
sangat penting. Hal ini dapat diwujudkan dengan menatnbah
kapasitas dan kualitas prasarana/sarana pelabuhan yang
standarnya serata dengan pelabuhan ekspor. Dengan

demildan, dapat menunjang aktivitas ekspor dan impor serta
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2.2.6.

mobilitas orang-orang ke dan dari iuar daerah. Prediksi
bahwa kebutuhan terhadap pelabuhan laut Kuala Langsa kian
bertambah tidak berlebihan, mengingat aktivitas ekonomi dan
perdagangan (bisnis) semakin meningkat pasca dicapainya

kesepakatan damai melalui MoU Helsinki.

Demikian juga halnya dengan sarana lainnya seperti air
bersih/air minum, teiekomunikasi dan komunikasi, dan
elektrisasi (listrik), diprediksikan akan mengalami kenaikan
permintaannya, baik akibat tuntutan aktivitas ekonomi dan
bisnis, maupun karena kian bertambahnya penduduk di

daerah ini.

Agama

Kondisi kehidupan keagamaan pada masa mendatang
(30 tahun ke depan) diprediksikan akan dihadapkan pada
tantangan yang semakin kompleks. Maraknya pelbagai
informasi yang berkembang secara cepat melalui kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi akan menghadirkan nilai-
nilai yang dapat mengancam kemurnian nilai-nilai islami yang
telah dianut oleh masyarakat di Aceh pada umumnya dan
Kota Langsa pada khususnya. Permasalahan dapat semakin
mengemuka mana kala |<etahanan Inasyarakat di daerah ini
di dalam mempertahankan nilai-nilai islami tersebut itu sendiri

masih sangat rapuh.

Kalangan generasi muda merupakan salah satu
kelompok yang diprediksikan sangat rentan terhadap

ancaman pengaruh dari penetrasi niiai-nilai dari luar yang
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tidak sesuai dengan tatanan nilai yang telah ada di dalam
masyarakat. Apabila hal ini tidak disikapi dengan tepat dan
bijaksana, maka tidak tertutup kemungkinan kondisi
kehidupan keagamaan dapat bergerak ke arah yang tidak
diinginkan, seperti melemahnya pengamalan ajaran agama,
hilangnya rasa saling menghormati, rusaknya moral di
kalangan generasi muda, maraknya perjudian, pelacuran,

pembunuhan, dan tindakan-tindakan asusila lainnya.

Kendati demikian, kesadaran keluarga terhadap
ancaman ini telah mulai tumbuh. Ini dapat dilihat dari
meningkatnya minat para orang tua untuk memasukkan
putra-putri mereka ke jalur pendidikan agama di daerah ini.
Kecenderungan ini diperkirakan kian meningkat pada tahun-
tahun mendatang. Untuk itu, pihak yang terlibat di dalam
pengelolaan pendidikan agama sepatutnya mengantisipasi
gejala ini dengan meningkatkan kualitas pendidikan jalur ini.
Kualitas yang harus ditingkatkan tidak hanya pada aspek
prasarananya (bangunan/gedung sekolah), melainkan juga
aspek sarananya, terutama guru, peralatan sekolah, media

beiajar, dan lainnya.

Pelaksanaan syariat Islam diprediksikan juga kian tidak
mudah, apalagi mengingat daerah Kota Langsa berjarak yang
relatif dekat dengan daerah luar (Sumatera Utara). Untuk itu,
pelbagai upaya dan langkah harus lebih diintensifkan, seperti
kegiatan dakwah dan sosialisasi nilai-niiai islami kepada
kelompok sasaran yang rentan dengan perubahan nilai yang

negatif
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2.2.7. Politik, Flukum, dan Keamanan

Munculnya era keterbukaan yang diawali oleh
kehendak rakyat untuk mereformasi tatanan kehidupan
berbangsa dan bernegara, termasuk tatanan politik dan
pemerintahan, telah menimbulkan tantangan yang berat,

khususnya di dalam pembangunan bidang politik.

Sejak awal bergulirnya reformasi di Tanah Air telah
menyebabkan munculnya multi partai dengan berbagai
bentuk azas. Di satu sisi, gejala dan fakta ini sangat positif di
dalam mengadopsi pelbagai ragam aspirasi dan kepentingan.
Dengan banyaknya partai dipastikan semakin menimbulkan
peluang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka.
Namun demikian, di sisi lain, adanya multi partai juga
membuka peluang terjadinya pelbagai distorsi (hambatan)
sebagai akibat dari kesukaran menyatukan berbagai

kepentingan, baik kepentingan personal maupun partai.

Oleh karena itu, tantangan besar yang dihadapi di
dalam pembangunan politik ke depan adalah bagaimana
membangun ketahanan politik yang kuat yang dapat
memeiihara persatuan dan kesatuan bangsa. Betapa pun
harus diakui bahwa menghormati pelbagai perbedaan
kepentingan, pandangan, dan perbedaan azas partai
merupakan hal-hal mendasar yang harus dibina di dalam

pembangunan politik ke depan.
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Penegakan hukum pada masa mendatang harus
disajikan sandaran mendasar sebagai penunjang tercapainya
keberhasilan pembangunan bidang-bidang lainnya.
Kendatipun diprediksi sangat berat untuk mewujudkan
harapan ini, namun upaya-upaya untuk menuntun
masyarakat agar patuh dan taat pada hukum, termasuk
berbagai keputusan yang telah disepakati bersama, harus
terus diintensifkan. Melalui upaya ini, diharapkan anggota
masyarakat akan selalu menempatkan hukum sebagai
sandaran dan pedoman di dalam penyelesaian pelbagai
persoalan yang muncul akibat pelanggaranpelanggaran
hukum yang dilakukannya. Dalam konteks ini, diprediksikan
tuntutan terhadap aparat penegak hukum yang berkualitas
dan profesional merupakan sesuatu yang tidak dapat
diabaikan. Upaya peningkatan kuaiitas dan profesionaiisme
aparat penegak hukum harus dilakukan secara simultan

dengan berbagai upaya lainnya.

Dicapainya kesepakatan damai antara Pemerintah RI
dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) melalui penandatanganan
MoU Helsinki telah membuka ruang bagi semua pihak untuk
hidup secara rukun dan damai. Kondisi yang penuh
ketidakstabilan selama masa konflik telah menjelma dalam
wujud perdamaian. Kendati demikian, tantangan untuk
menjamin terpeliharanya perdamaian di Nanggroe Aceh
Darussalam umumnya dan Kota Langsa khususnya tetap

harus dijawab oleh semua pihak di daerah ini.
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2.2.8.

Pada tataran ini, kesadaran dan keikut-sertaan seluruh
elemen masyarakat untuk memikul beban ini sangat penting.
Hal ini juga merupakan pendukung yang dapat menjamin
keberhasilan tugas-tugas yang diemban oleh aparat penegak
keamanan. Untuk ini, maka kesiapan untuk mengantisipasi
pelbagai gangguan keamanan di daerah diprediksikan kian
dituntut, termasuk kualitas dan profesionalisme aparat
penegak keamanan di daerah. Hal ini sangat penting
mengingat modus-operandi yang akan mencuat ke depan
diperkirakan juga semakin meningkat sejalan dengan

berkembangnya kemajuan dalam berbagai bidang.

Pemerintahan

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dari
tahun ke tahun, serta diikuti dengan kian bertambahnya
tuntutan publik dalam berbagai aspek, maka diprediksikan
kapasitas pemerintahan daerah harus semakin ditingkatkan.
Peningkatan kapasitas dinilai sangat penting mengingat
tuntutan dan kebutuhan jasa pelayanan pemerintah semakin
tinggi. Untuk itu, kemampuan aparatur pemerintah yang
profesional, berdedikasi, amanah, jujur, dan rela mengabdi
untuk rakyat kian dituntut.

Dalam kaitan ini, tuntutan terhadap pemerintah daerah
yang bersih (bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme), dan
berwibawa diprediksi semakin menguat. Untuk merespon hal
ini maka pihak pemerintah daerah harus menyiapkan

aparaturnya yang sesuai dengan tuntutan dan aspirasi yang
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berkembang. Secara kelembagaan juga diprediksikan bahwa
kebutuhan publik terhadap kapasitas pemerintahan yang
kredibel dan profesional kian meningkat. Untuk terpenuhinya
hasrat ini, maka prosedur dan tata cara kerja pemerintahan
daerah  harus dikembangkan sesuai dengan hasil
pencermatan dinamika kehidupan publik. Dalam kaitan ini
pula, maka kebutuhan terhadap aparatur pemerintah yang
mahir, ulet, cakap, amanah, dan jujur, diperkirakan kian
meningkat pada masa mendatang. Dengan demikian, maka
operasionalisasi  pemerintahan  daerah  akan  dapat
berlangsung dengan lancar tanpa mengabaikan prosedurai

yang sebenarnya.

Dalam kehidupan yang semakin global ini,
diprediksikan hubungan antar lembaga pemerintahan baik
intra maupun antar lembaga di dalam dan di luar daerah
diprediksikan sangat memungkinkan berkembang. Kesemua
ini tentu berimplementasi pada meningkatnya tuntutan
kemampuan untuk melakukan koordinasi antar lembaga yang

terlibat di dalamnya.
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BAB III
VISI, MISI, DAERAH DAN ARAH
PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai pada masa
mendatang. Visi pembangunan Kota Langsa di dalam jangka panjang
diformulasi sesuai dengan hasil pencermatan dan analisis kondisi dan
potensi daerah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
dinamika kehidupan masyarakat, serta kecenderungan struktur ekonomi
daerah pada masa mendatang. Penetapan visi itu sendiri bersandarkan
pada beberapa asumsi dasar, yaitu antara lain sebagai berikut :

1). Terwujudnya perdamaian yang abadi di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam khususnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan
GAM (Gerakan Aceh Merdeka) pasca pengesahan Undang-undang
No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

2). Terwujudnya stabilitas keamanan, politik, dan ekonomi, baik di
tingkat daerah maupun tingkat nasional;

3). Berlanjutnya perkembangan dan kemajuan iimu pengetahuan dan
teknologi yang modern pada masa depan;

4). Berkembangnya pola pikir dan perilaku kehidupan masyarakat ke
arah yang konstruktif;

5). Meningkatnya kemampuan anggaran (biaya) daerah untuk
pembangunan; dan

6). Terlaksananya syariat Islam yang kaffah di daerah ini.

Berlandaskan pada pengertian dan asumsi-asumsi di atas,
Pemerintah Kota Langsa menetapkan visi pembangunan daerah untuk

dua puluh tahun ke depan, yaitu "Terwjudnya Kota Langsa sebagai
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Pusat Perdagangan dan Industri, disertai Masyarakat yang

Maju dan Islami”.

Rangkaian kata-kata di dalam visi tersebut mengandung arti,

sebagai berikut:

1). Pusat Perdagangan dan Industri

Kota Langsa memiliki potensi yang andal di sektor pertanian,
khususnya perkebunan dan perikanan, serta didukung pula oleh
keberadaan pelabuhan laut Kuala Langsa yang sangat strategis dan
berpeluang dikembangkan sebagai pelabuhan bertaraf internasional.
Pengembangan pelabuhan laut tersebut sangat dimungkinkan
mengingat besarnya kapasitas produksi dari beberapa komoditi
ekspor penting yang dibutuhkan pasar dunia terutama karet, sawit,
dan ikan segar. Di samping itu, pengembangan aktivitas
perdagangan sangat ditunjang oleh tersedianya potensi ragam jenis
industri pengolahan hasil-hasil pertanian yang dapat dikembangkan,
terutama melalui peningkatan investasi domestik dan asing. Melalui
peningkatan sektor-sektor ekonomi tersebut, Kota Langsa sangat
berpeluang menjadi pusat perdagangan dan industri pada masa
depan. Pusat perdagangan dan industri yang dimaksud merupakan
pusat aktivitas perdagangan antardaerah, antarpulau, dan bahkan
antarnegara melalui peningkatan hasil-hasil perkebunan, perikanan,
dan industri pengolahan yang berorientasi ekspor dengan

memanfaatkan keberadaan pelabuhan Kuala Langsa.
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2). Maju

Kemajuan suatu daerah dicapai dari akumulasi kemajuan-

kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya,
pemerintahan, politik, hukum, dan keamanan.

a. Maju dibidang ekonomi, dimaksudkan memiliki kemampuan yang

tangguh di berbagai kegiatan produktif di semua sektor ekonomi,
yang ditandai oleh peningkatan produktivitas dan mutu produksi,
serta etos kerja yang tinggi Indikasi lainnya adalah menurunnya
angka pengangguran dan kemiskinan, terbukanya kesempatan

kerja dan kesempatan usaha yang lebih luas.

. Maju dibidang pendidikan, bermakna bahwa masyarakat Kota

Langsa memiliki kualitas sumberdaya manusia yang andai dan
mampu bersaing dalam era global melalui penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang modern, dengan berlandaskan

pada nilai-nilai keimanan dan ketagwaan kepada Allah Swt.

. Maju dibidang kesehatan, berarti masyarakat daerah ini memiliki

kesehatan jasmani dan rohani yang baik, mampu
mengembangkan diri dan keluarganya, serta mampu
memberikan  kontribusinya yang optimal dalam proses

pembangunan daerah dan kepada masyarakat pada umumnya.

. Maju dibidang sosial budaya, dimaksudkan masyarakat memiliki

nilai-nilai sosial dan budaya yang positif, memiliki kepedulian
sosial yang tinggi, serta bantu-membantu di dalam mendorong
proses pembangunan daerah. Selain itu, mampu beradaptasi
dengan budaya-budaya Iluar yang positif, serta mampu
menghindari ragam budaya asing yang bertentangan dengan

nilai-nilai syariat Islam dan budaya daerah.
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e. Maju dibidang pemerintahan, diartikan terwujudnya

pemerintahan Kota Langsa dan segenap aparaturnya yang bersih
dan berwibawa, berkualitas, disiplin, jujur, dan berpihak kepada
rakyat dengan mengedepankan peningkatan kualitas pelayanan
kepada masyarakat.

Maju dibidang poiitik dan keamanan, bermakna masyarakat Kota
Langsa memiliki kearifan dan kesadaran yang tinggi, baik dalam
berpolitik maupun di dalam memelihara persatuan dan kesatuan
bangsa. Indikasi lainnya adalah mampu mewujudkan kehidupan
yang aman dan sejahtera, serta mampu mencegah timbulnya
ketegangan dan gejolak sosial-politik, dan mengarah kepada
cinta damai, aman, dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat

dan berbangsa.

3). Islami

Dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Langsa hidup dengan

berlandaskan Islam dan menjalankan syariat Islam secara kaffah

dalam seluruh aspek kehidupan sesuai tuntunan syariat Islam.

3.2. Misi

Misi merupakan suatu tugas agung yang harus
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh pemangku
kepentingan di daerah ini untuk mencapai visi yang telah
disepakati sesuai dengan kemampuan dan fungsi masing-
masing. Pemerintah Kota Langsa menetapkan misi-misi untuk

masa dua puiuh tahun ke depan adalah sebagai berikut:
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1).

2).

Untuk mewujudkan Kota Langsa menjadi pusat
perdagangan dan industri, misi-misi yang dilakukan antara
lain adalah:

a). Mengembangkan sektor pertanian, khususnya
perkebunan dan perikanan, dan industri berdasarkan
kawasan yang ditetapkan dalam tata ruang wilayah
dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan inovasi,
serta berorientasi ekspor;

b). Memperluas kesempatan usaha dan kesempatan kerja
pada sektor pertanian dan industri;

c). Mengembangkan pelabuhan Kuala Langsa menjadi
pelabuhan ekspor bertaraf internasional;

d). Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana sektor
pertanian (perkebunan dan perikanan), industri, dan
perdagangan; dan

e). Meningkatkan kualitas SDM pelaku usahatani.

Untuk mewujudkan masyarakat yang maju, ditetapkan misi-

misi yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

a). Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan
sarana pendidikan di semua jenjang pendidikan umum
dan agama;

b) Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan di semua
jenjang pendidikan umum dan agama;

c). Mengembangkan pendidikan yang relevan dengan
kebutuhan pembangunan;

d). Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan

sarana kesehatan;

PEMERINTAH KOTA LANGSA IITI- 5



L 4

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
o KOTA LANGSA TAHUN 2007-2027

3).

e). Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan baik di Rumah
Sakit Umum maupun di Puskesmas/Puskesmas
Pembantu;

f). Menyediakan prasarana dan sarana sosial yang
memadai;

g). Meningkatkan fungsi dan peran lembaga legislatif dalam
mengawasi jalannya pembangunan sesuai dengan
tuntutan hati nurani rakyat;

h). Meningkatkan peranan dan kualitas aparatur penegak
hukum;

i). Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan
berwibawa; dan

j). Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan

pembangunan.

Untuk mewujudkan masyarakat yang Islami, misi-misinya

antara lain adalah:

a). Meningkatkan fungsi sarana peribadatan dan lembaga-
lembaga keagamaan sebagai pusat pengamalan
pengembangan nilai-nilai islami;

b). Melaksanakan syariat Islam yang kaffah dalam aspek
kehidupan;

¢). Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi syariat Islam
dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

d). Menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi;
dan

e). Meningkatkan peran fungsi lembaga peradilan agama.
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3.3. Arah Pembangunan Daerah

3.3.1. Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang

Sesuai dengan visi pembangunan Kota Langsa

yang ingin dicapai, maka arahan umum pembangunan

jangka panjang daerah ini adalah:

1).
2).

3).
4).

5).

6).

7).

8).

9).

10).
11).

Mewujudkan masyarakat yang Islami;

Memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat
pertumbuhan ekonomi daerah melalui
pengembangan perkebunan, perikanan, industri,
dan perdagangan serta pengembangan pelabuhan
Kuala Langsa;

Mempercepat pembangunan infrastruktur;
Meningkatkan kualitas intelektual dan kecakapan
sumberdaya manusia;

Meningkatkan kualitas derajat kesehatan
masyarakat;

Memperkuat kemampuan ekonomi pelaku usaha
dan masyarakat kurang mampu;

Membuka peluang investasi baik domestik maupun
asing melalui penyediaan pelbagai kemudahan dan
fasilitas yang menimbulkan daya tarik secara
ekonomi (bisnis);

Mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil
dan berkualitas;

Membuka lapangan usaha dan lapangan kerija;
Menjalankan hukum yang adil; dan

Memperkokoh persatuan dan kesatuan serta

memelihara perdamaian.
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L 4

Arahan umum pembangunan jangka panjang di

atas dijabarkan kembali ke dalam kebijakan umum

pembangunan sebagai berikut :

(1). Kebijakan Bidang Agama

a.

Mengembangkan fungsi sarana keagamaan
(masjid, meunasah, dan bale seumeubeut-balai
pengajian) sebagai wadah bagi pengembangan
syiar Islam.

Meningkatkan peran dari lembaga MPU (majelis
Permusyawaratan Ulama), para pemuka agama
(ulama, da'i, pimpinan pesantren, guru agama,
dan lainnya) dalam implementasi dan sosialisasi
syariat Islam secara kaffah.

Mengembangkan prasarana dan  sarana
keagamaan vyang lebih memadai guna
mendukung kelancaran pengembangan syariat
Islam di tengah-tengah masyarakat.
Meningkatkan ketersediaan kemampuan
keuangan daerah bagi menunjang aktivitas
pengembangan syiar Islam.

Mengembangkan rasa persaudaraan (ukhuwah)
yang menjamin persatuan dan kesatuan umat

Islam dan antarumat.

(2). Kebijakan Bidang Ekonomi

d.

Mewujudkan  pertanian  (dengan andalan
perkebunan dan perikanan) yang maju, efisien,
dan terintegrasi dalam satu sistem agribisnis,

melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam
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o KOTA LANGSA TAHUN 2007-2027

yang optimal dan penguatan kelembagaan
pertanian  (dinas/pelaku  usahatani) yang
didukung oleh kebijakan makro ekonomi,
sumberdaya manusia yang  profesional,
teknologi, dan inovasi modern. Melalui kebijakan
ini, diharapkan mampu meningkatkan
kesejahteraan para pelaku usahatani
(pekebun/nelayan/petani) dan masyarakat, dan
mendorong peningkatan nilai tambah hasil
pertanian (perkebunan dan perikanan). Selain
itu, mampu meningkatkan daya saing, baik di
pasar domestik maupun di pasar luar negeri dan

menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.

b. Mendorong produktivitas subsektor perkebunan

dan perikanan serta industri pengolahan yang
berorientasi pasar ekspor. Penyediaan prasarana
dan bantuan modal usaha diprioritaskan untuk
pengembangan sektor basis (sektor ekspor)
karena melahirkan dampak ganda yang lebih
besar, terutama dalam membuka iapangan
kerja, menciptakan kemandirian usaha, dan

mengurangi kemiskinan.

. Memperluas jaringan pemasaran hasil-hasil

produksi sektor pertanian (perkebunan dan
perikanan) disertai peningkatan kuantitas
komoditi ekspor dengan  memanfaatkan

keberadaan pelabuhan Kuala Langsa.

. Meningkatkan kemampuan ekonomi ralqyat

melalui pembentukan kelompok usaha sejenis,
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o KOTA LANGSA TAHUN 2007-2027

baik pertanian maupun industri sehingga
mempermudah pembinaan dan pengembangan.
Selain itu, meningkatkan kualitas produksi guna

meraih peluang pasar yang lebih luas.

(3). Kebijakan Bidang Sosial Budaya

a. Meningkatkan  kualitas  pendidikan  sejak

pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan
tinggi sebagai modal dasar pembangunan
daerah dengan mengupayakan penambahan
anggaran pendidikan yang memadai. Kebijakan
lainnya adalah membebaskan biaya pendidikan
bagi penduduk usia sekolah yang
berkemampuan tinggi (cerdas) dan kurang
mampu (miskin), di samping juga merangsang
partisipasi pihak swasta di dalam pembiayaan

pendidikan.

. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

sebagai salah satu unsur penentu kualitas
sumber daya manusia, mengoptimalkan
penyediaan prasarana dan sarana pelayanan
kesehatan masyarakat yang bermutu. Di
samping itu, meningkatkan intensitas
penyuluhan, pencegahan serta peningkatan gizi

masyarakat.
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o KOTA LANGSA TAHUN 2007-2027

(4). Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana

a. Mengembangkan prasarana dan  sarana

pelabuhan Kuala Langsa melalui kerjasama yang
sinerjis dengan investor, Pelindo dan negara-
negara yang berpengalaman di dalam

pengelolaan pelabuhan laut.

. Meningkatkan  kualitas infrastruktur yang

mendukung proses pembangunan di semua
bidang, terutama di bidang pertanian
(perkebunan dan perikanan), industri dan
perdagangan. Kebijakan lainnya  adalah
memperlancar hubungan transportasi dan
meningkatkan mutu pelayanan aparatur guna
mendorong kemajuan semua usaha produktif

masyarakat di daerah.

(5). Kebijakan Bidang Politik dan Hukum

a. Memantapkan kestabilan politik dan keamanan

di daerah dan menjamin terselenggaranya
setiap proses demokrasi secara damai dan
tertib.

. Menegakkan supremasi hukum secara konsisten

dan tanpa diskriminasi di tengah-tengah

masyarakat.

. Menggalang kerjasama dan partisipasi

masyarakat di dalam memelihara stabilitas serta

persatuan dan kesatuan bangsa.
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(6). Kebijakan Bidang Pemerintahan

a. Mengembangkan kapasitas kelembagaan

pemerintahan yang  berorientasi  kepada
penciptaan kepemerintahan yang bersih,
amanah, dan berwibawa, serta mengedepankan

peiayanan publikyang optimai.

. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur

yang disertai dengan pemberian penghargaan

(intensif) dan sanksi tanpa diskriminasi.

. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar

lembaga pemerintah daerah
(dinas/badan/kantor)

. Mengembangkan sistem pengawasan yang

efektif  diikuti  penerapan  prinsip-prinsip

transparansi dan akuntabilitas.

3.3.2. Arah Pembangunan Lima Tahunan

Arah kebijakan umum pembangunan jangka
panjang di atas dijabarkan kembali ke dalam arah
kebijakan dan strategi pembangunan lima tahunan
menurut lima bidang, yaitu ekonomi dan sumberdaya
alam, sosial budaya, dan politik, prasarana dan sarana,
pemerintahan, dan agama. Keseluruhan arah kebijakan
dan strategi pembangunan tersebut disajikan dalam

matriks berikut ini :
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Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Menurut Lima Tahun

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
KOTA LANGSA TAHUN 2007-2027

KEBIJAKAN
TAHUN
2007-2011 2012-2016 2017-2021 2022-2027
1) (2) (3) 4
BIDANG AGAMA . BIDANG AGAMA . BIDANG AGAMA BIDANG AGAMA

Meningkatkan pengetahun dan pemahaman

masyarakat tentang syariat islam, diikuti

dengan pengamalan didalam kesehariannya

Meningkatkan fungsi dan peranan MPU,
pemuka agama, dan guru pesantren
(ustadz dan ustadzah)

Menjadikan seluruh aparatur pemerintahan,
pimpinan masyarakat dan kepala keluarga
sebagai teladan dalam pelaksanaan syariat

Islam

Meningkatkan kualitas para santri dalam
penguasaan agama/syariat islam

Meningkatkan kemampuan keuangan

daerah dalam pembiayaan pengembangan

syariat islam

Meningkatkan prasarana dan sarana
keagamaan untuk kelancaran
pengembangan syariat islam

Memperkuat persatuan dan kesatuan

umat islam, serta memelihara perdamaian

dan kerukunan hidup sesama umat

. Meningkatkan pengetahun dan

pemahaman masyarakat tentang
syariat islam, diikuti dengan
pengamalan di dalam kesehariannya

. Meningkatkan fungsi dan peranan MPU,

pemuka agama, dan guru pesantren
(ustadz dan ustadzah)

. Meningkatkan kualitas seluruh aparatur

pemerintah, pimpinan masyarakat dan
kepala keluarga sebagai teladan dalam
pelaksanaan syariat

. Meningkatkan peran para santri

sebagai pengembang syiar dan
pembina syariat islam

. Memperbesar anggaran (biaya) untuk

pengembangan dan pembinaan syariat
islam

. Meningkatkan kepedulian sosial antar

sesama umat

. Memperkuat persatuan dan kesatuan

umat islam serta memelihara
perdamaian

. Meningkatkan pengetahun dan

pemahaman masyarakat tentang
syariat islam, diikuti dengan
pengamalan didalam kesehariannya

. Memantapkan fungsi dan peranan MPU,

pemuka agama, dan guru pesantren
(ustadz dan ustadzah)

. Memantapkan implementasi nilai-nilai

syariat islam oleh para aparatur
pemerintahan, pimpinan masyarakat
dan kepala rumah tangga yang
berkesinambungan

. Meningkatkan kemampuan pemahaman

dan pengetahuan teknologi bagi seluruh
anak didik (pelajar, siswa dan
mahasiswa)

. Memperbesar anggaran (biaya)

pengembangan syiar dan syariat islam

. Memperluas kepedulian sosial

. Memperkuat persatuan dan kesatuan

umat islam

Mewujudkan Kota Langsa sebagai
pusat pengembangan syariat islam

Mewujudkan masyarakat Kota Langsa
yang muslim secara kaffah

Mengembangkan informasi teknologi

yang bernuansa islami

Mewujudkan kota langsa yang
Baldatun Thaibah
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
KOTA LANGSA TAHUN 2007-2027

(1)

(2)

(3)

(4)

10.

11.

BIDANG EKONOMI DAN SDA
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah

Meningkatkan ketahanan ketersediaan
pangan

Memperluas kesempatan kerja dan
kesempatan usaha

Meningkatkan nilai tambah hasil produksi
masyarakat di sektor-sektor potensial

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
miskin melalui pengembangan usaha
produktif dengan bantuan modal usaha

Mengurangi angka pengangguran

Mengembangkan kawasan-kawasan
tertinggal

Meningkatkan kuantitas dan kualitas
produksi pertanian, perkebunan dan
perikanan

Mengembangkan industri pengolahan
(agro industri)

Meningkatkan kemampuan keuangan
daerah dari sumber PAD

Meningkatkan pemanfaatan dan
pengelolaan potensi sumber daya alam
secara optimal

10.

11.

BIDANG EKONOMI DAN SDA
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah

Memantapkan ketahanan ketersediaan
pangan

Memperluas kesempatan kerja dan
kesempatan usaha

Meningkatkan nilai tambaj hasil
produksi masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat miskin melalui bantuan
modal usaha

Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat miskin melalui bantuan
modal usaha

Meningkatkan kuantitas komoditi ekspor
hasil olahan

Meningkatkan kemampuan PAD

Memanfaatkan potensi sumber daya
alam yang optimal

Memantapkan fungsi pelabuhan
kuala langsa sebagai pelabuhan
bertaraf internasional

Meningkatkan kualitas usaha mikro,
kecil dan menengah dan usaha industri
lainnya

10.

BIDANG EKONOMI DAN SDA
Memelihara pertumbuhan ekonomi
daerah yang tinggi

Memantapkan ketahanan pangan

Menjamin ketersediaan lapangan usaha
dan lapangan kerja

Menjamin kesejahteraan masyarakat
terutama golongan miskin

Menjadikan kawasan-kawasan cepat
tumbuh menjadi sentra produksi yang
berorientasi ekspor

Menjamin ketersediaan anggaran biaya
pembangunan daerah yang memadai

Melakukan intensifikasi pemanfaatan
sumberdaya alam

Mengoptimalkan aktivitas pelabuhan
Kuala Langsa dalam perdagangan
luar negeri

Menciptakan kemandirian usaha kecil
dan menengah

B.
1.

10.

11.

BIDANG EKONOMI DAN SDA
Mewujudkan ekonomi Kota Langsa
menjadi pusat pertumbuhan
ekonomi yang strategis

Memantapkan ketahanan pangan

Mewujudkan petani modern dan
tangguh

Menjamin kesejahteraan masyarakat
miskin

Memajukan industri modern yang
berbasis sumberdaya lokal dan
berorientasi ekspor

Memantapkan eksistensi kawasan-
kawasan sentra produksi

Menjamin ketersediaan anggaran
biaya pembangunan daerah yang
memadai

Mengoptimalkan intensifikasi dan
pembaharuan sumber daya alam

Memantapkan pelabuhan kuala
langsa sebagai pelabuhan
internasional

Meningkatkan kualitas produksi yang
berorientasi ekspor

Mewujudkan peningkatan dan
pengembangan tekhnologi modern
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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
KOTA LANGSA TAHUN 2007-2027

(1)

(2)

(3)

4)

12.

13.

14.

15.

Meningkatkan fungsi pelabuhan kuala
langsa dalam aktivitas perdagangan
domestik dan luar negeri

Mengembangkan usaha mikro, kecil dan
menengah, koperasi dan usaha industri
lainnya

Mengembangkan teknologi industri dan
pertanian

Meningkatkan keterampilan pelaku usaha
tani/nelayan

BIDANG SOSIAL BUDAYA
Meningkatkan kualitas SDM dalam
penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi

Meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan sosial
masyarakat, terutama penyandang masalah
sosial

Mengembangkan dan melestarikan nilai-
nilai budaya asli daerah

Meningkatkan peranan perempuan dalam
pembangunan daerah

BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Memperlancar hubungan antar wilayah,
antar kawasan sentra produksi dan usaha
perdagangan

12.

13.

14.

Meningkatkan kualitas usaha industri
yang berorientasi ekspor

Meningkatkan kemampuan
pemanfaatan teknologi

Meningkatkan keterampilan dan
kemampuan pelaku usaha tani/nelayan
pengelola koperasi, pelaku industri

BIDANG SOSIAL BUDAYA
Meningkatkan kualitas penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi modern

Meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat

Memberdayakan masyarakat
penyandang masalah sosial

Mengawasi nilai-nilai budaya asing yang
bertentangan dari syariat islam

Menjamin peran perempuan dalam
pembangunan daerah

BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Menjamin kelancaran hubungan antar
wilayah, antar kawasan sentra produksi
dan usaha perdagangan

12.

13.

14.

Meningkatkan kualitas produksi industri
orientasi ekspor

Peningkatan pemanfaatan teknologi
moderen

Mewujudkan kemandirian petani/
nelayan, pengelola koperasi, pelaku
industri

BIDANG SOSIAL BUDAYA
Menjamin kualitas penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi moderen
serta kapasitas lembaga pendidikan

Meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat

Memberdayakan dan membina
masyarakat penyandang masalah
sosial

Meningkatkan pengembangan nilai-nilai
budaya daerah yang mengandung
nilai-nilai positif dalam pembangunan
daerah

Meningkatkan peranan perempuan
dalam pembangunan daerah

BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Memantapkan pengembangan
prasarana pada sektor-sektor yang
mempunyai nilai ekonomi dan nilai
sosial yang lebih tinggi

BIDANG SOSIAL BUDAYA
Memantapkan kualitas kelembagaan
pendidikan

Memelihara kualitas derajat
kesehatan masyarakat

Membina dan mensejahterakan
masyarakat penyandang masalah
sosial

Melestarikan nilai-nilai budaya daerah
yang positif bagi pembangunan daerah

BIDANG PRASARANA DAN SARANA
Menjamin ketersediaan prasarana
(infrastruktur) yang memadai dan
berdaya saing
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KOTA LANGSA TAHUN 2007-2027

(1)

(2)

(3)

4)

Mempermudah akses masyarakat dalam
mendapatkan informasi, pelayanan dan
kehidupan yang layak

Meningkatkan kualitas prasarana dan
sarana pelayanan publik

Meningkatkan ketersediaan anggaran
biaya pembangunan prasarana dan sarana

BIDANG POLITIK, HUKUM DAN
KEAMANAN

Mewujudkan kestabilan politik dan
keamanan

Menegakkan dan melaksanakan hukum
tanpa diskriminasi

Menumbuhkan kesadaran hukum
dikalangan masyarakat

BIDANG PEMERINTAHAN

Menciptakan pemerintahan yang bersih,
amanah dan berwibawa

(good governance)

Meningkatkan kualitas SDM aparatur
Meningkatkkan kualitas pelayanan publik

Meningkatkan koordinasi antar lembaga
pemerintah

Mengembangkan sistem penghargaan
(isentif) dan sanksi di kalangan aparatur

. Mepermudah masyarakat dalam

mendapatkan pelayanan pemerintah

. Meningkatkan kualitas pelayanan

publik

. Meningkatkan ketersediaan anggaran

biaya pembangunan

. BIDANG POLITIK, HUKUM DAN

KEAMANAN

. Memantapkan kestabilan politik dan

keamanan

. Melaksanakan penegakan hukum tanpa

diskriminasi

. Menumbuhkan kesadaran hukum

dikalangan masyarakat

. Menciptakan pemerintahan yang bersih,

amanah dan berwibawa
(good governance)

. Meningkatkan kualitas SDM aparatur
. Meningkatkkan kualitas pelayanan publik

. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi

antar lembaga pemerintah daerah

. Memantapkan penerapan sistem

penghargaan (isentif) dan sanksi bagi
terhadap aparatur

. Melibatkan kalangan dunia usaha,

terutama perusahaan-perusahaan
besar dalam pengembangan prasarana
dan sarana

. Menjamin ketersediaan anggaran biaya

pembangunan sarana dan prasarana

. Meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pemeliharaan parasarana dan
sarana

. BIDANG POLITIK, HUKUM DAN

KEAMANAN

. Memantapkan stabilitas politik dan

keamanan

. Melaksanakan penegakan hukum tanpa

diskriminasi

. Menumbuhkan kesadaran hukum

dikalangan masyarakat

. Memelihara pemerintahan yang bersih,

amanah dan berwibawa
(good governance)

. Meningkatkan kualitas SDM aparatur
. Memantapkan kualitas pelayanan publik

. Mengefektifkan koordinasi, sinkronisasi

dan sinergitas antar lembaga
pemerintahan

Menyertakan keterlibatan pihak
swasta dalam pengembangan
prasarana dan sarana

Menjamin ketersediaan anggaran/
biaya pembangunan sarana dan
prasarana

Meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pemeliharaan prasarana dan
sarana

BIDANG POLITIK, HUKUM DAN
KEAMANAN

Memantapkan stabilitas pilitik dan
keamanan

Melaksanakan penegakan hukum tanpa
diskriminasi

Menumbuhkan kesadaran hukum
dikalangan masyarakat

Memelihara pemerintahan yang bersih,
amanah dan berwibawa
(good governance)

Meningkatkan kualitas SDM aparatur
Menjamin kualitas pelayanan publik

Mengefektifkan koordinasi, sinkronisasi
dan sinergitas antar lembaga
pemerintahan
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Strategi Pembangunan Jangka Panjang Menurut Lima Tahun

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)

KOTA LANGSA TAHUN 2007-2027

KEBIJAKAN
TAHUN
2007-2011 2012-2016 2017-2021 2022-2027
1) (2) (3) 4
BIDANG AGAMA . BIDANG AGAMA . BIDANG AGAMA BIDANG AGAMA

Meningkatkan dakwah islamiah di seluruh
desa

Membentuk majelis-majelis teklim baik
dikecamatan maupun di desa-desa

Meningkatkan sarana pendukung bagi MPU
dan kesejahteraan pemuka agama, dan
guru pesantren

Mengaktifkan shalat berjamaah lima waktu
dan ceramah agama di setiap mesjid dan
meunasah

Mengaktifkan shalat berjamaah dhuhur
dan ashar, dan ceramah agama di seluruh
perkantoran dan sekolah-sekolah

Menyediakan perpustakaan bermateri
pengetahuan agama dan umum, baik di
masjid, meunasah, pesantren dan balai
pengajian (balee seumeubeut)

Membentuk baitul maal mulai dari
kabupaten sampai ke desa-desa

Meningkatkan kesadaran seluruh unsur
masyarakat untuk membayar zakat serta
berinfag dan bersadagah

. Meningkatkan kualitas dakwah islamiah

diseluruh desa

. Meningkatkan peranan majelis-majelis

taklim

. Mengaktifkan shalat berjamaah lima

waktu dan ceramah-ceramah agama
selesai shalat

. Meningkatkan kualitas sarana

perpustakaan di lembaga-lembaga
keagamaan

. Meningkatkan peranan baitul maal

. Meningkatkan kesadaran masyarakat

untuk beramal shalih

. Memelihara kualitas prasarana ibadah

. Memperkuat hubungan silaturrahim

antar anggota masyarakat dan
memelihara perdamaian yang abadi

. Meningkatkan kualitas dakwah islamiah

diseluruh desa

. Meningkatkan peranan majelis-majelis

taklim

. Mengaktifkan shalat berjamaah lima

waktu dan ceramah-ceramah agama
selesai shalat

. Memantapkan kualitas sarana

perpustakaan di lembaga-lembaga
keagamaan

. Meningkatkan kualitas keterampilan

para santri di bidang tekhnologi

. Memantapkan kesadaran masyarakat

dalam untuk beramal shalih

. Memantapkan peran MPU dan pemuka-

pemuka agama dalam bidang
keagamaan

. Menjaga dan memperkuat hubungan

silaturrahim antar anggota masyarakat
dan memelihara perdamaian yang
abadi

Meningkatkan fungsi masjid-masjid
dan meunasah-meunasah sebagai
pusat pengembangan syariat islam

Menyemarakkan dan meningkatkan
kualitas penyelenggaraan hari-hari
besar islam

Mewujudkan suasana kehidupan kota
yang bernuansa islami

Memelihara kualitas sarana
perpustakaan dan materinya, baik
pengetahuan umum (duniawi) maupun
pengetahuan agama (ukhrawi)

Mewujudkan kehidupan keseharian
masyarakat atas dasar ridha Allah
(Minallahi Ridhwana)

Memantapkan kesadaran dan
kepedulian sosial
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9. Membangun/merehap dan meningkatkan
kualitas parasarana peribadatan

10. Menjalin dan memperkuat hubungan
silaturrahmi sesama anggota masyarakat

B. BIDANG EKONOMI DAN SDA
1. Meningkatkan nilai tambah produksi sektor
sekunder, tersier dan primer

2. Mendorong peningkatan kuantitas, kualitas
produksi pertanian, perkebunan dan
perikanan

3. Menyediakan balai benih dan saprodi

4. Membangun dan mengembangkan
parasarana ekonomi dan pertanian
(tanaman pangan, perkebunan dan
perikanan)

5. Mengidentifikasi peluang investasi di sektor
ekonomi yang potensial

6. Mendorong pengembangan industri
pengolahan (agro-industri)

7. Mengembangkan tempat pengolahan dan
pengawetan ikan

8. Membantu dan memberdayakan
masyarakat miskin

9. Meningkatkan aktivitas-aktivitas MPU
dan pemuka-pemuka agama dalam
bidang keagamaan

10. Menumbuhkan kesadaran dan
kepedulian sosial

B. BIDANG EKONOMI DAN SDA
1. Memantapkan nilai tambah produksi
sektor sekunder, tersier dan primer

2. Memelihara kualitas prasarana ekonomi
dan pertanian di kawasan sentra-sentra
produksi

3. Menyediakan benih dan bibit unggul
untuk sektor pertanian

4. Membuka peluang untuk para investor
domestik dan asing

5. Mengembangkan industri pengolahan
hasil-hasil pertanian perkebunan
dan perikanan

6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas
produksi pertanian, perkebunan dan
perikanan untuk komoditi ekspor

7. Membantu dan memberdayakan
masyarakat miskin

8. Membangun balai latihan kerja yang
berkualitas

. Meningkatkan kesadaran terhadap

kepedulian sosial

. BIDANG EKONOMI DAN SDA
. Menetapkan nilai tambah produksi

sektor sekunder, tersier dan primer

. Meningkatkan kemampuan petani

untuk menghasilkan bibit/benih unggul

. Mendatangkan para investor baik

domestik maupun asing untuk
memanfaatkan potensi SDA, dengan
mengusahakan berbagai kemudahan
(isentif)

. Menjamin iklim yang kondusif bagi

pengembangan investasi

. Meningkatkan kualitas berbagai jenis

komodiiti ekspor

. Memberdayakan masyarakat miskin

. Memantapkan eksistensi industri-

industri pengolahan dan koperasi

. Mengembangkan dan meningkatkan

fungsi balai latihan kerja

B. BIDANG EKONOMI DAN SDA
1. Memelihara nilai tambah produksi
sektor sekunder, tersier dan primer

2. Menumbuhkembangkan usaha
wiraswasta

3. Mengintensifkan usaha perkebunan,
tanaman pangan dan perkebunan

4. Meningkatkan kemampuan petani untuk
berinovasi dan bermitra dengan usaha-
usaha besar yang ada

5. Memajukan industri-industri pengolahan
dengan penerapan tekhnologi modern

6. Menjalin kerjasama luar negeri dibidang
industri modern

7. Memprioritaskan pengembangan dan
pembangunan kawasan cepat tumbuh

8. Meningkatkan kemampuan keuangan,
kualitas pelaku usaha ekonomi daerah
dan koperasi
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Meningkatkan keterampilan tenaga kerja/
angkatan kerja yang menganggur

Mengidentifikasi potensi kawasan cepat
tumbuh yang produktif

Mengiventarisir permasalahan dan
kebutuhan pembangunan kawasan
tertinggal dan kawasan-kawasan kumuh

Meningkatkan keterampilan petani/
pekebun/nelayan dan pengelola koperasi,
serta menyediakan bantuan modal usaha

Menganalisis dan menghitung potensi
pendapatan asli daerah

Membuat rencana ganun tentang
sumbangan pihak ketiga

Mengidentifikasi potensi SDA yang mungkin
dikembangkan

Menjalin kerjasama dengan Pelindo I
dalam pembangunan pelabuahan Kuala
Langsa

9. Membina pengembangan sektor
ekonomi di kawasan-kawasan cepat
tumbuh

10. Membangun prasarana dasar di
kawasan-kawasan tertinggal dan
kawasan-kawasan kumuh

11. Memperluas jaringan pasar bagi
komoditas ekspor

12. Memperluas objek-objek sumber
pendapatan asli daerah

13. Memanfaatkan potensi SDA secara
produktif

14. Menjalin kerjasama perdagangan
luar negeri

15. Meningkatkan kualitas usaha mikro,
kecil dan menengah dan koperasi

16. Meningkatkan kuantitas dan kualitas
produksi industri

17. Meningkatkan penggunaan teknologi
modern di bidang pertanian dan
industri

18. Membangun infrastruktur ekonomi
yang memadai

9. Mengembangkan sektor ekonomi
berkapasitas ekpor di kawasan-
kawasan cepat tumbuh

10. Memperluas objek-objek/sumber
pendapatan asli daerah

11. Memanfaatkan potensi SDA secara
produktif

12. Meningkatkan aktivitas perdagangan
antar pulau dan antar negara
melalui pelabuhan kuala langsa

13. Memantapkan kesinambungan
kuantitas dan kualitas produksi
industri (agro-industri)

14. Meningkatkan penggunaan teknologi
moderen di bidang pertanian dan
industri

15. Meningkatkan infrastruktur ekonomi
yang memadai dan menunjang
peluang investasi

9. Menjalin hubungan kerjasama
internasional, bidang perdagangan dan
jasa bagi pengembangan pelabuhan
kuala langsa

10. Penggunaan tekhnologi modern di
bidang pertanian dan industri
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10.

BIDANG SOSIAL BUDAYA
Meningkatkan kualitas prasarana dan
sarana pendidikan mulai dari TK sampai
dengan perguruan tinggi

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan

Melengkapi peralatan laboratorium
sekolah menengah dan perguruan tinggi

Mengembangkan kegiatan praktikum

Merekrut tenaga pendidik yang berkualitas
di bidang bahasa inggris dan matematika

Meningkatkan anggaran biaya
pembangunan pendidikan

Meningkatkan kualitas prasarana dan
sarana kesehatan baik rumah sakit umum
maupun puskesmas/puskesmas pembantu

Merekrut tenaga dokter (spesialis dan
umum) dan tenaga kesehatan yang
bermutu dan profesional

Meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga
kesehatan

Mendistribusikan/menempatkan tenaga
kesehatan secara merata

10.

BIDANG SOSIAL BUDAYA
Meningkatkan kualitas prasarana dan
sarana pendidikan mulai dari TK sampai
dengan perguruan tinggi

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik
dan tenaga kependidikan

Meningkatkan kegiatan praktikum

Mengembangkan pendidikan kejuruan

Mengembangkan tekhnologi pendidikan

Mengalokasikan anggaran sesuai
dengan prioritas pembangunan
pendidikan

Meningkatkan ketersediaan prasarana
dan sarana kesehatan yang berkualitas

Menggunakan tekhnologi bidang
kesehatan

Meningkatkan kualitas tenaga dokter
dan tenaga kesehatan berikut
penempatan secara merata

Mewujudkan kemandirian masyarakat
penyandang masalah sosial

. BIDANG SOSIAL BUDAYA
. Meningkatkan kerjasama luar negeri

dalam pengembangan teknologi
moderen disemua jenjang pendidikan

. Memanfaatkan tekhnologi modern

dalam pelayanan kesehatan

. Meningkatkan kemampuan tenaga

medis dalam penggunaan teknologi
moderen untuk pelayanan kesehatan

. Mewuijudkan kehidupan mandiri

bagi masyarakat penyandang masalah
sosial

. Membina dan memberdayakan anak-

anak yatim, fakir miskin dan para janda

. Meningkatkan kepedulian sosial bagi

seluruh masyarakat

. Meningkatkan ketersediaan anggaran

biaya untuk pembinaan dan pelayanan
sosial

. Melestarikan nilai-nilai budaya asli

daerah dan membatasi nilai-nilai
budaya asing yang berdampak negatif
bagi kehidupan masyarakat

. Memanfaatkan sumberdaya perempuan

sesuai dengan fitrah dan kodratnya
dalam pembangunan masyarakat
dan daerah

BIDANG SOSIAL BUDAYA
Menjalin kerjasama universitas-
universitas luar negeri terutama di
bidang pertanian dan industri

Menggunakan teknologi moderen
dalam pelayanan kesehatan

Meningkatkan kuantitas tenaga dokter
dan tenaga medis yang menguasai
teknologi bidang kesehatan

Meningkatkan kemandirian penyandang
masalah sosial

Membina dan memberdayakan anak-
anak yatim dan para janda

Meningkatkan kepedulian sosial bagi
seluruh masyarakat

Melestarikan nilai-nilai budaya asli
daerah dan membatasi nilai-nilai
budaya asing yang berdampak negatif
bagi kehidupan masyarakat

Memanfaatkan sumberdaya perempuan
sesuai dengan fitrah dan kodratnya
dalam pembangunan masyarakat dan
daerah
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Memberdayakan masyarakat penyandang
masalah sosial

Membina dan menyantuni anak-anak yatim
dan para janda

Menginventarisasi anggota masyarakat
yang menyandang masalah sosial, serta
menyediakan sarana dan prasarana untuk
penampungan, pemberdayaan dan
pembinaannya

Meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap kepedulian sosial

Meningkatkan peranan LAKA

Mengadakan festival budaya daerah

Meningkatkan kualitas sumberdaya
perempuan

BIDANG SARANA DAN PRASARANA
Menyediakan/membangun dan
merehabilitasi prasarana jalan di kawasan
perkotaan

Membangun prasarana jalan dan jembatan
yang mempercepat pengembangan
kawasan-kawasan cepat tumbuh/sentra-
sentra produksi

Meningkatkan kualitas pelayanan listrik,
air bersih, dan telekomunikasi

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Membina dan memberdayakan anak-
anak yatim, fakir miskin dan para
janda

Meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap kesehatan dan menjaga
lingkungan yang sehat

Memberdayakan masyarakat yang
menyandang masalah sosial

Membina dan menyantuni para anak
yatim, janda dan orang-orang jompo

Meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk melestarikan nilai-nilai budaya
asli daerah

Meningkatkan peranan LAKA

Memberikan peluang bagi perempuan
untuk berperan dalam setiap proses
pembangunan daerah

BIDANG SARANA DAN PRASARANA
Menyediakan/membangun dan
merehabilitasi prasarana jalan di
kawasan perkotaan

Meningkatkan kualitas prasarana jalan
dan jembatan dalam kawasan cepat
tumbuh/sentra-sentra produksi

Meningkatkan kualitas jaringan
pelayanan listrik, air bersih dan
telekomunikasi

. BIDANG SARANA DAN PRASARANA
. Memelihara kualitas prasarana jalan

dan jembatan di kawasan perkotaan

. Memelihara/merehabilitasi prasarana

jalan dan jembatan dalam kawasan-
kawasan cepat tumbuh/sentra-sentra
produksi

. Menjalin kerjasama dengan pihak

swasta dalam bidang pengembangan
prasarana dan sarana

BIDANG SARANA DAN PRASARANA
Mengoptimalkan penyediaan sarana dan
prasarana

Memperkuat hubungan kerjasama
dengan para pengusaha/investor asing
dalam pembangunan prasarana dan
sarana

Mengalokasikan anggaran/biaya yang
memadai untuk pengembangan
prasarana dan sarana
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Membantu membangun perumahan layak
huni kepada kaum dhuafa dan kawasan-
kawasan kumuh

Menyediakan/membangun prasarana
dan sarana yang mendukung kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan
permukiman

Menyediakan prasarana dan sarana yang
memadai bagi pemadam kebakaran

Membangun prasarana dan sarana
pelabuhan Kuala Langsa

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN

Meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman politik seluruh lapisan
masyarakat

Mewujudkan perdamaian yang abadi
Memelihara kesatuan dan persatuan
Menjaga keamanan dan ketertiban

Menegakkan hukum yang adil

Menyediakan sarana/prasarana yang
memadai

Menumbuhkan pemahaman yang baik
tentang hukum (produk-produknya) di
kalangan masyarakat

Meningkatkan kualitas aparatur penegak
hukum

. Mningkatkan kualitas perumahan kaum

dhuafa dan kawasan-kawasan kumuh

. Memelihara kualitas prasarana

dan sarana yang mendukung
kebersihan, keindahan dan kenyamanan
lingkungan pemukiman

. Memelihara kualitas prasarana dan

sarana pemadam kebakaran

. Meningkatkan kualitas prasarana dan

sarana pelabuhan kuala langsa

. BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN

KEAMANAN

. Meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman politik seluruh lapisan
masyarakat

. Melestarikan perdamaian yang abadi
. Memelihara kesatuan dan persatuan
. Memelihara keamanan dan ketertiban

. Menegakkan dan menjalankan hukum

yang adil

. Meningkatkan kualitas sarana dan

prasarana

. Meningkatkan partisipasi anggota

masyarakat dalam memelihara
stabilitas politik dan keamanan

. Meningkatkan pemahaman tentang

hukum (produk-produknya) di kalangan
masyarakat

4, Memantapkan kualitas prasarana dan
sarana pelabuhan kuala langsa

E. BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN

1. Memantapkan pengetahuan dan
pemahaman politik seluruh lapisan
masyarakat

2. Memelihara perdamaian yang abadi
3. Memelihara kesatuan dan persatuan
4. Memelihara keamanan dan ketertiban

5. Melaksanakan hukum yang adil

6. Memelihara kualitas sarana dan
prasarana

7. Memantapkan partisipasi anggota
masyarakat dalam menjaga stabilitas
politik dan keamanan

8. Memantapkan pemahaman tentang
hukum (produk-produknya) di kalangan
masyarakat

E. BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN

1. Memantapkan pengetahuan dan
pemahaman politik seluruh lapisan
masyarakat

2. Memelihara perdamaian yang abadi
3. Memelihara kesatuan dan persatuan
4. Memelihara keamanan dan ketertiban

5. Melaksanakan hukum yang adil

6. Memelihara kualitas sarana dan
prasarana

7. Membudayakan partisipasi masyarakat
dalam menjaga stabilitas politik dan
keamanan

8. Memantapkan pemahaman masyarakat
tentang hukum (produk-produknya)
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BIDANG PEMERINTAHAN
Meningkatkan disiplin kinerja aparatur
pemerintah

Memberikan peluang untuk melanjutkan
pendidikan dan pelatihan serta bantuan-
bantuan lainnya

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur
pemerintahan yang memadai

Meningkatkan kesejahteraan aparatur
Melibatkan tenaga independen dalam
monitoring, evaluasi dan pengawasan

Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi
antar lembaga pemerintah

. Meningkatkan kualitas aparatur

penegak hukum

. BIDANG PEMERINTAHAN
. Memantapkan disiplin kinerja aparatur

pemerintah

. Memberikan peluang untuk melanjutkan

pendidikan dan pelatihan serta bantuan-
bantuan lainnya

. Memantapkan kualitas infrastruktur

pemerintah

. Menjamin kesejahteraan aparatur

. Memantapkan pengawasan dan

evaluasi

. Meningkatkan koordinasi dan

sinkronisasi antar lembaga pemerintah

[y

Memantapkan kualitas aparatur
penegak hukum dan meningkatkan
kerjasamanya

BIDANG PEMERINTAHAN
Meningkatkan pemantapan disiplin
kinerja aparatur pemerintah

Memberikan peluang untuk melanjutkan
pendidikan dan pelatihan serta bantuan-
bantuan lainnya

Memantapkan kualitas infrastruktur
pemerintah

Menjamin kesejahteraan aparatur
Memantapkan pengawasan dan
evaluasi

Meningkatkan koordinasi dan
sinkronisasi antar lembaga pemerintah

Mewujudkan aparatur penegak hukum
yang profesional, jujur dan disiplin

BIDANG PEMERINTAHAN
Meningkatkan pemantapan disiplin
kinerja aparatur pemerintah

Memberikan peluang untuk melanjutkan
pendidikan dan pelatihan serta bantuan-
bantuan lainnya

Memelihara kualitas infrastruktur
pemerintah

Memantapkan pengawasan dan
evaluasi

Memantapkan koordinasi dan
sinkronisasi antar lembaga pemerintah
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BAB IV
PENUTUP

Dokumen RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Kota Langsa
Tahun 2007-2027 ini disusun berlandaskan pada hasil pencermatan dan
analisis terhadap potensi dan kondisi daerah, di samping juga merespon
permasalahan dan dinamika kehidupan masyarakat serta perkiraan
kebutuhan pembangunannya. Berbagai masukan dari seluruh stakeholders
(pemangku kepentingan) di daerah juga menjadi salah satu aspirasi dan
substansi yang dimuat di dalam dokumen ini. Strategi dan arah kebijakan
pembangunan yang dimaktub di dalam RPJP ini diharapkan sesuai dengan
perkembangan dan mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang teiah

dan akan terjadi.

Keberadaan RPJP ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh
seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan seluruh pemangku
kepentingan pembangunan dan penyelenggara pemerintahan daerah. Yang
paling penting dan mendasar, dokumen ini dapat dijadikan sebagai pedoman
di dalam menyusun RPIJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)
Daerah Kota Langsa, Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD, Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Selain itu, dokumen RPJP ini juga menjadi rujukan dan pedoman oleh
pimpinan daerah (eksekutif dan legislatif) serta kalangan dunia usaha
(swasta) dan masyarakat umum lainnya di dalam proses pembangunan
daerah untuk kurun wakru jangka panjang (20 tahun) ke depan, terutama di
dalam membawa perubahan daerah dan masyarakat Kota langsa ke arah

yang lebih baik dan sejahtera.
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Lampiran

JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK, SEX RATIO, DEPENDENCY RATIO
KOTA LANGSA, TAHUN 2000-205 DAN PROYEKSI 2006-2027

TAHUN LAKI-LAKI = PEREMPUAN JUMLAH KEPADATAN SEX DEPENDENCY

PER Km2 RATIO RATIO

2000 61.799 62.181 123.980 472 99,39
2001 63.635 63.626 127.261 485 100,01 69,56
2002 64.369 64.333 128.702 490 100,06 69,57
2003 62.115 65.074 127.189 496 100,06 77,71
2004 68.456 67.927 136.383 520 100,78 54,59
2005 68.518 69.068 137.586 524 99,20 52,2
2006 69.947 70.534 140.481 535 99,17 48,58
2007 71.405 72.032 143.437 547 99,13 45,22
2008 72.894 73.561 146.455 558 99,09 42,09
2009 74.414 75.123 149.537 570 99,06 39,17
2010 75.965 76.718 152.683 582 99,02 36,46
2011 77.549 78.346 155.895 594 98,98 33,93
2012 79.166 80.010 159.176 607 98,95 31,58
2013 80.817 81.708 162.525 619 98,91 29,40
2014 82.501 83.443 165.944 632 98,87 27,36
2015 84.222 85.214 169.436 646 98,84 25,47
2016 85.978 87.023 173.001 659 98,80 23,70
2017 87.770 88.871 176.641 673 98,76 22,06
2018 89.600 90.758 180.358 687 98,72 20,53
2019 91.469 92.684 184.153 702 98,69 19,11
2020 93.376 94.652 188.028 717 98,65 17,79
2021 95.323 96.662 191.985 732 98,61 16,55
2022 97.310 98.714 196.024 747 98,58 15,41
2023 99.339 100.809 200.148 763 98,54 14,34
2024 101.410 102.950 204.360 779 98,50 13,35
2025 103.525 105.135 208.660 795 98,47 12,42
2026 105.683 107.367 213.050 812 98,43 11,56
2027 107.887 109.647 217.534 829 98,39 10,76

Sumber :

2000-2004 : Langsa Dalam Angka, BPS

2005 : SPAN 2005, BRR dan Database Pemerintah Kota Langsa

2006-2027 : Hasil Proyeksi



PERKEMBANGAN MURID DAN GURU SD/MI
DI KOTA LANGSA 2002-2005 DAN PROYEKSI 2006-2027

TAHUN JUMLAH MURID JUMLAH GURU RASIO GURU-MURID
SD MI TOTAL SD MI TOTAL SD MI

2002 16.174 2.524 18.698 771 81 852 1:21 1:31
2003 16.269 626 1:26
2004 16.066 678 1:24
2005 16.802 2.918 19.720 682 98 780 1:25 1:30
2006 16.930 3.063 19.993 847 104 951 1:20 1:29
2007 17.060 3.214 20.274 853 161 1.014 1:20 1:20
2008 17.190 3.374 20.564 860 169 1.029 1:20 1:20
2009 17.322 3.541 20.863 866 177 1.043 1:20 1:20
2010 17.454 3.716 21.170 873 186 1.059 1:20 1:20
2011 17.588 3.900 21.488 879 195 1.074 1:20 1:20
2012 17.722 4.093 21.815 886 205 1.091 1:20 1:20
2013 17.858 4.296 22.154 893 215 1.108 1:20 1:20
2014 17.994 4.509 22.503 900 225 1.125 1:20 1:20
2015 18.132 4.732 22.864 907 237 1.144 1:20 1:20
2016 18.271 4.967 23.238 914 248 1.162 1:20 1:20
2017 18.410 5.213 23.623 921 261 1.182 1:20 1:20
2018 18.551 5.471 24.022 928 274 1.202 1:20 1:20
2019 18.693 5.742 24.435 935 287 1.222 1:20 1:20
2020 18.836 6.026 24.862 942 301 1.243 1:20 1:20
2021 18.980 6.325 25.305 949 316 1.265 1:20 1:20
2022 19.125 6.638 25.763 956 332 1.288 1:20 1:20
2023 19.272 6.967 26.239 964 348 1.312 1:20 1:20
2024 19.419 7.312 26.731 971 366 1.337 1:20 1:20
2025 19.567 7.675 27.242 978 384 1.362 1:20 1:20
2026 19.717 8.055 27.772 986 403 1.389 1:20 1:20
2027 19.868 8.454 28.322 993 423 1.416 1:20 1:20

Sumber :

2000-2004 : Langsa Dalam Angka, BPS

2005 ; SPAN 2005, BRR dan Database Pemerintah Kota Langsa

2006-2027 : Hasil Proyeksi



PERKEMBANGAN MURID DAN GURU SMP/MTs
DI KOTA LANGSA 2002-2005 DAN PROYEKSI 2006-2027

TAHUN JUMLAH MURID JUMLAH GURU RASIO GURU-MURID
SMP MTs TOTAL SMP MTs TOTAL SMP MTs

2002 6.833 2.704 9.537 266 180 446 1:26 1:15
2003 6.624 268 1:25
2004 6.926 346 1:20
2005 7.552 2.605 10.157 442 202 644 1:17 1:13
2006 7.808 2.573 10.381 459 198 657 1:17 1:13
2007 8.073 2.541 10.614 475 195 670 1:17 1:13
2008 8.347 2.510 10.857 491 193 684 1:17 1:13
2009 8.630 2.479 11.109 508 191 699 1:17 1:13
2010 8.922 2.448 11.370 525 188 713 1:17 1:13
2011 9.225 2.418 11.643 543 186 729 1:17 1:13
2012 9.538 2.388 11.926 561 184 745 1:17 1:13
2013 9.861 2.358 12.219 580 181 761 1:17 1:13
2014 10.196 2.329 12.525 600 179 779 1:17 1:13
2015 10.541 2.300 12.841 620 177 797 1:17 1:13
2016 10.899 2.272 13.171 641 175 816 1:17 1:13
2017 11.268 2.244 13.512 663 173 836 1:17 1:13
2018 11.651 2.216 13.867 685 170 855 1:17 1:13
2019 12.046 2.189 14.235 709 168 877 1:17 1:13
2020 12.454 2.162 14.616 733 166 899 1:17 1:13
2021 12.877 2.135 15.012 757 164 921 1:17 1:13
2022 13.313 2.109 15.422 783 162 945 1:17 1:13
2023 13.765 2.083 15.848 810 160 970 1:17 1:13
2024 14.231 2.057 16.288 837 158 995 1:17 1:13
2025 14.714 2.031 16.745 866 156 1.022 1:17 1:13
2026 15.213 2.006 17.219 895 154 1.049 1:17 1:13
2027 15.729 1.982 17.711 925 152 1.077 1:17 1:13

Sumber :

2000-2004 : Langsa Dalam Angka, BPS

2005 ; SPAN 2005, BRR dan Database Pemerintah Kota Langsa

2006-2027 : Hasil Proyeksi



PERKEMBANGAN MURID DAN GURU SMA/MA
DI KOTA LANGSA 2002-2005 DAN PROYEKSI 2006-2027

TAHUN JUMLAH MURID JUMLAH GURU RASIO GURU-MURID
SMA MA TOTAL SMA MA TOTAL SMA MA
2002 2.777 1.220 3.997 118 11 129 1:24 1:11
2003 4.686 181 1:26
2004 4.246 256 1:17
2005 4,577 1.931 6.508 291 134 425 1:16 1:14
2006 4,934 2.135 7.069 290 136 426 1:17 1:16
2007 5.318 2.359 7.677 313 139 452 1:17 1:17
2008 5.733 2.608 8.341 337 153 490 1:17 1:17
2009 6.180 2.883 9.063 364 170 534 1:17 1:17
2010 6.622 3.187 9.809 392 187 579 1:17 1:17
2011 7.181 3.523 10.704 422 207 629 1:17 1:17
2012 7.741 3.894 11.635 455 229 684 1:17 1:17
2013 8.344 4.305 12.649 491 253 744 1:17 1:17
2014 8.995 4.758 13.753 529 280 809 1:17 1:17
2015 9.696 5.260 14.956 570 309 879 1:17 1:17
2016 10.452 5.814 16.266 615 342 957 1:17 1:17
2017 11.267 6.427 17.694 663 378 1.041 1:17 1:17
2018 12.145 7.014 19.159 714 418 1.132 1:17 1:17
2019 13.092 7.853 20.945 770 462 1.232 1:17 1:17
2020 14.112 8.681 22.793 830 511 1.341 1:17 1:17
2021 15.212 9.696 24.908 895 564 1.459 1:17 1:17
2022 16.398 10.607 27.005 965 624 1.589 1:17 1:17
2023 17.677 11.725 29.402 1040 690 1.730 1:17 1:17
2024 19.055 12.961 32.016 1121 762 1.883 1:17 1:17
2025 20.540 14.327 34.867 1208 843 2.051 1:17 1:17
2026 22.141 15.837 37.978 1302 932 2.234 1:17 1:17
2027 23.867 17.506 41.373 1404 1.030 2.434 1:17 1:17
Sumber :

2000-2004 : Langsa Dalam Angka, BPS

2005

: SPAN 2005, BRR dan Database Pemerintah Kota Langsa

2006-2027 : Hasil Proyeksi



PERKEMBANGAN MAHASISWA DAN DOSEN
DI KOTA LANGSA 2002-2005 DAN PROYEKSI 2006-2027

TAHUN JUMLAH JUMLAH RASIO
MAHASISWA DOSEN D:M

2002 4.883 362 1:13
2003
2004 7.113 365 1:19
2005 5.811 406 1:14
2006 6.158 406 1:15
2007 6.526 406 1:16
2008 6.915 406 1:17
2009 7.328 406 1:18
2010 7.766 406 1:19
2011 8.230 411 1:20
2012 8.721 436 1:20
2013 9.242 462 1:20
2014 9.794 490 1:20
2015 10.378 519 1:20
2016 10.998 550 1:20
2017 11.655 583 1:20
2018 12.351 618 1:20
2019 13.088 654 1:20
2020 13.870 693 1:20
2021 14.698 735 1:20
2022 15.576 779 1:20
2023 16.506 779 1:20
2024 17.491 875 1:20
2025 18.536 927 1:20
2026 19.643 982 1:20
2027 20.816 1.041 1:20

Sumber :

2000-2004 : Langsa Dalam Angka, BPS

2005 ; SPAN 2005, BRR dan Database Pemerintah Kota Langsa

2006-2027 : Hasil Proyeksi



PERKEMBANGAN JUMLAH DOKTER DAN PASIEN
DI KOTA LANGSA 2002-2005 DAN PROYEKSI 2006-2027

TAHUN JUMLAH JUMLAH RASIO
DOKTER PASIEN Dr:P

2001 33 2.481 1:75
2002 40 3.121 1:78
2003 69 3.853 1:56
2004 60 2.867 1:48
2005 73 3.009 1:41
2006 89 3.157 1:35
2007 108 3.313 1:31
2008 132 3.477 1:26
2009 161 3.648 1:23
2010 383 3.829 1:10
2011 402 4.018 1:10
2012 422 4.216 1:10
2013 442 4.424 1:10
2014 464 4.643 1:10
2015 487 4.872 1:10
2016 511 5.112 1:10
2017 536 5.365 1:10
2018 563 5.630 1:10
2019 591 5.908 1:10
2020 620 6.200 1:10
2021 651 6.506 1:10
2022 683 6.827 1:10
2023 716 7.164 1:10
2024 752 7.518 1:10
2025 789 7.889 1:10
2026 828 8.279 1:10
2027 869 8.688 1:10

Sumber :

2000-2004 : Langsa Dalam Angka, BPS

2005 : SPAN 2005, BRR dan Database Pemerintah Kota Langsa

2006-2027 : Hasil Proyeksi



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA LANGSA

MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
TAHUN 2000-2005 DAN PROYEKSI TAHUN 2006-2027 (JUTAAN RUPIAH)

TAHUN
LAPANGAN USAHA 2000 2001 2002 2003 2004 2005**
1 2 3 4 5 6 7
. PERTANIAN 92.367,09 93.472,43 95.103,38 97.223,18 100.005,04 100.824,35
1.1. Tanaman Bahan Makanan 15.985,01 16.276,52 16.721,90 17.147,14 17.669,61 18.359,96
1.2. Tanaman Bahan Perkebunan 23.382,35 23.959,89 24.479,82 24.798,06 25.606,42 26.043,34
1.3. Peternakan 17.230,06 17.480,10 17.746,15 18.232,96 18.701,94 19.090,00
1.4. Kehutanan 817,67 814,28 816,34 807,39 805,40 489,28
1.5. Perikanan 34.952,00 34.941,64 35.339,17 36.237,63 37.221,67 36.841,77
. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 2.468,18 2.553,54 2.642,70 2.712,55 2.817,38 2.911,16
2.1. Pertambangan Minyak dan Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Penggalian dan Penggaraman 2.468,18 2.553,54 2.642,70 2.712,55 2.817,38 2.911,16
. INDUSTRI PENGOLAHAN 140.696,07 137.333,44 139.311,04 142.403,74 147.050,91 153.650,51
3.1. Industri Migas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. Industri Tanpa Migas 140.696,07 137.333,44 139.311,04 142.403,74 147.050,91 153.650,51
. LISTRIK DAN AIR MINUM 2.749,20 2.869,01 2.984,30 3.139,04 3.197,46 3.265,76
4.1. Listrik 2.344,67 2.450,16 2.559,25 2.709,36 2.760,24 2.823,33
4.2. Air Minum 404,53 418,85 425,05 429,68 437,22 442,43
5. BANGUNAN/KONTRUKSI 54.292,03 55.839,35 57.654,13 60.311,98 63.460,27 66.216,62
6. PERDAGANGAN HOTEL DAN RESTORAN 152.475,35 158.701,07 165.287,70 173.859,23 183.554,70 191.467,77
6.1. Perdagangan 145.937,41 151.993,81 158.407,95 166.724,37 176.160,97 183.786,03
6.2. Hotel 521,47 521,61 526,75 541,31 551,73 565,87
6.3. Restoran/Rumah Makan 6.016,47 6.185,65 6.353,00 6.593,55 6.842,00 7.115,87
. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 44.421,64 46.023,10 47.920,21 50.115,40 52.052,87 56.488,95
7.1. Pengangkutan Jalan Raya (Darat) 25.509,91 25.798,18 26.115,49 26.475,89 27.013,35 27.615,08
7.2. Pengangkutan Laut, Sungai dan Danau 2.569,08 2.622,77 2.675,49 2.719,90 2.787,50 2.829,19
7.3. Pengangkutan Udara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4. Jasa Penunjang Angkutan 1.277,09 1.299,70 1.325,33 1.340,66 1.373,03 1.404,11
7.5. Komunikasi 15.065,56 16.302,45 17.803,90 19.578,95 20.878,99 24.640,57
. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 16.943,56 18.039,85 19.513,31 21.081,21 23.152,81 23.414,29
8.1. Bank 4.609,18 5.602,46 6.767,21 7.947,42 9.420,87 9.671,08
8.2. Lembaga Keuangan Tanpa Bank 2.082,90 2.144,25 2.179,61 2.277,20 2.361,24 2.420,30
8.3. Jasa Penunjang Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.4. Sewa Bangunan 9.995,37 10.034,44 10.305,10 10.587,97 11.095,97 11.037,68
8.5. Jasa Perusahaan 256,11 258,70 261,39 268,62 274,73 285,23
. JASA-JASA 104.243,34 105.903,95 108.005,90 111.120,17 115.055,51 118.365,58
9.1. Pemerintahan Umum 95.273,97 96.556,51 98.565,01 101.479,49 105.129,64 108.211,39
9.2. Sosial Kemasyarakatan 3.785,63 3.984,07 4.064,33 4.178,70 4.325,34 4.407,75
9.3. Hiburan, Rekreasi dan Kebudayaan 467,26 459,33 468,53 478,21 490,49 498,72
9.4. Perorangan dan Rumah Tangga 4.716,48 4.904,04 4.908,03 4.983,77 5.110,04 5.247,72
PDRB KONSTAN 610.656,46 620.735,74 638.422,67 661.966,50 690.346,95 716.604,99




LAPANGAN USAHA

TAHUN

2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7

. PERTANIAN 102.645,24 104.509,97 106.418,97 108.372,74 110.371,83 112.416,88
1.1. Tanaman Bahan Makanan 18.875,71 19.405,95 19.951,08 20.511,54 21.087,71 21.680,08
1.2. Tanaman Bahan Perkebunan 26.610,82 27.190,67 27.783,16 28.388,55 29.007,14 29.639,21
1.3. Peternakan 19.485,41 19.889,01 20.300,97 20.721,47 21.150,67 21.588,77
1.4. Kehutanan 441,52 398,43 359,54 324,44 292,78 264,20
1.5. Perikanan 37.231,78 37.625,91 38.024,22 38.426,74 38.833,53 39.244,62
. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 3.008,87 3.109,87 3.214,25 3.322,13 3.433,64 3.548,89
2.1. Pertambangan Minyak dan Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Penggalian dan Penggaraman 3.008,87 3.109,87 3.214,25 3.322,13 3.433,64 3.548,89
. INDUSTRI PENGOLAHAN 156.381,03 159.160,08 161.988,51 164.867,21 167.797,07 170.778,99
3.1. Industri Migas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. Industri Tanpa Migas 156.381,03 159.160,08 161.988,51 164.867,21 167.797,07 170.778,99
. LISTRIK DAN AIR MINUM 3.380,63 3.499,69 3.623,08 3.751,00 3.883,58 4.021,02
4.1. Listrik 2.930,20 3.041,12 3.156,23 3.275,71 3.399,70 3.528,39
4.2. Air Minum 450,43 458,57 466,85 475,29 483,88 492,63
5. BANGUNAN/KONTRUKSI 68.898,99 71.690,02 74.594,11 77.615,84 80.759,98 84.031,49
6. PERDAGANGAN HOTEL DAN RESTORAN 200.394,51 209.739,12 219.521,22 229.761,34 240.480,96 251.702,61
6.1. Perdagangan 192.460,55 201.544,49 211.057,19 221.018,88 231.450,75 242.374,99
6.2. Hotel 575,19 584,67 594,30 604,10 614,05 624,17
6.3. Restoran/Rumah Makan 7.358,77 7.609,96 7.869,73 8.138,36 8.416,16 8.703,45
. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 59.560,21 62.903,56 66.546,39 70.518,89 74.854,39 79.589,62
7.1. Pengangkutan Jalan Raya (Darat) 28.056,52 28.505,01 28.960,68 29.423,62 29.893,97 30.371,84
7.2. Pengangkutan Laut, Sungai dan Danau 2.884,29 2.940,46 2.997,73 3.056,12 3.115,64 3.176,31
7.3. Pengangkutan Udara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4. Jasa Penunjang Angkutan 1.430,99 1.458,39 1.486,31 1.514,76 1.543,76 1.573,32
7.5. Komunikasi 27.188,41 29.999,70 33.101,67 36.524,39 40.301,02 44.468,15
. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 25.260,54 27.360,46 29.753,65 32.486,01 35.610,76 39.189,59
8.1. Bank 11.216,19 13.008,15 15.086,40 17.496,71 20.292,07 23.534,03
8.2. Lembaga Keuangan Tanpa Bank 2.494,07 2.570,10 2.648,44 2.729,16 2.812,35 2.898,08
8.3. Jasa Penunjang Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.4. Sewa Bangunan 11.258,84 11.484,43 11.714,54 11.949,25 12.188,68 12.432,90
8.5. Jasa Perusahaan 291,44 297,78 304,27 310,89 317,66 324,58
. JASA-JASA 121.412,63 124.538,41 127.744,96 131.034,37 134.408,79 137.870,42
9.1. Pemerintahan Umum 111.002,49 113.865,57 116.802,51 119.815,19 122.905,59 126.075,69
9.2. Sosial Kemasyarakatan 4.543,94 4.684,34 4.829,08 4.978,29 5.132,11 5.290,68
9.3. Hiburan, Rekreasi dan Kebudayaan 505,26 511,89 518,60 525,41 532,30 539,28
9.4. Perorangan dan Rumah Tangga 5.360,94 5.476,61 5.594,77 5.715,48 5.838,79 5.964,77
PDRB KONSTAN 740.942,65 766.511,18 793.405,14 821.729,53 851.601,00 883.149,51




LAPANGAN USAHA

TAHUN

2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7

. PERTANIAN 114.508,56 116.647,60 118.834,77 121.070,90 123.356,90 125.693,63
1.1. Tanaman Bahan Makanan 22.289,11 22.915,23 23.558,94 24.220,73 24.901,12 25.600,62
1.2. Tanaman Bahan Perkebunan 30.285,04 30.944,96 31.619,25 32.308,23 33.012,23 33.731,56
1.3. Peternakan 22.035,93 22.492,36 22.958,25 23.433,78 23.919,17 24.414,60
1.4. Kehutanan 238,41 215,14 194,14 175,19 158,09 142,66
1.5. Perikanan 39.660,07 40.079,91 40.504,19 40.932,97 41.366,29 41.804,19
. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 3.668,01 3.791,13 3.918,38 4.049,90 4.185,83 4.326,33
2.1. Pertambangan Minyak dan Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Penggalian dan Penggaraman 3.668,01 3.791,13 3.918,38 4.049,90 4.185,83 4.326,33
. INDUSTRI PENGOLAHAN 173.813,90 176.902,75 180.046,49 183.246,09 186.502,56 189.816,90
3.1. Industri Migas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. Industri Tanpa Migas 173.813,90 176.902,75 180.046,49 183.246,09 186.502,56 189.816,90
. LISTRIK DAN AIR MINUM 4.163,48 4.311,16 4.464,25 4.622,95 4.787,48 4.958,03
4.1. Listrik 3.661,95 3.800,57 3.944,43 4.093,74 4.248,70 4.409,52
4.2. Air Minum 501,53 510,59 519,82 529,21 538,78 548,51
5. BANGUNAN/KONTRUKSI 87.435,52 90.977,45 94.662,85 98.497,55 102.487,59 106.639,25
6. PERDAGANGAN HOTEL DAN RESTORAN 263.449,84 275.747,35 288.620,93 302.097,65 316.205,85 330.975,17
6.1. Perdagangan 253.814,85 265.794,66 278.339,90 291.477,26 305.234,70 319.641,47
6.2. Hotel 634,45 644,91 655,53 666,33 677,31 688,47
6.3. Restoran/Rumah Makan 9.000,54 9.307,78 9.625,50 9.954,06 10.293,84 10.645,23
. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 84.765,14 90.425,61 96.620,40 103.403,88 110.836,06 118.983,20
7.1. Pengangkutan Jalan Raya (Darat) 30.857,35 31.350,61 31.851,77 32.360,93 32.878,23 33.403,80
7.2. Pengangkutan Laut, Sungai dan Danau 3.238,18 3.301,24 3.365,54 3.431,08 3.497,90 3.566,03
7.3. Pengangkutan Udara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4. Jasa Penunjang Angkutan 1.603,44 1.634,14 1.665,42 1.697,31 1.729,80 1.762,92
7.5. Komunikasi 49.066,17 54.139,62 59.737,67 65.914,56 72.730,13 80.250,45
. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 43.294,04 48.007,03 53.424,74 59.658,64 66.838,02 75.112,80
8.1. Bank 27.293,98 31.654,62 36.711,94 42.577,25 49.379,63 57.268,80
8.2. Lembaga Keuangan Tanpa Bank 2.986,41 3.077,44 3.171,25 3.267,91 3.367,52 3.470,17
8.3. Jasa Penunjang Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.4. Sewa Bangunan 12.682,01 12.936,11 13.195,31 13.459,70 13.729,39 14.004,48
8.5. Jasa Perusahaan 331,64 338,86 346,24 353,78 361,48 369,35
. JASA-JASA 141.421,52 145.064,43 148.801,51 152.635,23 156.568,04 160.602,57
9.1. Pemerintahan Umum 129.327,56 132.663,31 136.085,09 139.595,14 143.195,71 146.889,16
9.2. Sosial Kemasyarakatan 5.454,15 5.622,67 5.796,40 5.975,50 6.160,13 6.350,47
9.3. Hiburan, Rekreasi dan Kebudayaan 546,35 553,52 560,78 568,14 575,59 583,14
9.4. Perorangan dan Rumah Tangga 6.093,46 6.224,93 6.359,24 6.496,45 6.636,61 6.779,80
PDRB KONSTAN 916.520,01 951.874,51 989.394,32 1.029.282,79 1.071.768,33 1.117.107,88




LAPANGAN USAHA

TAHUN

2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7

. PERTANIAN 128.082,10 130.523,31 133.018,30 135.568,17 138.174,06 140.837,13
1.1. Tanaman Bahan Makanan 26.319,76 27.059,11 27.819,23 28.600,70 29.404,12 30.230,11
1.2. Tanaman Bahan Perkebunan 34.466,57 35.217,60 35.984,99 36.769,10 37.570,30 38.388,96
1.3. Peternakan 24.920,30 25.436,48 25.963,34 26.501,12 27.050,04 27.610,33
1.4. Kehutanan 128,74 116,17 104,83 94,60 85,37 77,03
1.5. Perikanan 42.246,73 42.693,95 43.145,91 43.602,65 44.064,23 44.530,70

. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 4.471,54 4.621,63 4.776,76 4.937,09 5.102,80 5.274,08
2.1. Pertambangan Minyak dan Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Penggalian dan Penggaraman 4.471,54 4.621,63 4.776,76 4.937,09 5.102,80 5.274,08

. INDUSTRI PENGOLAHAN 193.190,13 196.623,32 200.117,51 203.673,80 207.293,28 210.977,09
3.1. Industri Migas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. Industri Tanpa Migas 193.190,13 196.623,32 200.117,51 203.673,80 207.293,28 210.977,09

. LISTRIK DAN AIR MINUM 5.134,87 5.318,19 5.508,25 5.705,30 5.909,61 6.121,44
4.1. Listrik 4.576,44 4.749,67 4.929,46 5.116,05 5.309,71 5.510,70
4.2. Air Minum 558,43 568,52 578,79 589,25 599,90 610,74
5. BANGUNAN/KONTRUKSI 110.959,10 115.453,95 120.130,87 124.997,25 130.060,77 135.329,40
6. PERDAGANGAN HOTEL DAN RESTORAN 346.436,64 362.622,80 379.567,65 397.306,84 415.877,69 435.319,27
6.1. Perdagangan 334.728,23 350.527,07 367.071,60 384.397,01 402.540,16 421.539,65
6.2. Hotel 699,81 711,35 723,07 734,98 747,09 759,40
6.3. Restoran/Rumah Makan 11.008,60 11.384,38 11.772,98 12.174,85 12.590,44 13.020,22

. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 127.918,29 137.721,90 148.482,98 160.299,53 173.279,80 187.543,11
7.1. Pengangkutan Jalan Raya (Darat) 33.937,78 34.480,28 35.031,47 35.591,46 36.160,40 36.738,44
7.2. Pengangkutan Laut, Sungai dan Danau 3.635,48 3.706,28 3.778,47 3.852,05 3.927,08 4.003,56
7.3. Pengangkutan Udara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4. Jasa Penunjang Angkutan 1.796,67 1.831,06 1.866,12 1.901,85 1.938,26 1.975,36
7.5. Komunikasi 88.548,36 97.704,28 107.806,92 118.954,17 131.254,06 144.825,75

. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 84.656,80 95.671,62 108.391,02 123.086,06 140.071,09 159.710,69
8.1. Bank 66.418,39 77.029,77 89.336,49 103.609,40 120.162,62 139.360,49
8.2. Lembaga Keuangan Tanpa Bank 3.575,94 3.684,94 3.797,27 3.913,01 4.032,28 4.155,19
8.3. Jasa Penunjang Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.4. Sewa Bangunan 14.285,08 14.571,30 14.863,26 15.161,07 15.464,85 15.774,71
8.5. Jasa Perusahaan 377,39 385,61 394,00 402,58 411,34 420,30
JASA-JASA 164.741,43 168.987,33 173.343,04 177.811,42 182.395,41 187.097,96
9.1. Pemerintahan Umum 150.677,87 154.564,31 158.550,98 162.640,49 166.835,48 171.138,66
9.2. Sosial Kemasyarakatan 6.546,69 6.748,97 6.957,50 7.172,47 7.394,09 7.622,55
9.3. Hiburan, Rekreasi dan Kebudayaan 590,79 598,54 606,39 614,34 622,40 630,56
9.4. Perorangan dan Rumah Tangga 6.926,08 7.075,51 7.228,17 7.384,12 7.543,44 7.706,19

PDRB KONSTAN

1.165.590,90

1.217.544,05

1.273.336,38

1.333.385,46

1.398.164,51

1.468.210,17




LAPANGAN USAHA

TAHUN

2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5

. PERTANIAN 143.558,59 146.339,71 149.181,79 152.086,12
1.1. Tanaman Bahan Makanan 31.079,30 31.952,35 32.849,93 33.772,72
1.2. Tanaman Bahan Perkebunan 39.225,46 40.080,18 40.953,53 41.845,90
1.3. Peternakan 28.182,22 28.765,96 29.361,79 29.969,96
1.4. Kehutanan 69,51 62,73 56,61 51,08
1.5. Perikanan 45.002,10 45.478,49 45.959,93 46.446,46

. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 5.451,10 5.634,07 5.823,17 6.018,63
2.1. Pertambangan Minyak dan Gas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Penggalian dan Penggaraman 5.451,10 5.634,07 5.823,17 6.018,63

. INDUSTRI PENGOLAHAN 214.726,37 218.542,27 222.425,98 226.378,72
3.1. Industri Migas 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. Industri Tanpa Migas 214.726,37 218.542,27 222.425,98 226.378,72

. LISTRIK DAN AIR MINUM 6.341,08 6.568,81 6.804,94 7.049,77
4.1. Listrik 5.719,30 5.935,79 6.160,48 6.393,67
4.2. Air Minum 621,78 633,02 644,46 656,10
5. BANGUNAN/KONTRUKSI 140.811,46 146.515,59 152.450,79 158.626,42
6. PERDAGANGAN HOTEL DAN RESTORAN 455.672,48 476.980,15 499.287,13 522.640,36
6.1. Perdagangan 441.435,91 462.271,24 484.089,98 506.938,54
6.2. Hotel 771,91 784,63 797,56 810,70
6.3. Restoran/Rumah Makan 13.464,66 13.924,28 14.399,59 14.891,12

. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 203.221,20 220.459,33 239.417,81 260.273,50
7.1. Pengangkutan Jalan Raya (Darat) 37.325,72 37.922,39 38.528,59 39.144,48
7.2. Pengangkutan Laut, Sungai dan Danau 4.081,53 4.161,02 4.242,06 4.324,68
7.3. Pengangkutan Udara 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4. Jasa Penunjang Angkutan 2.013,18 2.051,72 2.091,00 2.131,04
7.5. Komunikasi 159.800,77 176.324,20 194.556,16 214.673,30

. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 182.427,60 208.712,08 239.132,71 274.348,84
8.1. Bank 161.625,52 187.447,73 217.395,45 252.127,78
8.2. Lembaga Keuangan Tanpa Bank 4.281,85 4.412,37 4.546,86 4.685,45
8.3. Jasa Penunjang Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
8.4. Sewa Bangunan 16.090,78 16.413,18 16.742,05 17.077,50
8.5. Jasa Perusahaan 429,45 438,80 448,35 458,11

. JASA-JASA 191.922,21 196.871,28 201.948,40 207.156,94
9.1. Pemerintahan Umum 175.552,84 180.080,88 184.725,70 189.490,33
9.2. Sosial Kemasyarakatan 7.858,07 8.100,87 8.351,17 8.609,21
9.3. Hiburan, Rekreasi dan Kebudayaan 638,84 647,22 655,70 664,31
9.4. Perorangan dan Rumah Tangga 7.872,46 8.042,31 8.215,83 8.393,09

PDRB KONSTAN

1.544.132,09

1.626.623,29

1.716.472,72

1.814.579,30
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